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PANCASILA DALAM KAJIAN 

SEJARAH BANGSA INDONESIA                                                                     

 

 

 

A. Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi 

 

Lahirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dalam pasal 35 ayat (5)  

yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah 

pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa 

Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila 

dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum peguruan tinggi sebagai mata kuliah yang 

berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus 

dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa 

Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati 

diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang 

studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 2 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus 

berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi (baca: perguruan tinggi) di 

Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi 

kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara 

sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. (Kenenristek Dikti, 2016) 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan di 

bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di dalam 

kurikulum juga memuat mata kuliah Pendidikan Pancasila yang digabungkan dengan 

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata kuliah Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, untuk  materi kewarganegaraan memuat tiga konsep utama 

keawarganegaraan yaitu wawasan nusantara, ketahanan nasional dan polstranas dan bela 

negara.   

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila 

sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak 

sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman 

dahulu, wilayah-wilayah di nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh 

oleh masyarakatnya, sebagai contoh: 

1. Percaya kepada Tuhan dan toleran, 

2. Gotong royong, 

3. Musyawarah, 

4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. 

 

MODUL 

I 
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Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah 

tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini 

yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. 

 

Dalam konteks kekinian, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan, apakah 

nilai-nilai Pancasila telah sepenuhnya dilaksanakan oleh aparatur pemerintah ? Ataukah 

Anda masih menemukan perilaku aparatur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?  

Apabila jawabannya masih banyak perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, 

sudah barang tentu perilaku seperti itu dapat dikategorikan perilaku yang tidak 

mensyukuri kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan 

teori kausalitas yang diperkenalkan Notonagoro (kausa materialis, kausa formalis, kausa 

efisien, kausa finalis), merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik 

Indonesia, maka penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat 

terancamnya kelangsungan negara. 

 

Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah 

tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini : 

 

1. Masalah Kesadaran Perpajakan 

Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa, karena uang dari pajak 

menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016, sebesar 74,6 % 

penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak Wajib 

Pajak Perorangan maupun badan (lembaga/ instansi /perusahaan/ dan lain-lain) yang 

masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan 

masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki, bahkan 

banyak kekayaannya yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum 

terdaftar sebagai Wajib Pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang 

disediakan oleh pemerintah. 

 

2. Masalah Korupsi 

Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di 

daerah. Transparency Internasional (TI) merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 

2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam 

urutan negara paling korup di dunia.  Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan 

adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai/moral Pancasila. 

Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah  

pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan 

mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik 

di kemudian hari. 

Sebenarnya, perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja. 

Tetapi seperti kata peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hal inilah 
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tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip good governance dapat terwujud 

dengan lebih baik di negara Indonesia. 

 

3. Masalah Lingkungan 

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini, citra tersebut perlahan 

mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan 

menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan, yaitu beralihnya hutan 

Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi 

masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan 

ANDAL dan AMDAL, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan 

masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan 

perhatian pendidikan Pancasila. 

 

4. Masalah Disintegrasi Bangsa 

Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. 

Disamping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan Negara Republik Indonesia, 

reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan 

persatuan bangsa. Sebagai contoh acapkali mengemuka dalam wacana publik bahwa ada 

segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi 

daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan 

pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka 

menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena 

primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali Anda 

menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu 

memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. 

Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 Kabupaten/Kota, 34 

Provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4 % menyatakan penyebab 

permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman 

dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Dailami, 2014:3). 

 

Rumusan tentang Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis-rasional, tetapi digali 

dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Maka Bung Karno hanya mengaku 

diri sebagai penggali Pancasila, karena nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu 

diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Oleh karena 

itulah Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat (philosophische grondslag), 

merupakan jiwa bangsa (volksgeist) atau jati diri bangsa (innerself of nation), dan menjadi 

cara hidup (way of life) bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dengan demikian nilai-nilai 

dalam Pancasila merupakan karakter bangsa, yang menjadikan bangsa Indonesia berbeda 

dengan bangsa-bangsa lain. Pendidikan Pancasila perlu karena dengan cara itulah karakter 

bangsa dapat lestari, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar. 

 

5.  Masalah Hak Azasi Manusia (HAM) 

Masalah HAM merupakan masalah internasional, yang selalu aktual untuk dibahas.  
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Di Indonesia, MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 

2001 dan 2002,  pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap 

amandemennya. Sehingga selain pada Pembukaan UUD 1945, HAM  juga termuat dalam 

batang tubuh UUD 1945 seperti  pada pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33, dan 34, serta ditambah 

lagi pada pasal 28 A sampai dengan 28 J yang khusus mengatur penerapan HAM  pada BAB 

XA. Sehingga setelah dilakukan amandemen keempat. Dengan demikian yang mengatur 

tentang HAM  ada 17 pasal  dalam batang tubuh UUD 1945 yang dijiwai oleh Pancasila, 

yang mengatur tentang penerapan  HAM  di Indonesia. Peristiwa monumental lainnya 

dalam penerapan HAM   di Indonesia adalah diberlakukannya UU. No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia.  

 

B. Pancasila Dalam Pandangan Hidup dan Kepribadian Bangsa Indonesia 

Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, 

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, 

keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman 

kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk 

mengamalkannya dalam kehidupan nyata (Bakry, 1994: 158).  

Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan 

masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi 

sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai 

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap 

mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku dan perbuatan 

bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. 

Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang 

benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, demikian 

pula halnya dengan ideologi bangsa (Bakry, 1994: 157). 

Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga 

terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia kelima sila 

tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan 

masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Di samping itu, proses 

akulturasi dan inkulturasi ikut memengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan 

berbagai variasi yang sangat beragam. Kendatipun demikian, kepribadian bangsa 

Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama sehingga sejarah mencatat kejayaan di 

zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain yang memperlihatkan keunggulan 

peradaban di masa itu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya 

merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia 

sendiri. 

 

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila Dalam Sejarah Bangsa 

Indonesia 

1. Sumber Historis Pancasila 

 Secara historis, memang, nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan agama  yang 
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terdapat dan terkandung dalam Pancasisla itu  sudah ada  dan dimiliki oleh bangsa 

Indonesia jauh sebelum dirumusksn dan disahkan menjadi dasar negara. Maka dari itu, 

secara objektif dan historis, kehidupan bangsa ini tidak mungkin terlepas dari 

pemahaman terhadap nikai-nilai luhur itu. Kemudian tugas para inteletual adalah 

mengkaji secara ilmiah yang nantinya akan memilik kesadaran berbangsa yang kuat 

berdasarkan pada nilai-nilai yang sudah lama kita miliki itu. 

 

Misalnya, sila Ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik 

pemujaan yang beranekaragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. 

Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, 

seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan 

yang profan, komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, 

tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan 

Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. 

 Dalam era reformasi ini,  bangsa Indonesia harus memiliki rasa kebangsaan yang 

sangat kokoh, serta  memiliki  pandangan hidup yang kuat agar tidak 

terombang-ambing dalam kancah percaturan dunia internasional. Ini dapat terlaksana 

bukan melalui suatu kekuasaan, melainkan  dengan sautu kesadaran berbangsa dan 

bernegara. Kesadaran itu harus berpulang pada sejarah bangsa ini. 

 

2. Sumber Sosiologis Pancasila 

Nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan) 

secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. 

Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu 

hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat, bahwa kebiasaan 

bergotongroyong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerjasama 

untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan 

semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila Keadilan Sosial. Gotong royong juga 

tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat 

secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang 

dimaksudkan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan. 

 

3. Sumber Politis Pancasila 

Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila 

bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, 

termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai 

Pancasila, misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan 

pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh 

semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat Kerakyatan Yang 

Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Semangat 

seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. 

 

D. Argumen Tentang Tantangan Terhadap Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara 



PPKN 6 
 

 

Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai 

Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu 

contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP 

No.III/MPRS/1960 Tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hal 

tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 

bahwa, ”Presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama lima (5) tahun, 

sesudahnya dapat dipilih kembali”. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden 

seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu lima tahun. 

 

Hasil Survei yang dilakukan KOMPAS yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan 

bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% 

responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan silai-sila Pancasila 

secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila, lebih parah lagi, 60% 

responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena 

tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang 

Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan 

masyarakat terhadap Pancasila (Ali, 2009: 2). 

Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia 

dikarenakan hal-hal berikut: pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, 

penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya 

pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

E. LATIHAN / TUGAS ; 

1. Anda dipersilakan melakukan diskusi kelompok untuk menginventarisasi kategori 

permasalahan  sebagai berikut : 

Pejabat negara yang berkaitan dengan permasalahan Korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN) oleh  (KPK, Polisi, Jaksa, LSM, dan sebagainya), Integrasi Bangsa dalam era 

globalisasi, Moral/Karakter Bangsa, Antinarkoba, Peristiwa Penegak Hukum yang adil, 

pelaku  Terorisme. Anda diminta untuk menyerahkan hasil diskusi kelompok 

tersebut kepada dosen 

 

2. Anda diminta untuk menggali informasi penyebaran agama pada masa zaman dahulu? 

Misalnya, bagaimana penyebaran agama pada zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya, 

Mataram, dan seterusnya? Kemudian, mendiskusikan dengan teman sekelompok Anda 

untuk mendapatkan informasi tentang suasana kehidupan bertoleransi antarumat 

beragama pada masa itu, dan menyusun laporan secara tertulis. 

3. Anda dipersilakan untuk menggali informasi dan mengkritisi cara-cara pengambilan 

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat di 

sekitar Anda atau dalam organisasi yang ada di sekitar Anda? Apa bentuk kearifan 

yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Apa bentuk kendala yang timbul 

ketika musyawarah itu berlangsung? Diskusikan dengan teman sekelompok Anda dan 

disusun dalam laporan tertulis. 
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4. Anda dipersilakan untuk mendeskripsikan dan mengkritisi faktor penyebab 

rendahnya pemahaman dan pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila dalam 

masyarakat Indonesia dewasa ini. Kemudian, mendiskusikannya dengan teman 

sekelompok dan melaporkannya secara tertulis. 

 

 

F. Rangkuman 

 

Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia (The Founding fathers). 

2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat 

istiadat. 

3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. 

 

Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut: 

1. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

2. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi 

terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. 

3. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan 

digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan 

berkembang di bumi Indonesia. 

4. Kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa 

Indonesia. 

 

Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah 

tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini : 

1. Masalah Kesadaran Perpajakan 

2. Masalah korupsi 

3. Masalah lingkungan 

4. Masalah Disintegrasi Bangsa 

 

Dalam era reformasi ini,  bangsa Indonesia harus memiliki rasa kebangsaan yang 

sangat kokoh, serta  memiliki  pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing 

dalam kancah percaturan dunia internasional. Ini dapat terlaksana bukan melalui suatu 

kekuasaan, melainkan  dengan sautu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran itu 

harus berpulang pada sejarah bangsa ini. 

 

Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga 

terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia kelima sila 
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tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan 

masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. 
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                                                  PANCASILA SEBAGAI DASAR 

NEGARA 

     

                                                               

 

 

Dasar negara Indonesia, dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan 

pemikiran para pendiri negara (The Founding Fathers) untuk menemukan landasan atau 

pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Walaupun 

rumusan dasar negara itu baru mengemuka pada masa persidangan Badan Penyelidik 

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), namun bahan-bahannya telah 

dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Latif (2002: 5) menyebutkan 

bahwa setidaknya sejak dekade 1920-an pelbagai kreativitas intelektual mulai digagas 

sebagai usaha mensintesiskan aneka ideologi dan gugus pergerakan dalam   rangka 

membentuk “blok historis” (blok nasional) bersama demi mencapai kemerdekaan. 

 

BPUPKI yang selanjutnya disebut dalam bahasa Jepang sebagai Dokuritsu Zyunbi 

Tyoosakai (Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) dibentuk pada 29 April 

1945 sebagai realisasi janji kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945 dari 

pemerintah Jepang. Anggota BPUPKI berjumlah 63 orang, termasuk Dr. KRT. Radjiman 

Wedyodiningrat sebagai ketua, Itibangase Yosio (anggota luar biasa yang berkebangsaan 

Jepang) dan R. Pandji Soeroso (merangkap Tata Usaha) masing-masing sebagai wakil ketua 

Pembicaraan mengenai rumusan dasar  negara Indonesia melalui sidang-sidang BPUPKI 

berlangsung dalam dua babak, yaitu: pertama, mulai 29 Mei sampai 1 Juni 1945; dan 

kedua, mulai 10 Juli sampai 17 Juli 1945 Pergumulan pemikiran dalam sejarah perumusan 

dasar negara Indonesia bermula dari permintaan Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat, 

selaku Ketua BPUPKI pada 29   Mei 1945 kepada anggota sidang untuk mengemukakan 

dasar (negara) Indonesia merdeka. Untuk merespon permintaan Ketua BPUPKI, maka 

dalam masa sidang pertama, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Muhammad Yamin dan 

Soekarno mengajukan usul berhubungan dengan dasar negara. Soepomo juga 

menyampaikan pandangannya dalam masa sidang ini namun hal yang dibicarakan terkait 

aliran atau paham kenegaraan, bukan mengenai dasar negara Dalam pidato 1 Juni 1945, 

Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, philosophische 

grondslag bagi Indonesia merdeka. Philosophische grondslag itulah fundamen, filsafat, 

pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalamdalamnya untuk di atasnya 

didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah 

‘weltanschauung’ atau pandangan hidup  

 

A. Memahami  Konsep Negara, Tujuan Negara  dan Konstitutisi 

1. Menelusuri Konsep Negara 

Interaksi antarmanusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau 

kepentingan (interest) masing-masing. Akibatnya, pergaulan manusia dapat bersamaan 

(sejalan), berbeda, atau bertentangan satu sama lain, bahkan meminjam istilah Thomas 

MODUL 

II 
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Hobbes manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain (homo homini lupus). Oleh 

karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, 

dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan negara. Apakah negara 

itu? Menurut Diponolo (1975: 23-25) negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang 

berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di 

suatu daerah tertentu. 

Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 (tiga) unsur yang 

menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu: 

a. Unsur tempat, atau daerah, wilayah atau territoir 

b. Unsur manusia, atau umat (baca: masyarakat), rakyat atau bangsa 

c. Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan. 

Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif 

ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif, dalam hal ini pengakuan dari negara lain. 

Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 (dua) 

pendekatan, yaitu: 

a. Negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk 

dan struktur organisasi negara 

b. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada 

mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di 

daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang 

dianggap paling tepat untuk sebuah negara. 

 

Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin 

diwujudkan, serta bagaimana jalan/cara mewujudkan tujuan negara tersebut, akan 

ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata 

lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan 

tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan 

suatu negara. 

Agar pemahaman Anda lebih komprehensif, di bawah ini dikemukakan contoh pengaruh 

dasar negara terhadap bentuk negara.  

Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia, antara lain: 

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 UUD 

Negara Republik Indonesia 1945). Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila 

tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai 

negara kesatuan bukan sebagai negara serikat.  

Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara 

republik bukan despot (tuan rumah) atau absolutisme (pemerintahan yang 

sewenang-wenang). Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat 

Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 

Negara Republik Indonesia 1945, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar”. 

Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi 

konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara 

komunis.  
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Di sisi lain, pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, ditegaskan 

bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa 

negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh 

Atmordjo (2009: 25) bahwa : “konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 

(tiga) unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara”. 

Apabila dipelajari secara seksama uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat satu prinsip penting yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara 

modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh CarlSchmidt, yaitu demokratischen 

Rechtsstaat (Wahjono dalam Oesman dan Alfian, 1993: 100). 

 

2. Menelusuri Konsep Tujuan Negara 

    Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki 

tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula, suatu bangsa 

mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan.  

 

Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan 

kebahagiaan, tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda 

bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan 

tersebut kalau disederhanakan dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu: 

a. Aliran liberal individualis 

  Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan 

politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. 

b. Aliran kolektivis atau sosialis 

  Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat 

diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin/totaliter. 

Pada umumnya, tujuan suatu negara termaktub dalam Undang-Undang Dasar atau 

konstitusi negara tersebut. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah tujuan negara 

Amerika Serikat, Indonesia dan India. 

Amerika Serikat Indonesia India 

“... In order to form a more 

perfect union, establish 

justice, insure domestic 

tranquillity, provide for the 

common defence, promote 

the welfare and secure the 

blessings of liberty to 

ourselves and to our 

posterity, …” 

 

Cita-cita negara (alinea ke- 

2): 1) merdeka, 2) bersatu, 

3) berdaulat, 4) adil, dan 5) 

Makmur 

 

Tujuan negara (alinea ke- 

4): 1) melindungi segenap 

bangsa, 2) melindungi 

segenap tumpah darah, 3) 

memajukan kesejahteraan 

umum, 4) mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan 5) 

ikut serta melaksanakan 

ketertiban dunia 

 

“… to constitute India into 

a sovereign democratic 

state and to secure to all its 

citizens: justice, social, 

economic and political; 

liberty of thought, 

expression, belief, faith and 

worship; equality of status 

and of opportunity, and to 

promote among them all 

fraternity assuring the 

dignity of the individual 

and unity of the nation,” 
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Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2 (dua), yaitu 

mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh 

wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut 

dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu: 

a. Pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) 

b. Pendekatan keamanan (security approach) 

  

kemudian berikut ini disajikan uraian tujuan negara dalam bentuk tabel, sebagai berikut: 

 

   Teori Kekuatan dan Kekuasaan sebagai Tujuan Negara 

No Nama Tokoh Pandangan 
Komentar  

Anda 

1. Shan Yang 

(Pujangga Filsuf 

Cina, 4-3 SM) 

Satu-satunya tujuan bagi raja ialah membuat 

negara 

kuat dan berkuasa. Hal ini hanya mungkin 

dicapai 

dengan memiliki tentara yang besar dan 

kuat. 

 

2 Nicollo 

Machiavelli 

(1469-1527) 

Raja harus tahu bahwa ia senantiasa 

dikelilingi oleh 

orang-orang yang selalu mengintai 

kelemahan dan 

menunggu kesempatan menerkam atau 

merebut 

kedudukannya, maka raja haruslah 

menyusun dan 

menambah kekuatan terus menerus 

 

3 Fridriech 

Nietzsche 

( 1844-1900) 

Tujuan hidup umat manusia ialah 

penjelmaan tokoh 

pilihan dari mereka yang paling sempurna 

atau maha 

manusia (ubermensch). Hidup itu adalah 

serba 

perkembangan, serba memenangkan dan 

menaklukan, serba meningkat terus ke atas. 

 

4 Anda 

dipersilakan 

untuk mencari 

tokoh lain yang 

mengemukakan 

teori tujuan 

negara dalam 

konteks 

 

 

 

- 
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kekuatan dan 

kekuasaan 

 

 

Teori Kepastian Hidup, Keamanan, dan Ketertiban sebagai Tujuan Negara 

No Nama Tokoh Pandangan 
Komentar  

Anda 

1 Dante Alleghieri 

(Filsuf Italia, abad 

13-14M) 

Manusia hanya dapat menjalankan 

kewajiban dengan baik serta mencapai 

tujuan yang tinggi di dalam keadaan 

damai. Oleh karena itu, perdamaian 

menjadi kepentingan setiap orang. Raja 

haruslah seorang yang paling baik 

kemauannya dan paling besar 

kemampuannya karena ia harus dapat 

mewujudkan keadilan di antara umat 

manusia 

 

2 Thomas Hobbes 

(1588-1679) 

Perdamaian adalah unsur yang menjadi 

hakikat tujuan negara. Demi keamanan 

dan ketertiban, maka manusia 

melepaskan dan melebur 

kemerdekaannya ke dalam kemerdekaan 

umum, yaitu negara. 

 

3 Theodore Roosevelt 

(Presiden Amerika 

Serikat) 

In case of a choise between order and 

justice I will 

be on the side of order (apabila saya harus 

memilih 

antara ketertiban dan keadilan, maka 

saya akan 

memilih ketertiban). 

 

4 Anda dipersilakan 

untuk mencari 

tokoh lain yang 

mengemukakan 

teori tujuan negara 

dalam konteks 

kepastian hidup, 

keamanan, dan 

ketertiban. 

  

 

Anda dipersilakan untuk  membuat Tabel Tujuan Negara berdasarkan :  

1. Nama Tokoh dan pandangannya dalam Konsep Kemerdekaan sebagai Tujuan 

Negara 

2. Nama Tokoh dan pandangannya dalam Teori Keadilan sebagai Tujuan Negara 
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3. Dasar Negara dan Konstitusi 

Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah grundnorm 

(norma dasar), rechtsidee (cita hukum), staatsidee (cita negara), philosophische grondslag 

(dasar filsafat negara). Banyaknya istilah Dasar Negara dalam kosa kata bahasa asing 

menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki 

dasar negara. 

Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan 

sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat 

diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.  

Secara teoretik, istilah dasar negara, mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a 

basic norm atau Grundnorm (Kelsen, 1970: 8). Norma dasar ini merupakan norma tertinggi 

yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur 

termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah (Attamimi dalam Oesman dan 

Alfian, 1993: 74). Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan 

peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan 

perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara 

bersifat permanen sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti 

dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Hans Nawiasky menjelaskan bahwa dalam 

suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, 

yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang- Undang Dasar. Kaidah tertinggi dalam 

tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut staatsfundamentalnorm, yang untuk 

Indonesia berupa Pancasila (Riyanto dalam Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR 

Periode 2009-2014, 2013: 93-94). Dalam pandangan yang lain, pengembangan teori dasar 

negara dapat diambil dari pidato Mr. Soepomo. Dalam penjelasannya, kata “cita negara” 

merupakan terjemahan dari kata “Staatsidee” yang terdapat dalam kepustakaan Jerman 

dan Belanda. 

Kata asing itu menjadi terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat 

pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 31 Mei 

1945. Sebagai catatan, Soepomo menerjemahkan “Staatsidee” dengan “dasar pengertian 

negara” atau “aliran pikiran negara”. Memang, dalam bahasa asing sendiri kata itu tidak 

mudah memperoleh uraian pengertiannya. J. Oppenheim (1849-1924), ahli hukum tata 

negara dan hukum administrasi negara di Groningen Belanda, mengemukakan dalam 

pidato pengukuhannya yang kedua (1893) sebagai guru besar mengemukakan bahwa 

“staatsidee” dapat dilukiskan sebagai “hakikat yang paling dalam dari negara” (de staats 

diapse wezen), sebagai “kekuatan yang membentuk negara-negara (de staten vermonde 

kracht) (Attamimi dalam Soeprapto, Bahar dan Arianto, 1995: 121). 

 

Dalam karyanya yang berjudul Nomoi (The Law), Plato (Yusuf, 2009) berpendapat 

bahwa “suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal”. Senada dengan 

Plato, Aristoteles memberikan pandangannya, bahwa “suatu negara yang baik adalah 

negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum”. Sebagai suatu 

ketentuan peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau 

bertingkat. Artinya, norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, 
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dan bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai 

pada norma dasar/norma yang tertinggi dalam suatu negara yang disebut dengan 

grundnorm. 

Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan 

bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum 

(rechtsidee), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan 

mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini 

mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat 

(Yusuf, 2009). 

 

Konsep  tentang Negara modern, yaitu dikemukakan oleh Roger H.Soltau (1961) 

dalam (Kaelan 2007:76)  Dia menyatakan bahwa negara adalah alat atau wewenang yang 

mengatur  dan mengenadalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.  Teori nagara 

modern yang lain adalah yang dikemukakan oleh Harold J. Lasky (1947: 8-9) dalam  Kaelan 

(2007: 77). Dia menyatakan bahwa negara adalah  negara adalah masyarakat` yang 

diintegrasikan karena masyarakat itu memiliki wewenang yang  bersifat memaksa.  

Masyarakat itu lebih besar daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari 

masyarakat itu.  Masyarakat dapat dikatakan suatu negara apabila di dalamnya cara-cara 

hidup yang harus ditaati oleh individu maupun kelompok dan besifat memaksa dan 

mengikat, sedangkan Mirriam Budiharjo (1985: 40-41) dalam Kaelan (2007:78) 

mengatakan bahwa Negara adalah sautu dearah territorial yang rakyatnya diperintah 

(governed), oleh sejumlah pejabat dan berhasil menutut dari warga negaranya ketaatan pada 

peraturan perudang-undangan melalui penguasaan monopolis dari kekuasaan yang sah. 

Terdapat ilustrasi yang dapat mendeskripsikan tata urutan perundang-anundangan di 

Indonesia sebagaimana gambar dibawah ini 
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Teori Tata Urutan Perundangan 

(Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 85) 

 

 

Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki 

Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 

 

 

 

Pembukaan 

 UUD 1945  

 

 

 

 

 

 U 

 

 

         Batang Tubuh 
 

Tap MPR Hukum Dasar Tidak 

Tertulis 

 

hjgjg 

Undang-Undang 

 

         Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan 

  Otonomi, dllPeraturan Pelaksanaan dan 

Peraturan 
Otonomi, dll 

Pancasila 
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B. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara 

1. Esensi Pancasila sebagai Dasar Negara 

Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan 

menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila 

sebagai dasar negara merupakan milik bersama akan memudahkan semua stakeholder 

bangsa dalam membangun negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional. 

 

Mahfud M.D. (2009: 16--17) menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar 

negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam 

pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Lebih lanjut, 

Mahfud M.D. menyatakan bahwa dari Pancasila dasar negara itulah lahir 

sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan 

negara lainnya, yaitu sebagai berikut: 

 

a) Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan 

bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. 

b) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun 

demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus. 

c) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut 

liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prismatika antara individualisme 

dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. 

d) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi 

beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh 

melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu 

agama tertentu atas nama apapun, tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang 

hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh 

ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. 

 

Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan 

sumber dari segala sumber hukum negara. Di sisi lain, pada penjelasan pasal 2 tersebut 

dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar 

filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh 

bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.  

 

Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena 

itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perumusan 

Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara 

tidak sah atas Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(Kaelan, 2000: 91-92). 
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Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum 

Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia 

yang dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih 

lanjut ke dalam empat pokok pikiran. 

2) Meliputi suasana kebatinan (Geislichenhintergrund) dari UUD 1945. 

3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun 

tidak tertulis). 

4) Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan 

pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan 

golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 

5) Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para 

pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut 

adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat 

senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan 

dinamika masyarakat (Kaelan, 2000: 198--199) 

 

Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang 

integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi 

dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang 

egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, selaras dengan visi 

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan 

yang menekankan consensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

(Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 88). 

 

2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara 

Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas tetapi 

meyakinkan, sebagai berikut : 

Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat 

pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam 

perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, 

yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan 

imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang 

membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. 

Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. 

Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian 

sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kenyataannya, dalam 

perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya 

(Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 94-95). 

 

Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan 2 (dua) 

pendekatan, yaitu institusional (kelembagaan) dan human resourses (personal/sumber 

daya manusia). Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara 
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yang bersumber pada nilainilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi 

unsur-unsur sebagai negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau 

terpenuhinya kepentingan nasional (national interest), yang bermuara pada terwujudnya 

masyarakat adil dan makmur. Sementara, human resourses terletak pada dua aspek, yaitu 

orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan (aparatur negara) yang 

melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan 

tugas dan tanggung jawabnya sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan 

kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Demikian pula halnya pada tahap 

implementasi yang harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara 

lain transparan, akuntabel, dan fairness sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme); dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis, harus menjadikan 

Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara 

melakukan free fight liberalism, tidak terjadi monopoli dan monopsoni; serta warga negara 

yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik (infrastruktur 

politik). Dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dalam bidang sosial maupun bidang 

politik seyogyanya nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan kaidah penuntun. Dengan 

demikian, Pancasila akan menjadi fatsoen atau etika politik yang mengarahkan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara dalam suasana kehidupan yang harmonis. Kedudukan Pancasila sebagai sumber 

dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di 

Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata “berdasarkan” yang berarti, Pancasila 

merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara 

mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman 

dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan 

pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku 

para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara, harus 

sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilainilai Pancasila. 

 

Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara negara 

maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. 

Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap dan 

berkesinambungan. 

 

 

C. Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara  

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila 

Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang 

cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk 

adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya 

Indonesia, pada 1 Juni 1945 barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang 

diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam 

Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan 

bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila 
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diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara 

Indonesia. 

 

Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks 

proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, 

sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, 

pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. 

 

Setelah dilaksanakan Dekrit Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya 

paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, perdebatan tentang dasar 

negara di Konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila di perkuat, tetapi keadaan 

tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri 

(komunis). Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30S PKI 1965. Peristiwa ini 

menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan 

olehpemerintahan Presiden Soeharto. 

 

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar 

negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan 

Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila (P-4). Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap 

menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung 

melakukan praktik liberalisme-kapitalisme dalam mengelola negara.  

 

Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto 

menyatakan berhenti dari jabatan Presiden. Namun, sampai saat ini nampaknya reformasi 

belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen 

oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap 

fatsoen politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir 

masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain. 

 

Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati 

serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara 

melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk 

mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai 

pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi 

sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 

 

2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila 

Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral 

Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, 

Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental-ideologi bangsa Indonesia 

tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab 
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tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, 

ekonomi, budaya, dan agama. 

 

Tantangan yang muncul, antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang 

bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, 

pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter 

nilai-nilai Pancasila. Hal inipun dapat dilihat dengan jelas, betapa paham-paham tersebut 

telah merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa 

Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong-royong. 

 

Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia 

sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara 

dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat 

termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluasluasnya, di satu pihak, dan di pihak 

lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan 

bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh 

elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang 

dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas 

karena code of conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. 

Selain itu, kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. 

b. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, 

baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Terdapat 

fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan 

kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan 

efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam 

membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. 

 

Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas, hanya merupakan 

sebagian kecil saja karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es, 

yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan. Hal ini 

menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena 

itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan 

bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi 

setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di 

pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara 

bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi 

idaman seluruh lapisan masyarakat. 
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Latihan 

Agar pemahaman Anda bertambah mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Anda 

diminta membuat suatu projek lapangan yang dimaksudkan agar Anda memiliki 

kemampuan mengkritisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, baik yang 

bersifat idealis maupun praktis dalam perspektif sebagai dasar negara. 

 

Anda diharapkan untuk mengikuti langkah-langkah berikut ini: 

1. Bentuklah kelompok dari kelas Anda, setiap kelompok berjumlah sekitar 8 orang. 

Dalam kelompok tersebut, dibagi lagi menjadi 4 kelompok kecil. Setiap kelompok 

mempunyai tugas-tugas sebagai berikut! 

a. Kelompok pertama menyusun latar belakang, 

b. Kelompok kedua mengidentifikasi berbagai alternatif peraturan atau kebijakan 

publik di bidang Pertanahan / tata ruang 

c. Kelompok ketiga memilih alternatif peraturan atau kebijakan publik di bidang 

Pertanahan / tata ruang yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah di suatu 

daerah, 

d. Kelompok keempat menyusun rencana aksi dari alternatif yang sudah dipilih 

bersama. 

 

2. Melakukan penelitian (Desk Study), 

Masing-masing kelompok meneliti tentang masalah eksistensi Pancasila dalam 

kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan di bidang Pertanahan / 

tata ruang. Anda dapat melakukan penelitian di Kementerian ATR/BPN atau 

lembaga-lembaga lain yang mempunyai kewenangan dalam merumuskan dan 

menetapkan peraturan atau kebijakan publik. Kemudian, Anda diminta menganalisis 

apakah nilai-nilai Pancasila itu telah menjiwai peraturan atau kebijakan pemerintah 

tersebut !  

3. Presentasi  

Setelah Anda melakukan penelitian, selanjutnya Anda mempresentasikan hasil 

penelitian kelompok masing-masing di depan kelas bersama dosen Pancasila! 

apakah nilai-nilai Pancasila itu telah menjiwai peraturan atau kebijakan pemerintah 

tersebut!  

 

D. Rangkuman 

 

Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara 

Republik Indonesia harus berlandaskan dan/atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Hal tersebut bermakna, antara lain bahwa, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau 

spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen UUD 

dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. 

Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: 1) agar para pejabat publik dalam 

menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan 2) agar partisipasi aktif seluruh 

warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa 

dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan 
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tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat 

yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. 
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 PANCASILA SEBAGAI                                                 

IDEOLOGI DAN SISTEM ETIKA  

 

 

 

 

   Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bertitik tolak dari asumsi tersebut, 

maka das sollen ideologi Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan 

ilmiah bangsa Indonesia. Para ilmuwan tetap berpeluang untuk mengembangkan 

profesionalitasnya tanpa mengabaikan nilai ideologis yang bersumber dari masyarakat 

Indonesia sendiri. Berdasarkan bahasan bab ketujuh ini, mahasiswa diharapkan memiliki 

kompetensi: bersikap inklusif, toleran dan gotong royong dalam keragaman agama dan 

budaya; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip 

musyawarah dan mufakat; merumuskan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia; 

merumuskan konsep karakter keilmuan berdasar Pancasila; menciptakan model 

pemimpin, warga negara dan ilmuwan yang Pancasilais.  

    

Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasilais juga harus terlibat dan 

berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan 

sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap 

menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk 

itu, diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan 

pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa memiliki keterampilan 

menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan dekadensi moral dalam kehidupan bangsa 

Indonesia. 

 

 

A. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara 

 

1.  Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Ideologi Negara 

Pada Bab.. ini Anda akan diajak menelusuri berbagai konsep tentang ideologi negara. 

Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini 

setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Anda tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu 

proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, 

agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya 

berbagai komponen budaya yang meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, 

sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem 

mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sebagaimana diungkapkan 

Koentjaraningrat dalam buku Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (2004: 2), 

memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Perlu diketahui 

bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang 

MODUL 

III 
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berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga 

negara, lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, 

tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan 

dan diajukan kepada mereka. 

 

Perlu diketahui juga bahwa agama dapat menjadi sumber bagi suatu Ideologi. Di 

saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara 

teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama 

tertentu. Apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya segala bentuk 

peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut berasal dari doktrin agama 

tertentu. Demikian pula halnya, dengan pemimpin negara teokrasi pada umumnya 

adalah pemimpin agama. Dalam rumusan bahasa yang sederhana, dapat diberikan 

rumusan tentang negara teokrasi 

sebagai berikut. NT = HA + PA (Negara Teokrasi = Hukum Agama + Pemimpin Agama). 

Pada zaman dahulu, banyak negara yang bercorak teokrasi, seperti kerajaan-kerajaan 

di Cina, Jepang, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan. Dewasa ini, bentuk negara 

teokrasi masih menyisakan beberapa negara di antaranya ialah negara Vatikan. 

Bagaimana pula halnya dengan ideologi yang bersumber dari pemikiran 

para tokoh? Marxisme termasuk salah satu di antara aliran ideologi (mainstream) 

yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx. Pengaruh ideologi Marxisme 

masih terasa sampai sekarang di beberapa negara, walaupun hanya menyisakan 

segelintir negara, seperti Korea Utara, Kuba, Vietnam. Bahkan Cina pernah berjaya 

menggunakan ideologi Marxis di zaman Mao Ze Dong, meskipun sekarang bergeser 

menjadi semiliberal, demikian pula halnya dengan Rusia. 

 

Dewasa ini, ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas, 

seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Ideologi pasar berkembang dalam 

kehidupan modern sehingga melahirkan sikap konsumtif; sedangkan ideologi agama 

berkembang ke arah radikalisme agama. Bagaimana halnya dengan ideologi 

Pancasila? Apakah Pancasila itu bersumber dari kebudayaan ataukah agama, ataukah 

pemikiran tokoh?  

 

 

2. Konsep Pancasila Sebagai Ideologi Negara  

 Masih ingatkah Anda, apa yang dimaksud dengan ideologi? Mungkin Anda 

pernah membaca atau mendengar pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari 

kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan logos yang 

berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ideide (the science of 

ideas), atau ajaran tentang pengertian dasar (Kaelan, 2013: 60-61). 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan 

konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan 

untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang 

atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang 

merupakan satu program sosial politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 517). 
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Dalam pengertian tersebut, Anda dapat menangkap beberapa komponen penting 

dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan 

politik. 

  Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut 

digunakan Destutt de Tracy pada penghujung abad kedelapanbelas. Tracy menyebut 

ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat 

membawa perubahan institusional bagi masyarakat Perancis. Namun, Napoleon 

mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka, yang tidak 

mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan 

ditemukan dalam kenyataan (Kaelan, 2003: 113). Jorge Larrain menegaskan bahwa 

konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dari 

belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Niccolo 

Machiavelli (1460--1520) merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang 

secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik 

politik para pangeran, dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik, 

meskipun ia tidak menggunakan istilah “ideology” sama sekali. Ada tiga aspek dalam 

konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. 

Machiavelli melihat bahwa orangorang sezamannya lebih dahulu memperoleh 

kebebasan, hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang 

didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Larrain menyitir pendapat 

Machiavelli sebagai berikut. 

“Agama kita lebih memuliakan orang-orang yang rendah hati dan tafakur daripada 

orang-orang yang bekerja. Agamalah yang menetapkan kebaikan tertinggi 

manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan diri dan sikap memandang rendah 

untuk hal-hal keduniawian. Pola hidup ini karenanya tampak membuat dunia itu 

lemah, dan menyerahkan diri sebagai mangsa bagi mereka yang jahat, yang 

menjalankannya dengan sukses dan aman, karena mereka itu sadar bahwa 

orang-orang yang menjadikan surga sebagai tujuan pada umumnya beranggapan 

bertahan itu lebih baik daripada membalas dendam, terhadap perbuatan mereka 

yang tidak adil” (Larrain, 1996: 9). 

 

Selanjutnya, Anda perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang 

mendefinisikan ideologi sebagai berikut : 

a. Sastrapratedja (2001: 43): ”Ideologi adalah seperangkat gagasan/ pemikiran yang 

berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur”. 

b. Soerjanto (1991: 47): “Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat 

kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya”. 

c. Mubyarto (1991: 239): ”Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan 

simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan 

dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau 

bangsa itu”. 

 

Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, 

maka Anda perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut. 
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a. Marxisme-Leninisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif 

evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip; pertama, penentu akhir dari 

perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi; kedua, proses perubahan 

sosial bersifat dialektis. 

b. Liberalisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan 

individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. 

c. Sosialisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif  

kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh 

masyarakat atau yang dikenal dengan kosep welfare state. 

d. Kapitalisme; suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk 

menguasai sistem pereknomian dengan kemampuan modal yang ia miliki 

(Sastrapratedja, 2001: 50 – 69). 

 

3. Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara 

Setelah Anda menelusuri berbagai pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka 

terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk 

tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. 

Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan 

masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. 

Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan 

yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastrapratedja menengarai beberapa 

karakteristik kebudayaan global sebagai berikut: 

a. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh 

timbal balik. 

b. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai 

kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. 

c. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerjasama 

dan bersaing sehingga tidak ada satu pun ideologi yang dominan. 

d. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap 

bersifat plural dan heterogen. 

e. Nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), kebebasan, demokrasi menjadi nilainilai 

yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda 

(Sastrapratedja, 2001: 26--27). 

 

 Berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, maka perlu ditelusuri 

fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi 

Pancasila. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut: 

a. Fase embrio; berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan 

munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional Abad Tengah. 

b. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada 

gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi 

konsep kewarganegaraan. 

c. Fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai 

dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan 
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kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam 

masyarakat internasional. 

d. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 

yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis, seperti 

kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang 

menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 

e. Fase ketidakpastian; berlangsung dari 1960--1990 ditandai dengan munculnya 

gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, 

hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media 

global yang semakin canggih. 

f. Fase kebudayaan global; fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur 

dan Uni Soviet (runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara), berakhirnya 

perang dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi (Sastrapratedja, 2001: 49 – 

50). 

 

4. Warga Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi Negara. 

Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi 

negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia 

dalam kebudayaan global. Pada bagian ini, perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang 

memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut: 

a. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme 

bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong 

royong dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

c. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem 

perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. 

 

Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup 

konsumtif.  

Gaya hidup konsumtif .... 

 

ILUSTRASIKAN DALAM BENTUK GAMBAR GAYA HIDUP KONSUMTIF YANG 

MELANDA MASYARAKAT INDONESIA DEWASA INI! 

 

Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi 

besar dunia juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang 

menyimpang dari norma-norma masyarakat umum.  Tantangan itu meliputi, antara 

lain terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai 

media masa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap 

keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur 

ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, antara lain: 

a. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam 

keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. 
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b. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan 

bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. 

c. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di 

Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga 

mengganggu pertumbuhan perekonomian negara.  

 

Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan 

mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di 

Indonesia. 

b. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara 

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. 

c. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian 

negara Indonesia karena peredaran illegal tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Gambar berikut mencerminkan beberapa dampak negatif 

yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba sehingga menjadi bahan pertimbangan 

bagi mereka yang ingin coba-coba menggunakan narkoba: 

 

5. Penyelenggara Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi 

Negara 

     Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan 

kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga 

aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi 

negara secara konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanakan ideologi 

Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan 

konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila 

sebagai orientasi kehidupan konstitusional: 

a. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, artinya 

adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia, tanpa 

diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pint untuk semua ideologi 

eksklusif yang mau menyeragamkan masyaraka menurut gagasannya sendiri. Oleh 

karena itu, pluralisme adalah nilai dasa Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka 

Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang 

terbuka. 

b. Aktualisasi lima sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan 

bernegara sebagai berikut: 

1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya 

diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan 

beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. 

2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi operasional dalam jaminan 

pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur 

keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. 
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3) Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia 

tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar 

Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar 

kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin 

kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. 

4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang 

wajib disukseskan. 

5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti pengentasan 

kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok 

lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia (Magnis Suseno, 2011: 118--121). 

 

ILUSTRASIKAN GAMBAR TENTANG PERILAKU KORUPSI YANG TERJADI DI 

BEBERAPA LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA! 

 

 

B. Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara 

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Ideologi Negara   (133) 

Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia 

memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.  

 

Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno; 

sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, 

bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno 

memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan 

pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan 

ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. 

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada 

kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR No. II/1978 tentang pemasayarakatan P-4. 

Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua 

organisasi politik (Orpol) dan organisasi masyarakat (Ormas). 

 

Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut 

dengan ditandai beberapa hal, seperti: enggannya para penyelenggara negara 

mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari 

kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara 

tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 

 

2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara  

  Pada bagian ini, akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai 

ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai 

ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. 

Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut: 
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a. Pertarungan ideologis antara negara-negara super power antara Amerika Serikat dan 

Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet 

sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara super power. 

b. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi 

asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. 

c. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan 

teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. 

Dampak konkritnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan. 

 

Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada 

kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. 

b. Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan 

masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi 

menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik (parpol) juga berdampak 

terhadap ideologi negara. 

 

C. Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika   

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Sistem Etika 

Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :  

 

Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi 

yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan empat partai politik, yaitu Partai 

Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Nahdhatul Ulama 

(PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di 

zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila, bahkan ada tudingan dari pihak Orde 

Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena 

pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin, yang cenderung otoriter. 

 

Kedua, pada zaman Orde Baru sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran 

P-4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai 

cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia 

sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat 

monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu 

sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki 

pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia 

lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki tuntutan 

kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. 

Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, sifat kodrat manusia sebagai 

makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang 

(Martodihardjo, 1993: 171). 
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Manusia Indonesia seutuhnya (adalah makhluk mono-pluralis yang terdiri atas susunan 

kodrat: jiwa dan raga; Kedudukan kodrat: makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri; 

sifat kodrat: makhluk sosial dan makhluk individual. Keenam unsur manusia tersebut 

saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia 

Indonesia menjadi pusat persoalan, pokok dan pelaku utama dalam budaya Pancasila. 

(Notonagoro dalam Asdi, 2003: 17-18). 

 

Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam eforia demokrasi. 

Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem 

etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta machiavelisme 

(menghalalkan segala cara untuk mencapi tujuan). Sofian Effendi, Rektor Universitas 

Gadjah Mada dalam sambutan pembukaan Simposium Nasional Pengembangan Pancasila 

sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional (2006: xiv) mengatakan 

sebagai berikut: 

 

“Bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus 

konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia 

tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

         

2.  Argumen tentang Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika 

Apakah Anda mengetahui bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika 

apa saja yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia? Halhal berikut ini dapat 

menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. 

 

Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama  

berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam 

penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak 

sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah 

untuk mufakat. 

 

Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru 

terkait dengan masalah NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi) yang merugikan 

penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena 

nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok 

tertentu. 

 

Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era Reformasi  

Berupa eforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. 

Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan 

kebebasan berdemokrasi. 

 

3. Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika 

Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut: 
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Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan 

sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus 

didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral 

yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan (force) 

untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. 

Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia 

yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, 

yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi 

moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata 

pergaulan antar manusia dan antarmakhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan 

yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. 

Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga 

bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. 

Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan 

melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah 

bangsa. 

Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. 

Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. 

Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan 

dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata (deontologis) atau 

menekankan pada tujuan belaka (teleologis), tetapi lebih menonjolkan keutamaan (virtue 

ethics) yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. 

 

4. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika 

Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika 

meliputi hal-hal sebagai berikut: Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem 

etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu 

sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai 

sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang 

jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, 

Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang 

dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan 

yang berjiwa Pancasilais. Keempat Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter 

untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai 

dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara 

 

 ILUSTRASIKAN GAMBAR TENTANG PENEMPATAN PANCASILA 

SEBAGAI SISTEM ETIKA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI 

INDONESIA! 
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Latihan 

    a. Pancasila sebagai Ideologi 

1. Ideologi merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari 

nilai dasar yang berkembang dalam suatu bangsa. Sehubungan dengan itu, Anda 

dipersilakan untuk mencari informasi tentang nilai-nilai ideal, instrumental, dan 

praksis dan dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Diskusikan 

dengan kelompok Anda dan laporkan secara tertulis. 

2. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang gaya hidup konsumerisme yang 

melanda kehidupan masyarakat kita dewasa ini dan cara-cara penanggulangannya, 

kemudian melaporkannya dalam bentuk tertulis. 

3. Anda dipersilakan untuk menemukan alasan terjadinya terorisme dan radikalisme 

di Indonesia. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan 

laporkan secara tertulis. 

4. Anda dipersilakan untuk menemukan penyebab terjadinya penyalahgunaan 

narkoba di kalangan generasi muda. 

Anda diminta untuk menemukan dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan 

narkoba terhadap bidang ekonomi dan masa depan bangsa.  

Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis 

5. Anda dipersilakan untuk membangun argumen dan menemukan faktor-faktor 

penyebab terjadinya penyimpangan atas Pancasila sebagai sistem etika pada zaman 

Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Kemudian, mendiskusikannya dalam 

kelompok Anda dan melaporkannya secara tertulis. 

 

b. Pancasila sebagai Sistem Etika 

Untuk memahami Pancasila sebagai sistem etika, Anda dipersilakan mencari informasi 

dari berbagai sumber tentang: 

1. Beberapa kasus yang memperlihatkan keterampilan individu atau kelompok 

dalam merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa (misalnya: kepatuhan 

membayar pajak, mencegah korupsi, dan lain-lain) dengan pendekatan Pancasila. 

2. Beberapa contoh individu atau kelompok kerja di lingkungan Kementerian 

ATR/BPN yang melaksanakan proyek yang terkait implementasi Pancasila dalam 

kehidupan nyata. 

 



PPKN 35 
 

 

Rangkuman 

 

Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk 

memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, 

dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada 

hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat 

nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima 

kedudukan Pancasila secara akademis. 

 

Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari silasila Pancasila 

untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di 

Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, 

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk 

perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya pancasia 

sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur 

perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan 

demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara, seperti korupsi (penyalahgunaan 

kekuasaan) dapat diminimalkan. 

 

A. Tes Formatif  III 

1. Jelaskan berbagai konsep dan pengertian dan karakter tentang ideologi besar 

dunia, khususnya tentang ideologi tertutup dan ideologi terbuka. 

2. Pancasila sebagai ideologi, termasuk bersifat tertutup ataukah terbuka, berikan 

argumen Anda. 

3. Berilah contoh berbagai kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan 

yang mengancam eksistensi Pancasila, dan jelaskan apa dampaknya. 

4. Apa alasan terjadinya berbagai kasus timbulnya terorisme yang mengancam 

eksitensi ideologi Pancasila. 

5. Berbagai kasus yang terkait dengan korupsi di Indonesia yang mengancam 

eksistensi ideologi Pancasila. 

6. Berbagai kasus kesadaran pajak warga Negara yang mengancam eksistensi 

ideologi Pancasila. 

7. Berikan solusi atas problem moralitas bangsa (misalnya: kepatuhan membayar 

pajak, mencegah korupsi, dan lain-lain) dengan pendekatan Pancasila. 

8. Berikan contoh kelompok kerja (Tim) di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang 

melaksanakan proyek yang terkait implementasi Pancasila dalam kehidupan 

nyata. 
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Kewarganegaraan Dan Wawasan Nusantara 

 

 

                                  

Negara Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya dari penjajahan pada tanggal 17 

Agustus 1945. Kemerdekaan yang diproklamirkan itu berangkat dari perjalanan sejarah 

peperangan yang panjang, berabad-abad lamanya melawan penjajah dalam suasana 

perpecahan tidak hanya semangat persatuan dan kesatuan menyebabkan lamanya 

penjajah di Bumi Nusantara.Memang sungguh sulit mempersatukan Negara seluas 

Nusantara yang terdiri dari 17,508 pulau, dihuni oleh penduduk berasal dari dua RAS 

besar (Melayu dan Melanesia), lebih dari 350 suku bangsa yang berbicara dalam 583 

dialek bahasa,memeluk 5 Agama besar di dunia. 

Dalam perjalanan sejarah “Nusantara”,selama kurun waktu 2000 tahun tercatat hanya 

3 negara kesatuan yang dapat tegak berdiri di bumi Nusantara ialah Sriwijaya, Majapahit 

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebinekaan Budaya dan kondisi georafis yang 

terdiri atas 17.508 buah pulau,membuat bangsa Indonesia gampang di pecah belah. 

Dengan kata lain,secara pisik-gografis dan sosial budaya Negara Indonesia “Nusantara” 

rawan perpecahan. 

Penjajahan mengakibatkan kebodohan dan penderitaan yang pada awal abad 20 

mendorong tumbuhnya semangat kebangsaan. Kebangkitan Nasional ditandai dengan 

lahirnya gerakan Budi Utomo pada tahu 1908. Peristiwa sumpah pemuda yang diikrarkan 

pada tanggal 28 oktober  1928 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Sumpah 

tersebut merupakan perwujudan  sikap dan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dalam 

adah negara, bangsa dan bahasa Indonesia. “satu tanah air menunjukan satu kesatuan 

geografis,satu bangsa menunjukan satu kesatuan politik., dan satu bahasa menunjukan 

satu kesatuan sosial budaya.  

Tekad ini mewujudkan perjuangan yang akhirnya melahirkan Proklamasi 

Kemerdekaan Banga Indonesia berbagai Ancaman,Tantangan,Hambatan  dan Gangguan 

(ATHG). Dari sejarah perjuangan bangsa kita mengetahui adanya invasi Belanda, dan 

berbagai pembrontakan,penghianatan serta penyelewengan terhadap negara kesatuan 

Republik Indonesia. Sejarah memberikan pelajaran berharga kepada kita sebagai bangsa, 

bahwa ATHG tidak hanya datang dari luar melainkan juga dari dalam tubuh Bangsa 

Indonesia itu sendiri. 

Untuk menghadapi ATHG yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dikerahkan segenap kemampuan, kekuatan, 

serta potensi yang ada pada bangsa Indonesia yang terwujud sebagai 

kesadaran,kemampuan bela negara. Karena itu seluruh warga negara sejak dini perlu 

diberikan kemampuan bela negara. Oleh karena itu, setiap warga negara sejak dini perlu 

diberi kemampuan tersebut melalui pendidikan 

 Pendidikan Bela Negara (PPBN) mempunyi tujuan untuk : 

1. Meningkatkan kecintaan pada tanah air. 

MODUL 

 IV 
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2. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. 

3. Meningkatkan keyakinan akan pancasila sebagai ideologi bangsa. 

4. Meningkatkan kesadaran Bela Negara. 

5. Mengembangkan kemampuan awal bela negara. 

 

Bela negara adalah tekad,sikap,semangat,serta tindakan warga negara dalam upaya 

menjaga, memelihara, serta mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 

Tekad ini tidak hanya terbatas dalam wujud perjuangan mengangkat senjata, melainkan 

mencakup semua wujud gagasan,sikap serta perbuatan pengabdian melalui bidang 

masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.dalam mencapai tujuan 

nasional.. 

PPBN dilaksanakan melalaui dua tahapan yaitu melalui pendidikan di sekolah dasar 

dan menengah misal melalui pendidikan kepramukaan dan melalui pendidikan  Tinggi 

dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan. 

Visi pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi menjadi sumber nilai dan 

pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa 

mengembangkan kepribadian menjadi warga negara Indonesia yang baik. 

Misinya membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai 

nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam 

menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan yang beradab. Sk 

dirjen dikti no 43/ 2006 

Penguasaan kompetensi yang diharapkan bagi mahasiswa setelah mempelajari modul 

kewarganegaraan ini adalah  

1. mempunyai kemampuan berpikir,bersikap rasional dan dinamis,berpandangan luas 

sebagai intelektual. 

2. mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara 

yang dilandasai oleh rasa cinta tanah air. 

3. mempunyai wawasan kebangsaan,kesadaran berbangsa dan bernegara demi 

ketahanan nasional (national resellience) untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara 

(national Survival). 

4. mempunyai pola pikir dan pola sikap yang komprehensif integral dalam memecahkan 

masalah dan implementasi pembangunan nasional pada seluruh aspek kehidupan 

nasional. 

 

Modul ini secara umum akan megajak mahasiswa memahami apa dan mengapa 

pendidikan kewarganegaraan perlu dipelajari oleh setiap generasi bangsa indonesia. 

Setelah mahasiswa mempelajari modul ini diharapkan mampu memahami Pendidikan 

Kewarganegaraan. 
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A.  Negara, Bangsa dan Masyarakat Indonesia 

Istilah negara, bangsa dan masyarakat kerap kali kita dengar dari ucapan pejabat 

pemerintah,secara lansung atau melalui media elektronik maupun media cetak. Namun 

demikian istilah tersebut tidak mudah dipahami dengan baik.Sering terjadi kerancuan 

dalam menafsirkan yang berakibat pada kesalahan penerpan dalam kehidupan kita 

berbangsa,bernegara dan bermasyarakat. 

Beberapa konsep negara atau definisi negara yang pernah diutarakan oleh para pakar 

sebagai berikut : 

 Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna 

memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. 

 Hans Kelsen,negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata 

paksa. 

 Sri Sumantri, negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam 

setiap perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk  melaksanakan 

kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal diwilayah 

kekuasaannya. 

Negara memiliki sifat-sifat khusus sebagai manifestasi dari kedaulatan yang 

dimikinya.Umumnya setiap negara mempunyai sifat memaksa,sifat monopoli dan sifat 

mencakup semua. 

 

1. TEORI ASAL USUL NEGARA 

Banyak teori tentang asal-usul negara diantaranya akan dijelaskan secara singkat 

sebagai berikut : 

a. Teori Ketuhanan 

Teori ini mengangap bahwa terjadinya negara memang sudah kehendak Tuhan Yang 

Maha Esa.Anggapan ini berawal dari diterminisme relegius,yaitu segala sesuatu yang 

terjadi sudah takdir Allah. Misalnya anda dapat membaca pembukaan UUD 1945 ”atas 

berkat rahmat Allah......”. dengan demikian pembukaan UUD 1945 mengisyaratkan 

bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia yang kemudian 

menjadi negara Indonesia dikarenakan adanya kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. 

  

b. Teori Perjanjian atau kontrak sosial. 

Teori ini menganggap negara itu terbentuk berdasrkan perjanjian bersama. Perjanjian 

ini dapat mengantar orang-orang yang bersepakat mendirikan suatu negara ataupun 

perjanjian antar orang-orang yang menjajah dengan dijajah. 

 

c. Teori Patrilineal dan Matrilineal 

Teori ini menganggap bahwa negara timbul dari perkembangan kelompok keluarga 

yang dikuasai oleh garis keturunan Ayah (patrilineal),atau garis Ibu (matrilineal). 

Keluarga tersebut terus berkembang menurut garis keturunan yang ada dan menjadi 

benih-benih negar sampai terbentuk pemerintahan yang terdesentralisasi. 

              

2. NEGARA DAN BANGSA 
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Menurut Max.Weber, Negara merupakan suatu struktur politik yang diatur oleh 

hukum, yang mencakup suatu komunitas/masyarakat, manusia yang hidup alam suatu 

wilayah yang menjadi milik mereka dimana adanya pengadaan dan pemeliharaan tata 

keteraturan (Hukum) bagi kehidupan mereka,serta adnya monopoli penggunaan kekuatan 

pisik. 

 

Ciri-Ciri Negara Modern Antara Lain : 

a. Tata hukum dan administrasi yang diatur oleh peraturan 

perundangan-undangan. 

b. mempunyai pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara sesuai 

dengan perundangan yang berlaku dan tidak sewenang-wenang. 

c. Adanya wewenang yang terkait bagi seluruh warga termasuk pejabat dan 

seluruh tindakan dan perbuatan yang dilakukan di wilayah negara yang 

bersangkutan.Jadi Negara adalah tatanan dari rakyat yang menduduki 

wilayah yang dikuasai dan memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat. 

 

Negara merupakan sebuah bentuk tata sosial kehidupan politik yang paling umum dan 

mendunia. Negara merupakan hasil proses munculnya kelompok penguasan yang 

menguasai wilayah bangsa secara bertahap. 

a. Menundukkan saingan-saingannya. 

b. Menentukan batas-batas wilayah kekuasaanna. 

c. membentuk polisi dan pengadilan untuk menciptkan ketertiban. 

d. Penetrasi administrasi,yaitu membnetuk birokrasi untuk melaksanakan 

undang-undang dan pengumpulan pajak. 

 

Pemerintah tidak sama dengan negara dan tidak mewakili kepentingan negara dalam 

segala bidang.Biasanya suatu pemerintah mendapat kedudukan yang istimewa dalam 

negara melewati proses pemilihan umum yang lazim disebut PEMILU. Dalam negara yang 

kuata pemerintah bisa brubah-ubah tanpa mengancam lembaga negara, dan kehidupan 

bernegara. 

Negara dapat menduduki tempat istimewa dalam masyarakat modern berkat adanya 

apa yang kita sebut sebagai “bangsa” (nation) adalah hasil suatu proses menyatunya 

kelompok masyarakat dalam bidang politik historis,sosiokultural, sosio budaya, dengan 

berinteraksi lewat komunikasi sehingga menjadi kelompok yang lebih besar. Dari 

kelompok regional, tetapi lebih kecil dari kelompok internasional dan mempunyai 

identitas berbeda-beda dengan kelompok atau bangsa lain. 

Konsep bangsa Indonesia dilandasai oleh pemikiran Ernest-Renan, bahwa bangsa 

bukan di artikan sebagai satu asal nenek moyang,tetapi merupakan satu 

kesatuan.”solidaritas” satu sama lain. Dikatakan bahwa bangsa adalah satu jiwa atau satu 

asas spiritual yang tercipta oleh rasa pengorbanan yang telah dibuat dimasa lampau oleh 

mereka yang telah bersedia berkorban demi masa depan generasi penerusnya. 

Bangsa Indonesia menolak negara (state) Hindia Belanda karena negara (state) itu 

didirikan oleh bangsa Belanda bukan oleh Bangsa Indonesia, dan digunakan untuk 
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melaksanakan kehendak Bangsa Belanda. Integration state yang dibangun oleh penguasa 

Belanda sudah sampai pada penetrasi administratif. 

 

3. SYARAT-SYARAT SUATU NEGARA 

Eksistensi suatu negara sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 syarat yaitu; adanya 

pemerintahan yang berdaulat, adanya wilayah, adanya warga negara  dan pengakuan 

dari negara lain. 

 

a. Adanya pemerintah yang berdaulat 

 

Pemerintah tidak sama dengan negara dan tidak mewakili kepentingan negara dalam 

segala bidang. Pemerintah inilah yang memperoleh kewenangan menata dan 

mengelola kehidupan bersama dan berupaya menciptakan kesejahteraan, keamanan 

dan ketertiban bagi warganya. Mereka ini didaulat untuk menjadi penguasa 

(Pemerintah). Pimpinan dari pemerintahan tersebut disebut kepala pemerintahan dan 

di negara yang berbentuk Republik ada kalanya kepala pemerintahan merangkap 

sebagai kepala negara yang berdaulat. Dalam kedaulatan kita mengenal teori 

kedaulatan sebagai berikut: 

i. Teori Kedaulatan Tuhan 

Teori ini menganggap kepala negara anak atau turunan Tuhan, oleh 

karenanya segala titahnya harus ditaati karena suara Tuhan atau tidak 

bisa dibantah. 

ii. Teori Kedaulatan Rakyat 

Teori ini berpendapat kepala negara dipilih oleh rakyat memegang 

kedaulatan tertinggi. 

iii. Teori Kedaulatan Negara 

Teori ini menganggap segalanya demi negara, (negara berdaulat) 

karena negara menurut kodratnya mempunyai kekuasaan mutlak. 

iv. Teori Kedaulatan Hukum 

Kedaulatan yang didasarkan pada hukum, karena yang berdaulat 

adalah hukum, kekuasaan diperoleh melalui hukum dan tunduk pada 

hukum. Berbeda dengan di atas Herodotus membagi kekuasaan 

pemerintaan tersebut (kedaulatan) yang terdiri atas: 

 Monarsi, yaitu penguasaan oleh satu orang. 

 Oligarsi, yaitu penguasaan oleh sekelompok orang 

 Demokrasi, yaitu penguasa oleh rakyat 

 

Pendapat Herodotus di atas oleh Plato (427–347 SM) dianggap 

menguasakan dalam baiknya sedangkan dalam bentuk buruknya yakni: 

 

i.Tirani yaitu penguasaan oleh satu orang secara buruk. 

ii.Aristrokrasi, yaitu penguasaan oleh sekelompok orang secara buruk. 
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iii.Mobokrasi, yaitu penguasaan oleh orang banyak secara buruk. Aristoteles 

(384–322 SM) muridnya Plato sependapat dengan gurunya, namun, 

istilah mobokrasi digantikan dengan okhlorasi. 

 

b. Adanya wilayah 

Dimaksudkan dengan wilayah adalah lokasi atau area tertentu dengan 

segala kandungan potensi wilayah tersebut dan kekuatan-kekuatan yang 

dapat dimanfaatkan mulai dari laut atau perairan, darat sampai udara, baik 

yang bersifat fisik maupun nonfisik. Secara kompleks munculnya tata ruang 

dan segala sumber kekayaan alam di dalamnya yang menjadi ruang hidup 

negara dari bangsa ini sangat penting maka keraplah terjadi konflik antara 

negara menyangkut wilayah tersebut yang berujung pada perang. Anda 

dapat mengkaji bagaimana Indonesia mempertahankan wilayahnya dalam 

perang kemerdekaan. Bangsa Palestina dengan “Bom bunuh diri” untuk 

menuntut hak-hak wilayahnya. Selesai perang dunia kedua wilayah Jerman 

dibagi dua, begitu juga Korea, Uni Soviet yang bercerai berai, Yugoslavia 

yang berkeping-keping karena konflik etnis dan agama, sampai kepada 

Kuwait yang dalam sekejab hilang dilindas Irak pada  tahun 1991 dan 

sekarang Irak sendiri yang digempurAS, Inggris dkk. Bahasan-bahasan 

tentang wilayah ini dapat anda bicarakan dalam wawasan Nusantara 

(wilayah geopolitik dan geostrategi) 

 

 

c. Adanya Warga Negara 

Pengertian warga negara adakalanya dicampuradukkan dengan penduduk, 

masyarakat, dan rakyat sehingga menimbulkan kerancuan. Dalam 

penempatannya warga negara dikaitkan dengan kehidupan bernegara yang 

mempunyai peraturan perundangan tentang pengakuan terhadap 

kewargaan seseorang. 

Dalam pengertian umum, individu-individu yang diakui menjadi warga 

negara berdasarkan undang-undang disebut juga sebagai rakyat (kawulo) 

individu sebagai warga negara tidak hanya terikat dengan aturan 

bernegara tetapi juga bermasyarakat. Keseluruhan kompleksitas hubungan 

manusia (individu) yang luas terpola dan khas, kita namakan masyarakat. 

Jadi masyarakat lebih banyak berkaitan dengan ikatan sosiologis yang 

mendiami suatu daerah, sedangkan penduduk adalah mereka yang menjadi 

penghuni atau mendiami suatu negara yang perlu didata atau sensus 

penduduk ini terdiri atas warga negara dan bukan warga negara. Warga 

negara dapat tinggal di dalam negeri dan di luar negeri. Menurut hukum 

internasional tiap-tiap negara berhak untuk menetapkan sendiri siapa yang 

diakui sebagai warga negaranya, dan ketetapan tersebut biasanya diatur 

dalam undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. 

Ada dua asas biasanya dipakai dalam penentuan kewarganegaraan. Yaitu 

asas “Ius Soli” dan asas “Ius Sanguinis” 
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Asas ius Soli menentukan warga negaranya berdasarkan tempat 

tinggal/kelahiran di suatu negara, adalah warga negara tersebut. Sebagai 

contoh jika Anda punya anak lahir di Amerika Serikat menganut asas ius 

Soli ini secara otomatis anak tersebut mempunyai kewarganegaraan 

Amerika Serikat (dilihat dari sisi Amerika Serikat). 

Asas ius Sanguinis, menentukan warga negaranya berdasarkan keturunan 

(Pertalian darah), dalam arti siapa pun anak kandung (yang sedarah 

keturunan) akan mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Sebagai contoh 

Anda sebagai anak atau warga negara Indonesia yang menganut asas “Ius 

Sanguinis” mempunayi anak laki-laki di Malaysia yang menganut asas yang 

sama, maka otomatis anak Anda tersebut mengikuti kewarganegaraan 

Anda sebagai WNI, tanpa masalah. 

Dengan kedua asas di atas dapat menimbulkan implikasi sebagai berikut: 

i. mereka yang mempunyai kewarganegaraan ganda atau bepatride, 

karena negara asal orang tua yang bersangkutan menganut asas ius 

Sanguinis sedangkan yang bersangkutan melahirkan anak, tinggal 

di negara yang menganut asas ius Soli. 

ii. mereka yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan 

(apatride), karena yang bersangkutan dilahirkan di negara yang 

menganut asas ius Sanguinis sedangkan negara asal orang tua yang 

bersangkutan menganut asas ius Soli. 

iii. Di negara Indonesia untuk menentukan apakah termasuk WNA atau 

WNI kita merujuk pada pasal 26 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang  bangsa 

Indonesia asli dan orang-orang bangsa yang ditentukan atau 

disahkan dengan undang-undang. Sebagai warga negara (ayat 

1) Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan 

dengan undang-undang (ayat 2). Berdasarkan pasal 26 ayat 2 

undang-undang dasar 1945 maka dibuatlah undang-undang 

No 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia. Yang 

sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No.12 tahun 

2006 tentang Kewarganegaraan Anda perlu mencari dan 

mengkaji undang-undang tersebut. 

Naturalisasi (Pewarganegaraan). Walaupun dalam 

menentukan pilihan dalam kewarganegaraan tidak dapat 

memenuhi prinsip “Ius Sanguinis” atau “Ius Soli” orang dapat 

memperoleh kewarganegaraan dengan “Pewarganegaraan” 

atau “Naturalisasi”. Dalam kewarganegaraan ini ada yang aktif 

dan ada yang pasif. Dalam mengajukan kehendak untuk 

menjadi warga negara, sedangkan dalam kewarganegaraan 

pasif, seseorang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu 

negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan “hak 
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Repudiasi” yaitu hak untuk menolak kewarganegaraan 

tersebut. 

d. Adanya Pengakuan 

Pengakuan eksistensi suatu pemerintahan negara oleh negara tetangga 

atau negara lain sangat penting, dan merupakan kerelaan negara tersebut 

untuk mengakui suatu negara merdeka pemerintahan yang sah dan 

berdaulat. 

Coba Anda ingat kembali, bagaimana agresi militer Belanda I tahun 1947 

dan agresi militer Belanda II tahun 1948 terjadi, padahal kita sudah 

memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Bagaimana negara Kuwait dalam sekejap hilang dilindas Irak karena 

Kuwait dianggap bagian dari provinsi Irak. Mungkin juga Anda dapat 

memberikan contoh seperti Palestina dan lainnya. Kendati pun Belanda 

melakukan agresi militer I dan II, tetapi di sisi lain negara India dan 

Australia dan beberapa negara lainnya mengakui kedaulatan negara 

Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945 mulai dari Sabang sampai 

Merauke. Selain di atas kita baru melihat pengakuan dari luar pengakuan 

terhadap suatu pemerintahan negara dari dalam juga penting. Kalau tidak 

ada pengakuan tersebut maka akan menimbulkan konflik internal yang 

mengarah kepada pemberontakan kudeta atau revolusi. Saya berharap 

Anda sudah dapat memahami konsep negara, berbangsa dan 

bermasyarakat. Dalam praktek kehidupan bernegara, berbangsa dan 

bermasyarakat esensinya adanya kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola 

tindak kita sebagai warga negara, warga bangsa (warga masyarakat 

bangsa). Hal ini sudah diatur dalam falsafah/ideologi Pancasila, 

Undang-Undang Dasar 1945, UU dan produk hukum lainnya. 

Rasa kebangsaan menumbuhkan paham kebangsaan atau nasionalisme 

yaitu cita-cita atau pemikiran-pemikiran bangsa dengan karakteristik yang 

berbeda dengan bangsa lain (jati diri). Esensi paham kebangsaan Indonesia 

ialah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup, falsafah hidup bangsa, 

kemudian menjadi dasar negara dan sekaligus ideologi negara. Rasa 

kebangsaan dan paham kebangsaan melahirkan semangat kebangsaan 

yaitu semangat untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan semangat 

untuk menjujung tinggi martabat bangsa. 

Semangat kebangsaan sering kali disebut sebagai sebagai “Patriotisme”. 

Semangat kebangsaan suatu bangsa tergantung pada kondisi, situasi dan 

tantangan yang dihadapi oleh bangsa itu pada kurun waktu tertentu. Pada 

era menjelang kemerdekaan semangat kebangsaan bangsa Indonesia 

terfokus pada semangat anti kolonial. Sekarang kondisi dan situasi telah 

berubah. Tantangan baru dalam mengisi kemerdekaan jauh berbeda 

dengan tantangan pada waktu merebut kemerdekaan.  

Oleh karena itu semangat  baru harus mengalir dalam denyut nadi 

seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan tantangan yang dihadapi di masa 

kini. 



PPKN 44 
 

Bangsa Indonesia sekarang ini sebagian besar terjadi dari generasi muda 

yang tidak mengalami masa “perang kemerdekaan”. Rasa kebangsaan 

generasi muda bisa berbeda disebabkan mereka tidak mengalami 

kekejaman kolonialisme masa lalu. Rasa kebangsaan mereka tumbuh dari 

faktor pendukung lainnya yang dialami secara langsung dalam berbagai 

bidang kehidupan. 

Tantangan yang kita hadapi dewasa ini adalah mensejajarkan diri dengan 

bangsa-bangsa yang telah maju. Namun paham kebangsaan Indonesia 

sebagai jati diri bangsa harus dibela secara gigih, dipertahankan, 

diperjuangkan dan direalisasikan secara murni dan konsekuen oleh setiap 

generasi bangsa dari waktu ke waktu. 

 

4. MASYARAKAT DAN WARGA NEGARA 

Dalam pengertian umum rakyat adalah individu-individu yang menjadi 

“anggota-anggota warga negara”. Individu-individu ini tidak hanya terkait dengan aturan 

bernegara saja, tetapi terikat pula oleh aturan-aturan yang mengatur sistem interaksi, 

interelasi dan interpendensi dalam kelompoknya. Keseluruhan kompleks hubungan 

manusia (individu) yang luas dan terpola itu kita namakan masyarakat. Dengan 

demikian kita mengenal masyarakat, yang anggota-anggotanya berasal dari satu suku 

dinamakan masyarakat suku (Batak, Padang, Jawa, Sunda, Bali, Sasak dan lain-lain), 

adapula masyarakat yang anggota-anggotanya para ilmuwan kita namakan masyarakat 

ilmiah, ada masyarakat yang anggota warga kota dinamakan masyarakat kota, ada pula 

masyarakat yang anggotanya para warga negara, dinamakan masyarakat warga (Civil 

Society) atau masyarakat “Madani” (masyarakat yang menjunjung toleransi tinggi toleransi 

demokrasi dan nilai-nilai peradaban). Oleh sebab itu dapat disimpulkan status latar 

belakang anggota masyarakat tersebut adalah identitas pada warganegaraan, bukan pada 

kesukuan agama, golongan, ataupun pendirian politik. Jangan Anda terjemahkan Civil 

Society itu menjadi masyarakat sipil yang akan membawa Anda kepada dikhootomi 

sipil-miilter. Falsafah bangsa kita Pancasila tidak menganut paham itu, tetapi menganut 

paham kebersamaan terlepas dari status dan peran warga bangsa tersebut. Pengertian 

Civil Society untuk pertama kali berkaitan dengan kata “Civic” “Citizen” yang artinya warga 

negara. Beberapa dasawarsa yang lalu, ada pelajaran Civic di sekolah-sekolah menengah 

dan pelajaran ini berkaitan dengan menjadi warga negara. kehidupan sosial yang 

terorganisasi yang bercirikan antara lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self 

generating),  dan keswadayaan (self supporting) yaitu kemandirian yang tinggi 

berhadapan dengan negara (penyeimbang). Sebagai ruang politik, civil society merupakan 

wilayah yang menjamin berlangsungnya tindakan mandiri tidak terikat oleh kehidupan 

material di luar kelembagaan politik resmi. Civil Society menjamin pentingnya suatu ruang 

publik yang bebas tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas dilakukan warga 

masyarakat, lepas dari campur tangan negara. Diakui bahwa konsep civil society ini adalah 

konsep barat yang mengalami perubahan dari kehidupan feodal menjadi masyarakat 

industri kapitalis.  

Civil Society adalah wilayah atau ruang publik yang bebas (the free public sphere). Dimana 

individu warga negara melakukan kegiatan secara merdeka meyatakan pendapat 
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berserikat dan berkumpul dan kepentingan umum yang lebih luas. Dengan kata lainnya, 

civil society dapat kita pahami sebagai sebuah tatanan kehidupan yang menginginkan 

kesejahteraan hubungan antar warga negara dan negara atas dasar prinsip saling 

menghormati hubungan warga negara dengan negara bersifat konsultatif (tidak 

komprontatif), warga negara mempunyai hak kewajiban dan negara memperlakukan 

warga negara secara adil, hak dan kebebasan yang sama “equal right”. 

Institusionalisasi dari civil society ini ditandai dengan adanya lembaga-lembaga 

volunter, media masa, sekolah, partai politik, sampai kepada lembaga yang dibentuk oleh 

negara yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Karakteristik civil society adalah: 

a. Adanya free public sphere, ruang publik yang bebas di mana masyarakat dapat 

mengaktualisasikan kehidupannya tanpa rasa takut dari campur tangan negara. 

b. Demokrasi merupakan entitas menjadi penegak civil society. 

c. Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam civil society untuk 

memperoleh sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan 

oleh orang lain dari berbagai latar belakang kehidupan (masyarakat majemuk). 

d. Pluralisme, berarti menerima kemajemukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi 

juga harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan sebagai 

rahmat dari Tuhan. 

e. Keadilan Sosial 

Dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang 

proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup 

segala aspek kehidupan. Oleh karenanya tidak ada monopoli, penguasaan atau 

pemusatan aspek kehidupan  pada sekelompok masyarakat. Secara esensial 

masyarakat memiliki hak yang sama dan memperoleh kebijakan-kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Pilar-pilar penegak civil society adalah 

institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi 

mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah (penguasa) yang diberi mandat dan 

maupun memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut 

adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikenal sebagai NGO, pers, supremasi 

hukum, perguruan tinggi dan partai politik. 

 

5. KEWAJIBAN DAN HAK WARGA NEGARA 

Kewajiban dan hak kerap kali dipertentangkan mana yang lebih dahulu, apakah 

kewajiban atau hak dan sebaliknya. Dalam komitmen kita sebagai bangsa maka sudah jelas 

kita mempunyai kewajiban-kewajiban. Kewajiban yang kita terima sebagai warga 

bangsa/negara diimbangi dengan hak-hak yang diberikan oleh bangsa dan negara. Jadi di 

sini kita melihat kewajiban yang mengakibatkan adanya hak. 

Dalam kehidupan sehari-hari istilah hak dan kewajiban sudah menjadi salah kaprah, 

kesalahan ini hendaknya Anda dapat perbaiki. 

Masalah hak dan kewajiban warga negara telah diatur walaupun secara umum di dalam 

UUD 1945 (konstitusi). Kewajiban dan hak ini ada yang berdiri sendiri, seperti kewajiban 

membayar pajak; (pasal 23) atau hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan, pasal 27 ayat 2, kemerdekaan berkumpul dan berserikat, mengeluarkan 

pikiran secara lisan atau tulisan (pasal 28), kemerdekaan beragama (pasal 29) dan 
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mendapat pengajaran pasal 31. di antara substansi kewajiban dan hak tersebut ada yang 

mencakup keduanya seperti 

a) Kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dan hak untuk 

bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 UUD 

1945). 

b) Kewajiban dan hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara (pasal 30 

UUD 1945) 

 

Jika diperbandingkan pasal-pasal yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam UUD 

1945 maka lebih banyak pasal-pasal yang menyangkut dengan hak daripada kewajiban: 

kendatipun pasal tentang kewajiban ini sedikit namun cakupannya cukup luas. Pembelaan 

negara ini dirumuskan secara khas dalam satu kelompok kewajiban dan hak. Hal ini karena 

eksistensi (Ketahanan dan kelangsungan hidup) Negara dan bangsa Indonesia tidak 

tergantung pada salah satu kelompok warga negara/bangsa tetapi merupakan tanggung 

jawab seluruh warga bangsa dan negara Indonesia. Pemikiran ini pula akan menjiwai 

sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, serta upaya-upaya dalam pembekalan 

kepada setiap warga negara generasi penerus secara berjenjang dan berkelanjutan melalui 

pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara (PKBN), pendidikan pendahuluan bela 

negara (PPBN) yang dipaketkan dalam mata kuliah (pendidikan kewarganegaraan). 

Pembelaan negara atau singkatnya Bela Negara dimaksudkan tidak hanya Anda 

memanggul senjata mempertahankan negara Indonesia dari niat atau kehendak agresor 

asing, atau mengusir penjajah dari bumi Nusantara, tetapi mencakup membela 

kepentingan bangsa dan negara di berbagai bidang kehidupan (geografi, sumber kekayaan 

alam, demografi ideologi, politik ekonomi, sosial budaya dan Hankam) dalam upaya 

mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945. Intinya berisikan tekad, 

sikap, semangat serta tindakan warga negara dalam upaya menjaga, memelihara, serta 

mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 

 

6. KERANGKA DASAR KEHIDUPAN NASIONAL 

Di atas telah Anda pelajari negara, bangsa, masyarakat, pemerintah dan birokrasi serta 

hubungannya satu sama lain. Agar negara, bangsa dan amsy itu kuat dan tetap utuh dalam 

suatu tatanan, maka harus ada kerangka dasar yang berfungsi menjadi dasar, pedoman, 

memberikan arah serta mengikat unsur-unsur bangsa menjadi kuat dalam kehidupan 

bernegara berbangsa dan bermasyarakat. 

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan 

Pancasila. Pancasila diangkat dari kasanah budaya bangsa Indonesia yang telah 

berkembang berabad-abad lamanya. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, pandangan 

hidup, kemudian menjadi dasar negara sekaligus sebagai ideologi bangsa dan negara. 

Falsafah adalah renungan pemikiran untuk mencari hikmah kebenaran, kearifan dan 

kebijaksanaan dalam hidup. Apabila renungan pemikiran ini sudah sampai pada 

pandangan dan pendirian tertentu yang berangkat dari keyakinan yang berkembang dalam 

masyarakat tentang hakikat nilai kehidupan, sistem nilai, sikap kepribadian dan tradisi kita 

namakan pandangan hidup. Pandangan hidup ini disimpulkan dan disusun secara 

sistematis berisikan nilai yang diyakini kebenarannya dinamakan ideologi atau paham. 
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Ideologi atau pahan berisi seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya dijadikan dasar 

menata masyarakat dalam negara. Ideologi atau paham tersebut dimantapkan dan 

dikoorporasikan dalam “sistem kehidupan” bernegara dinamakan dasar negara.  

Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Hanya Pancasila yang mampu memayungi, 

mengayomi bangsa yang majemuk yaitu bangsa yang terbentuk dari 2 ras besar di dunia 

(Melayu dan Melanesia), lebih dari 350 suku bangsa dan berbahasa dengan 583 dialek, 

memeluk 5 Agama besar di dunia dan mendiami 17.508 buah pulau di Nusantara. Dunia 

Internasional seakan-akan tercengang menyaksikan suatu bangsa dengan dengan 

penduduk ± 200 juta jiwa dan majemuk dapat bersatu menjadi satu bangsa yaitu bangsa 

Indonesia. Kalau kehidupan manusia itu tercermin dari budayanya, maka hanya ideologi 

Pancasila yang mampu melintasi dan mempersatukan keragaman budaya tersebut 

(ideologi lintas cultural) yang diikat oleh semboyan Bhineka Tunggal Ika. 

Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam UUD 1945. Pancasila menghendaki 

persatuan Indonesia (sila 3), negara yang dicita-citakan adalah negara kesatuan tercantum 

pada pasal 1 batang tubuh UUD 1945 (bentuk negara). Oleh karenanya Pancasila dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa kita pisahkan, bukan hanya karena secara 

substansial sila persatuan Indonesia terkait dengan bentuk negara, tetapi UUD 1945 

adalah merupakan hukum dasar dalam penataan kehidupan kita bernegara yang 

merupakan penjabaran nilai dari Pancasila sebagai dasar negara (Lihat pokok pikiran UUD 

1945 dan penjabarannya dalam batang tubuh UUD 1945). 

Sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan amanat dalam UUD dalam kerangka 

mencapai tujuan nasional diperlukan doktrin dasar. Dalam konsep ini doktrin diartikan 

sebagai himpunan asas atau teori yang diterima sebagai kebenaran dan digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan 

Pancasila, UUD 1945, maka doktrin dasar yang kita pakai sebagai pedoman dalam 

melaksanakan upaya untuk mencapai tujuan nasional adalah Wawasan Nusantara atau 

Wasantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan 

lingkungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. cara pandang wasantara ini menuntut 

kita untuk melihat Indonesia merupakan suatu kesatuan dalam seluruh aspek kehidupan 

bangsa baik itu aspek pisik atau alamiah maupun aspek sosial. Itulah dunia negara 

Indonesia “Nusantara” yang dicita-citakan (Dunia ideal).  

Oleh karenanya pula Wasantara disebut sebagai doktrin dasar dalam upaya mencapai 

tujuan nasional. Untuk mewujudkan dunia ideal Wasantara tersebut maka diperlukan 

doktrin pelaksanaan yaitu Ketahanan Nasional (Tannas). 

Ketahanan Nasional diangkat dari kandungan dasar negara yang secara implisit 

memiliki tiga dimensi kehidupan dalam ruang hidup Nusantara. Ketiga dimensi kehidupan 

tersebut adalah: 

a. Dimensi kebangkitan nasional (National Revival) yang mengandung daya cipta 

masyarakat dan dorongan untuk membangun suatu bangsa. 

b. Dmensi ketahanan nasional (National Resillence) yang mengandung kemampuan 

menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, dan dimana ideologi 

negara juga harus mampu memberikan harapan. 

c. Dimensi kelangsungan hidup nasional (National Survival) selain membangun 

kemampuan untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan juga 
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dapat mendorong meningkatkan daya kreasi ke arah integrasi, emantisifasi, daya 

cipta, daya saing dan lain-lain, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan keamanan dan mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa yang telah maju 

serta tetap dalam kesatuan Nusantara. 

Jadi antara falsafah, pandangan hidup, ideologi/paham, Dasar Negara, UUD 1945, 

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional ada hubungan keterkaitan yang bersifat 

hierarkis. 

 

B.  Wawasan Nusantara 

Pada bagian ini saudara akan mengkaji bagaimana cara pandang bangsa Indonesia 

dalam melihat diri dan lingkungannya berdasarkan falsafah, ideologi Pancasila dan UUD 

1945. Cara pandang itu secara formal disebut sebagai “Wawasan Nusantara” atau disingkat 

“Wasantara”. 

Pengenalan diri dan lingkungan sebagai bangsa dan warga negara sangat penting, 

karena sungguh sulit bagi kita untuk mencintai sesuatu yang tidak kita kenal. Kesadaran 

berbangsa dan bernegara akan sulit tumbuh dan berkembang apabila kita tidak 

mengetahui karakteristik (ciri khas) bangsa kita baik secara alamiah maupun sosial. Di 

samping itu kesadaran berbangsa dan bernegara juga akan tumbuh apabila kita menaati 

aturan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. 

Pada Modul I saudara juga telah mempelajari kebhinekaan bangsa Indonesia yaitu bahwa 

Indonesia mayoritas penduduknya berasal dari dua Ras besar di dunia (Melayu dan 

Melanesia), lebih dari 350 suku bangsa yang berbicara dengan tidak kurang dari 583 

dialek, terikat oleh adat istiadat serta kebiasaan yang beraneka ragam, menganut 5 agama 

besar di dunia dan lain-lain. Bangsa Indonesia yang majemuk ini mendiami kepulauan 

Nusantara yang tersebar di 17.508 buah pulau besar dan kecil, berada di antara dua buah 

lautan dan 2 buah benua. 

Sulit dibayangkan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk nomor empat di dunia 

yang bersifat majemuk dapat bersatu menjadi satu bangsa. Sukar dipercaya negara luas 

yang terdiri atas 17.508 buah pulau dapat utuhbersatu. Kondisi negara dan bangsa yang 

secara alamiah berupa kepulauan yang besar dan secara sosial budaya bersifat majemuk 

ternyata dapat bersatu padu. Hal ini merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus 

kita syukuri. Namun di sisi lain hendaknya dapat kita waspadai bahwa kondisi yang 

demikian itu “rawan peerpecahan”. Oleh karena itu, untuk kelangsungan hidup bangsa dan 

negara, dari satu generasi ke generasi berikutnya perlu ditanamkan pola pikir, pola sikap 

dan tindakan yang sama dalam melihat diri bangsa dan negara Indonesia melalui kajian 

Wasantara. 

Dalam modul Wasantara ini, saudara akan mempelajari latar belakang Wasantara, 

hakikat Wasantara, dan Wasantara sebagai landasan Ketahanan Nasional. 

Dengan mempelajari modul ini, saudara diharapkan mampu memahami Wawasan 

Nusantara sebagai wawasan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan dan cita-cita 

nasional. 

Wawasan Nusantara disingkat Wasantara merupakan cara pandang, cara melihat, cara 

meninjau bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Cara pandang ini bukanlah 

suatu yang tiba-tiba atau sebagai warisan sejarah. Wasantara lahir berangkat dari 
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pengalaman pahit sejarah “perpecahan” bangsa Indonesia yang hidup di kepulauan 

Nusantara, sehingga dengan mudah dijajah selama berabad-abad. 

Kondisi sosial budaya yang majemuk, konstelasi geografi yang berupa kepulauan yang 

luas dan besar, dan tata hukum internasional, memberikan peluang dan memudahkan 

perpecahan dan penguasaan oleh penjajah. 

Pada kegiatan belajar ini Anda diajak untuk mengkaji latar belakang sejarah lahirnya 

dasar pemikiran “Wasantara” sebagai cara pandang bangsa Indonesia. 

 

  1. Sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia 

 

Dalam sejarah Indonesia, di bumi Nusantara telah tumbuh dan berkembang 

kerajaan-kerajaan, dari kerajaan Kutai Kalimantan Timur pada abad ke-4SM sampai 

kerajaan Mataram pada abad ke-18 M. Kerajaan-kerajaan yang ada selama kurun waktu 

tersebut berdaulat sendiri bagaikan sebuah negara. 

Pada abad ke-14 penjajah mulai masuk menguasai perdagangan di Nusantara, dan 

berujung pada penguasaan wilayah (teritorial) atau sebagai penjajah. Kehadiran Belanda 

dan Inggris, Portugis dan Jepang membuat sejarah kelam bangsa Indonesia di alam 

penjajahan. Perjuangan mengusir penjajah tidak pernah berhasil karena tidak adanya 

“persatuan dan kesatuan” di antara kerajaan yang ada di Nusantara. Perjuangan mengusir 

penjajah itu dilakukan sendiri-sendiri. Kemajemukan suku bangsa yang ada dan lokasi atau 

kedudukan kerajaan yang “terpisah” oleh laut atau selat mempermudah untuk dipecah 

belah atau di adu domba. 

Baru pada tahun 1908, tepatnya tanggal 20 Mei 1908 dengan berdirinya Budi Utomo, 

gagasan mempersatukan Indonesia dimunculkan, melalui bidang pendidikan dan 

pengajaran. Semangat mempersatukan Indonesia dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran itu berkembang ke bidang-bidang lainnya. Tonggak sejarah bangsa Indonesia 

“SUMPAH PEMUDA” yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 mencatat hal itu. 

Bertanah air satu tanah air Indonesia, menggambarkan satu kesatuan geografi. Tanah dan 

air tidak dipisahkan melainkan satu kesatuan, konsep laut atau selat yang memisahkan 

pulau-pulau dengan sendirinya diganti dengan perairan yang “menghubungkan” 

pulau-pulau yang ada menjadi satu kesatuan. Di sini perairan merupakan bagian yang 

integral dari ribuan pulau yang ada di Nusantara. Tanah air Indonesia merupakan tempat 

dilahirkan, tempat menyambung kehidupan dan tempat mengakhiri kehidupan. 

“Berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia”, menggambarkan satu keastuan politik. Jadi 

secara politik, ras dan etnis yang ada dalam wilayah Nusantara menyatakan diri sebagai 

satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. 

“Berbahasa satu, yaitu bangsa Indonesia ”, menggambarkan satu kesatuan sosial 

budaya. Jadi konsep bangsa (politik) dan konsep bahasa (sosial budaya) yang hidup di 

wilayah Nusantara (geografi) melebur diri menjadi satu kesatuan yang utuh dan diikat 

oleh untaian kalimat “Bhineka Tunggal Ika”. 

Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 tersebut juga untuk pertama kali 

dinyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, 

Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia 

bersatu………” dan seterusnya. 
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Potongan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” memberikan gambaran pengakuan 

terhadap satu kesatuan geografi, satu bangsa dan ajakan untuk bersatu. Ini berarti di 

kepulauan Nusantara budaya politik persatuan dan kesatuan yang diinginkan dan 

dikembangkan dalam setiap aspek kehidupan bangsa. 

Kemerdekaan dan kecintaan pada tanah air juga didengungkan dalam lagu Indonesia 

Raya pada saat itu dan kita warisi sampai sekarang. Ini berarti negara dan bangsa yang 

dicita-citakan dan dicintai adalah negara bangsa Indonesiayang merdeka bebas dari 

penjajahan. Hal inilah juga turut memberikan inspirasi pada pendiri republik ini untuk 

meletakkan semangat ”persatuan dan kesatuan” baik di dalam pandangan hidup bangsa, 

dasar negara maupun dalam konstitusi negara Indonesia (lihat sila ke-3 Pancasila dan 

bentuk negara pasal 1 UUD 1945). 

 

 2.Geografi. Geopolitik Dan Geostrategi Bangsa Indonesia  

 

Kondisi geografis dan kedudukan geografis dalam kaitannya dengan percaturan 

dunia serta kebijakan-kebijakan dalam pemanfaatan kondisi dan kedudukan geografi turut 

menentukan dalam pembentukan Wawasan Nasional.  

Kondisi geografi berupa kepulauan yang luas dan panjang dengan penduduk yang 

majemuk memang sulit dipersatukan. Dalam kurun waktu 2000 tahun, hanya tiga negara 

kesatuan yang dapat tegak berdiri di bumi Nusantara yaitu Kedatuan Sriwijaya, 

Keprabonan Majapahit dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sumber kekayaan alam yang berlimpah baik nabati, hewani maupun mineral cukup 

banyak menarik penjajah untuk menguasai wilayah Nusantara. Konflik kepentingan 

penjajah Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang dalam pengusaan sumber-sumber 

alam sering terjadi di kepulauan Nusantara. Tudak jarang konflik kepentingan tersebut 

berujung pada “perang” di antara mereka. 

Lokasi yang cukup strategis, berada di tengah-tengah dunia, diantara dua lautan dan 

dua samudera (posisi silang) menjadi urat nadi lalu lintas perhubungan dunia. Kedudukan 

geografi yang strategis ini di satu sisi dapat menguntungkan apabila kita kelola dengan 

baik, namun di sisi lain dapat menjadi “bumerang” apabila kita tidak dapat mengelola, 

menguasai dan mengendalikan secara nyata seluruh kekuatanyang melintas di seluruh 

wilayah Nusantara. Karena bukan tidak mungkin dalam lalu lintas perhubungan dunia 

tersebut ada unsur-unsur yang dapat mengancam integritas nasional. 

Oleh karena itu, pemikiran tentang “kesatuan wilayah Nusantara” atau yang disebut 

“tanah-air” yang dapat dikuasai, dikelola, dimanfaatkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh 

bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan. 

 

  3.Geopolitik dan Geostrategi Indonesia 

Kebijakan dan pelaksanaan dalam memanfaatkan keuntungan letak geografi yang 

strategis sebagaimana disebutkan di atas berkaitan dengan geopolitik dan geostrategi 

bangsa Indonesia. Untuk itu dalam bahasan berikut ini Anda akan mengkaji apa dan 

bagaimana geopoliti dan geostrategi bangsa Indonesia. 
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a. Geopolitik 

Geopolitik berasal dari kata geo yang berarti buni dan politik. Kosakata geopolitik ini 

mengandung pengertian kebijakan politik yang mengaitkan pengaruh letak geografi bumi 

yang menjadi wilayah (ruang hidup) manusia yang tinggal di atas permukaan bumi. 

 

Inti politik ialah kekuatan, karena penggunaan kekuatan itu sangat penting, dan perlu 

ada pengertian serta pembatasan arti kekuatan dan penggunaannya, sesuai dengan 

nilai-nilai moral. Kita mengenal dua macam kekuatan, yaitu kekuatan fisik, dan kekuatan 

mental spiritual. Dalam prakteknya, penggunaan kekuatan fisik, terutama oleh 

negara-negara besar, sering cenderung ke arah politik adu kekuasaan dan adu kekuatan. 

Penggunaan kekuatan spiritual (agama/ideologi) dalam kehidupan sering cenderung ke 

arah politik persuasi melalui diplomasi dan musyawarah. 

Geopolitik Indonesia dikembangkan sesuai dengan Pancasila, sehingga tidak 

mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan. Geopolitik dan geostrategi 

bagi bangsa Indonesia hanya merupakan pembenaran dari kepentingan dan cita-cita 

nasional. Agar berhasil guna, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan-kemampuan 

statik maupun dinamik di bidang kesejahteraan dan keamanan. 

 

b. Geostrategi Indonesia  

Pada bagian di atas saudara telah pelajari bahwa geostrategi adalah kebijaksanaan 

pelaksanaan dari geopolitik yang mencakup: 1). Menentukan tujuan; 2). Menentukan 

sarana; 3). Menerapkan cara penggunaan sarana untuk mencapai tujuan. 

Keadaan dan letak negara pada posisi silang memberikan pengaruh terhadap segenap 

kehidupan bangsa. Pengaruh-pengaruh tersebut pada satu pihak memang 

menguntungkan, tetapi pada lain pihak tidak menguntungkan, bahkan mengundang 

berbagai bentuk ancaman yang berbahaya. Dalam menyusun strategi untuk menjamin 

kelangsungan hidupnya, bangsa Indonesia harus lebih memperhatikan dan 

memperhitungkan faktor-faktor yang menguntungkan. 

 

Dalam waktu berabad-abad, posisi silang telah menimbulkan proses akulturasi. 

Gelombang bangsa-bangsa dan kebudayaan-kebudayaan yang masuk telah menjadikan 

bangsa Indonesia dalam wujud kebhinekaannya dewasa ini. 

Posisi silang dengan akibatnya, memaksa kita memilih satu di antara dua alternatif yaitu. 

1) membiarkan diri terus-menerus menjadi obyek lalu lintas 

kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh yang melintasi Nusantara, 

serta setiap kali condong dan menggantungkan diri kepada kekuatan atau 

pengaruh terbesar. 

2) turut serta mengatur lalu lintas kekuatan-kekuatan atau pengaruh tersebut 

dengan ikut berperan sebagai subjek dengan mengendalikan, dan 

memanfaatkan kekuatan-kekuatan tersebut untuk kepentingan nasional. 

Sebagai bangsa yang berdaulat terhadap wilayah negara, tentu tidak akan menerima 

satu (1), tetapi akan menerima alternatif dua (2). 

Alternatif kedua menuntut kemampuan bangsa Indonesia menciptakan kekuatan 

sentrifugal artinya lalu lintas kekuatan-kekuatan yang melewati Nusantara harus mampu 
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dikelola, dikendalikan dan dimanfaatkan memberikan senergi pada kekuatan bangsa 

dalam pembangunan nasional. Kuncinya ialah kemampuan untuk mengubah pengaruh dan 

kekuatan tersebut. Kekuatan yang dimaksud di sini ialah kekuatan yang berisikan 

sifat-sifat fisik dan mental yang tidak ekspansif. 

Pengaruh-pengaruh buruk akibat posisi silang dapat segera menimbulkan 

bentuk-bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin 

membahayakan identitas dan integrasi bangsa. Pengaruh tersebut dapat berasal dari 

dalam maupun dari luar, secara langsung maupun tidak langsung, harus dapat diatasi 

dengan membangun nasional bangsa Indonesia. 

Dalam ketentuan ini, lebar laut wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil dikur dari garis 

rendah di pantai setiap pulau pada waktu pasang surut. Tata kelautan menurut ordonansi 

1939 ini mengikuti asas pulau demi pulau. Asas ini menjadikan Indonesia (Nusantara) 

menjadi pulau-pulau, yang masing-masing pulau dibatasi oleh air laut di wilayahnya 

selebar 3 mil diukur dari garis pantai pada waktu air laut surut. Dengan demikian, jika 

jarak antara satu pulau dengan pulau lainnya lebih dari 6 mil, maka di luar laut wilayah itu 

terdapat “jalur bebas”  dan di atasnya “jalur udara bebas”. Kapal-kapal negara asing 

bebas lalu lalang di “jalur bebas” ini tanpa meminta izin pemerintah Indonesia. 

Pemanfaatan sumber kekayaan alam oleh negara asing bebas dilakukan tanpa meminta 

izin pemerintah Indonesia. Sebaliknya Indonesia tidak dapat melarang pihak luar (negara 

Asing) yang memanfaatkan jalur perairan “bebas” tersebut karena dijamin oleh ordonansi 

tersebut dan sesuai dengan hukum laut internasional yang berlaku sampai tahun 1951. 

Ditinjau dari seluruh aspek kehidupan nasional (ideologi, politik, ekonomi, sosial 

budaya dan hukum), hukum laut tersebut sangat tidak menguntungkan bangsa dan negara 

Indonesia. Anda dapat membayangkan konsekuensi dari “asas pulau demi pulau” tersebut. 

a) a.Wilayah negara “Kepulauan Nusantara tidak utuh lagi sesuai dengan semangat  

Pancasila dan konstitusi UUD 1945, semangat Sumpah Pemuda dan lagu Indonesia 

Raya yang sering kita nyanyikan”. Antarpulau terpisah oleh “laut internasional” 

b) b..Implikasi dari itu, betapa mudahnya negara asing memanfaatkan “jalur bebas” 

tersebut untuk berbagai kepentingan. 

c) c.Persaingan antara negara-negara dalam mengambil dan memanfaatkan sumber 

kekayaan alam yang ada di “jalur bebas” berimplikasi luas terhadap keutuhan 

wilayah Nusantara (keamanan) dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. 

 

Atas dasar pertimbangan di atas dan pertimbangan kesejahteraan, keamanan dan 

untuk menjamin kelangsungan hidup serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia, 

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan 

Indonesia yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957). 

Deklarasi ini menetapkan lebar laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil. Lebar tersebut 

diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik terluar dalam wilayah Republik 

Indonesia yang disebut  POINT TO POINT THEORY. 

Pengumuman Pemerintah itu kemudian dikukuhkan dengan PERPU No. 4 tahun 1960 

tanggal 16 Februari 1960 (Lembaran Negara No. 22 tahun 1960). 

Akibat dari deklarasi Juanda tersebut luas wilayah Indonesia bertambah 3,9 juta km2. 

Luas semula ± 2 juta + 3.9 juta km2 = 5,9 juta km2. 
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Implikasi dari POINT TO POINT THEORY dalam Pengumuman Pemerintah yang dikenal 

dengan Deklarasi Juanda tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh. Tanah dan air tidak 

dipisahkan, tetapi merupakan bagian integral dari wilayah kedaulatan Indonesia. 

2. Laut atau perairan yang berada di sebelah dalam “garis dasar” yang menghubungkan 

pulau-pulau terluar di kepulauan Nusantara merupakan “perairan dalam” Indonesia 

dan berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia. 

 

Asas Nusantara sebagai konsep kewilayahan di tas belum mengatur kewenangan 

pengelolaan sumber daya alam di wilayah perairan dan penyelesaian garis batas dengan 

negara tetangga. 

Oleh karena itu pada tanggal 17 Februari 1969, Pemerintah Indonesia mengeluarkan 

pengumuman tentang landas kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter, yang 

memuat pokok-pokok sebagai berikut. 

1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia, adalah 

milik negara Republik Indonesia (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). 

2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan 

negara-negara tetangga melalui perundingan. 

3) Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka garis batas landas kontinen Indonesia ialah 

satu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar negara tetangga (equal 

distance). 

4) Tuntutan (klaim) di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas 

kontinen serta udara di atas perairan. 

 

Pengumuman Pemerintah di atas (tahun 1969) berbeda dengan pengumuman 

Pemerintah tahun 1957, kendatipun keduanya menyangkut wilayah Nusantara. Perbedaan 

tersebut terletak pada sifat konsep Nusantara. Konsep tahun 1957 lebih merupakan 

kewilayahan, sedangkan konsep tahun 1969 lebih merupakan konsep politik dan 

ketatanegaraan. 

Wawasan tersebut mencakup lima pokok perwujudan negara kepulauan Nusantara 

sebagai satu kesatuan wilayah, satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan 

sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Wawasan itu kemudian dijabarkan 

di dalam “Rumusan Lemhannas” tahun 1972. Selanjtutnya dalam ketetapan MPR Tahun 

1973, Ketetapan MPR No. IV MPR Tahun 1978, dan Ketetapan MPR No. IV MPR Tahun 

1983 Wawasan Nusantara dinyatakan sebagai Wawasan Pembangunan. 

Perjuangan Wawasan Nusantara di dunia internasional ditingkatkan, terutama 

sesudah Indonesia pata tahun 1971 menjadi anggota penuh Committee on the Peaceful Uses 

of the Sea-Belt and Ocean Floor beyond the limits of National Jurisdiction yang merupakan 

badan persiapan Konferensi Hukum Laut PBB II. Asas negara kepulauan atau wawasan 

nusantara makin luas dikenal dan makin banyak memperoleh dukungan sebagai berikut. 

Indonesia belum berhasil sepenuhnya dalam perjuangan di dunia internasional, 

namun sementara itu beberapa perjanjian bilateral berhasil diadakan: 



PPKN 54 
 

1) Perjanjian RI-Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Oktober 1969, mengenai 

landas kontinen Selat Malaka dan Laut Natuna (Laut Cina Selatan) berlaku mulai 

tanggal 7 November 1969. 

2) RI-Thailand, di Bangkok tanggal 17 Desember 1971 mengenai landas kontinen Selat 

Malaka Utara dan laut Andaman berlaku mulai 7 April 1972. 

3) RI-Australia dan Thailand, di Kuala Lumpur tanggal 21 Desember 1971 mengenai batas 

kontinen Selat Malaka bagian Utara; berlaku mulai tanggal 16 Juli 1973. 

4) RI-Australia, di Canberra tanggal 18 Mei 1971, mengenai penetapan garis batas dasar 

laut tertentu (Laut Arafuru dan daerah daerah utara Irian Jaya-Papua Nuginea) 

5) RI-singapura di Jakarta tanggal 25 Mei 1973, mengenai penetapan garis batas laut 

wilayah yang berlaku mulai seja tanggal 30 Agustus 1974. 

6) RI-India di Jakarta tanggal 8 Agustus 1973 mengenai garis batas landas kontinen Laut 

Andaman yang berlaku sesudah penandatanganan. 

7) RI-Australia di Jakarta tanggal 9 Oktober 1973, mengenai penetapan garis batas 

daerah-daerah dasar laut di selatan pulau Tanimbar dan Pulau Timor yang berlaku 

mulai tanggal 8 November 1973. 

 

Perjanjian-perjanjian itu secara tidak langsung mewujudkan pengertian dan 

pengakuan negara-negara yang bersangkutan akan asas Nusantara yang menjadi tuntutan 

Indonesia. 

Pada tanggal 21 Maret 1980, Pemerintah Indonesia mengumumkan Zone Ekonomi 

Eksklusif Indonesia (ZEE) selebar 200 mil diukur dari garis dasar. Pengumuman 

Pemerintah ini disahkan dengan Undang-undang RI No. 5/1983 tanggal 18 November 

1983. Ini berarti bahwa segala sumber hayati maupun nonhayati yang terdapat di bawah 

permukaan laut, di dasar laut dan di bawah laut menjadi hak eksklusif negara Republik 

Indonesia. Akibatnya, penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing menjadi terbatas 

daerahnya dan segala kegiatan penelitian eksplorasi dan eksploitasi harus memperoleh 

izin pemerintah Republik Indonesia. 

Tindakan sehubungan dengan ZEE itu dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. 

Menurut perkiraan, pada tahun 2000 penduduk dunia akan berlipat jumlahnya sehingga 

kebutuhan akan meningkat, sedangkan hasil perikanan tidak mencukupi. Sebagai negara 

pantai yang masih berkembang, negara Indonesia merasa perlu melindungi 

sumber-sumber daya hayati maupun nonhayati yang berada di wilayahnya, untuk 

menjamin kebutuhan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. 

Pada tahun 1982, Konvensi Hukum Laut memberikan perluasan yurisdiksi negara-negara 

pantai di lautan bebas. Asas Zone Ekonomi Eksklusif diterima. Hal ini sangat menguntungkan 

Indonesia, karena di konvensi tersebut, “asas Nusantara” diterima sebagai asas hukum 

internasional. Hasil konvensi tersebut disahkan pada bulan Agustus demikian peta wilayah 

kedaulatan dan yurisdiksi nasional RI .Dengan demikian sah lah rumusan “Negara Republik 

Indonesia”, yaitu satu kesatuan wilayah laut yang di dalamnya terhampar 17.508 buah pulau 

besar dan kecil sebagai satu kewilayahan darat dan dinaungi oleh satu kesatuan wilayah udara. 

Satu hal lagi yang perlu dibahas sehubungan dengan konsep kewilayahan ialah yang 

berhubungan dengan kedaulatan atas ruang udara. Dalam hal ini ada beberapa teori: 

1. Teori Udara (The Air Freedom Theory), udara bebas, tidak dimiliki oleh negara tertentu. 



PPKN 55 
 

2. Teori kedaulatan negara (The Air Souvereignity Theory) negara berdaulat atas ruang 

udara di atas wilayah negara. 

 

C. Hakikat dan Unsur Dasar Wawasan Nusantara 

Pembukaan UUD 1945 mengandung pengertian bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan 

akhir perjuangan bangsa melainkan merupakan “alat” atau jembatan emas untuk 

mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Masyarakat adil, 

makmur, aman dan sentosa adalah masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia. 

Dalam menuju cita-cita tersebut maka ditetapkan tujuan-tujuan dalam kehidupan kita 

berbangsa dan bernegara. Tujuan Nasional bangsa Indonesia, dapat kita angkat dari 

“Pembukaan UUD 1945”. 

Secara singkat tujuan tersebut sebagai berikut. 

 

Tujuan Nasional : 

(1) Membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan tanah tumpah darah Indonesia (pendekatan keamanan). 

(2) Mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (pendekatan 

kesejahteraan). 

(3) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. 

 

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, sekurang-kurangnya 5 fator 

yang menjadi bahan pertimbangan. 

1) Pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang mengalami perpecahan, selama 

penjajahan. Penjajah lama bercokol di Nusantara karena tidak adanya persatuan dan 

kesatuan dalam perjuangan mengusir penjajah. 

2) Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang sangat luas. Nusantara 

dibentuk oleh lautan yang ditebari oleh rangkaian  17.508 buah pulau (fisik 

geografik) 

3) Penduduk yang besar terdiri dari dua ras besar, dan 350 suku bangsa, berbicara 

dengan 583 dialek, serta adat istiadat yang beragam (sosial budaya). Lihat Konsep 

Bhineka Tunggak Ika. 

4) Kedudukan geografi Indonesia yang berada di tengah-tengah  dunia (khatulistiwa) di 

antara dua buah benua (Asia-Australia), dua buah lautan (Hindia-Pasifik). Kedudukan 

geografi ini, berada pada posisi sialng, urat nadi lalu lintas perhubungan antarbangsa 

(internasional) yang membawa berbagai macam kepentingan. Kepentingan bangsa 

yang melintasi wilayah Nusantara bukan tidak mungkin dapat mengganggu integritas, 

atau melunturkan identitas nasional kita (aspek lingkungan). Atas dasar pertimbangan 

di atas yang dibahas lebih rinci pada Modul 1, maka para perintis kemerdekaan 

membentuk “negara kesatuan” yang “melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tanah 

air Indonesia”. Dalam bagian lain, tanah air disebut juga sebagai “tumpah darah” yang 

menggambarkan “heroisme” bangsa Indonesia mengusir penjajah atau keberanian 

berkorban yang dilandasi oleh rasa “cinta tanah air”. 
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5) Di dalam pembangunan nasional, untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia serta 

perdamaian abadi (tujuan nasional), maka diperlukan “Wawasan Nusantara”. 

Wawasan nasional merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan 

lingkungannya, yang dapat dijadikan pedoman dan landasan dalam mencapai tujuan 

nasional. 

 

a. Pengertian Hakekat Dan Tujuan wawasan Nusantara 

 

Wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan penjabaran Pancasila sebagai 

falsafah, pandangan hidup, ideologi dan dasar negara yang dilandasi oleh pengalaman 

sejarah, kondisi geografi dan sosial budaya serta pemikiran tentang lingkungan strategik 

bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia cara pandang itu menentukan: 

(1) Bagaimana bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya. 

(2) Bagaimana bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi geografis sosial budaya dan 

lingkungan strategiknya dalam mencapai tujuan Nasional dan menjamin kepentingan 

nasional. 

 

Bagi bangsa Indonesia, wawasan yang sesuai dengan falsafah, pandangan hidup dasar 

negara (Pancasila), konstitusi (UUD 1945), kondisi geografik (kepulauan) dan sosial 

budaya (Bhineka Tunggal Ika) serta lingkungan strategik bangsa Indonesia (posisi silang 

aspek fisik-sosial) adalah WAWASAN NUSANTARA (Wasantara). 

Jadi Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia mengandung pengertian 

cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan ide 

nasionalnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aspirasi suatu bangsa 

yang merdeka, bersatu berdaulat dan bermartabat di tengah lingkungan dunia. Wawasan 

nasional inilah yang harus menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan 

perjuangan bangsa. 

Berdasarkan pengertian di atas, jelaslah bahwa Wasantara pada hakikatnya adalah 

persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan, yang merupakan perwujudan Pancasila. 

Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional mempunyai tujuan yaitu persatuan dan 

kesatuan yang harmonis dalam segenap aspek kehidupan bangsa, dalam upaya mewujudkan 

kesejahteraan dan ketentraman bagi bangsa Indonesia, serta mewujudkan kebahagiaan dan 

perdamaian bagi seluruh umat manusia (dunia). 

Dari uraian di atas, maka dapat dikategorikan tujuan wasantara ke dalam dan ke luar. 

Ke dalam: mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional 

(alamiah sosial). Ke luar : Mewujudkan kebahagiaan dan perdamaian dunia (bagi seluruh 

umat manusia). 

Aspek kehidupan bangsa Indonesia mencakup aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek 

alamiah terdiri atas tiga gatra yaitu: geografi, sumber kekayaan alam dan demografi 

(trigatra). Aspek sosial terdiri atas lima gatra yaitu: ideologi politik ekonomi, sosial budaya 

dan Hankam (pancagatra). Bahasan tentang delapan gatra atau astagatra ini akan Anda 

jumpai dalam kajian ketahanan nasional (Modul 3). 
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Dengan demikian pula dapat dikatakan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, 

Wawasan Nusantara tidak hanya memperhatikan kepentingan nasional sendiri, melainkan 

juga ikut bertanggung jawab dalam memperhatikan lingkungan serta membina ketertiban 

dan perdamaian dunia. 

Secara konstitusional, Wawasan Nusantara dikukuhkan dengan ketetapan MPR Nomor 

IV/MPR/1973, Tap MPR Nomor IV/MPR/1978, Tap MPR nomor II/MPR/1983, dan Nomor 

II/MPR/1993 Bab II di bawah huruf E dan berbunyi sebagai berikut. 

Wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara 

yang mencakup: 

(1) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesauan politik, dalam arti bahwa… 

a. kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu 

kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta 

menjadi modal dan milik bersama bangsa. 

b. bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai 

bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam 

arti yang seluas-luasnya. 

c. secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, 

sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad di dalam mencapai cita-cita 

bangsa. 

d. Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang 

melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 

e. kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik 

yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

f. seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti bahwa 

hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 

g. bangsa Indonesia yang hidup secara berdampingan dengan bangsa lain ikut 

menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif serta diabdikan 

kepada kepentingan nasional. 

 

(2) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti: 

a. bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal 

dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia 

merata di seluruh wilayah tanah air. 

b. tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, 

tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam 

mengembangkan ekonominya. 

c. kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan 

ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

(3) Perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, dalam arti bahwa … 
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a. masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan 

kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang 

sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai 

dengan kemajuan bangsa. 

b. budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya 

yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan 

pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak budaya-budaya 

lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat 

dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 

(4) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu keastuan pertahanan dan keamanan, 

dalam arti bahwa … 

a. ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh 

bangsa dan negara. 

b. tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam 

pembelaan negara (GBHN 1993: 26-28). 

 

Dengan diterapkannya rumusan Wawasan Nusantara sebagai ketetapan MPR, maka 

Wawasan Nusantara memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua penyelenggaraan 

negara, semua lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, serta semua warga negara 

Indonesia. Ini berarti, setiap rumusan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan 

nasional harus mencerminkan ayat-ayat rumusan Wawasan Nusantara. 

Sehubungan dengan hal di atas, perlu dikemukakan bahwa pembangunan nasional 

bertujuan untuk mewujudkan: 

 masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; 

 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia; 

 dalam suasana perikehidupan yang tenteram, tertib serta dinamis dan 

 dalam pergaulan dunia yang damai. 

 

Dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia menghadapi 

berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Agar dapat mengatasinya, bangsa 

Indonesia harus memiliki kemampuan nasional yang harus disusun, dikembangkan dan 

dibina berdasarkan Wawasan Nusantara. 

Anda telah mempelajari apa, mengapa dan bagaimana Wawasan Nusantara itu. 

Barangkali Anda pernah membaca atau mendengar cerita tentang armada asing yang 

masuk ke perairan Indonesia. Mungkin Anda membaca di koran, berita-berita tentang 

pencurian kekayaan alam, penyelundupan melalui laut, serta perlintasan perbatasan. Juga 

tentag jarigan dan pemakaian narkotika, masuknya film-film dan kaset video yang 

mempertunjukkan adegan-adegan yang tidak sesuai dengan susila serta kepribadian 

bangsa Indonesia. 

Kejadian-kejadian di atas yang merupakan ancaman yang mungkin akan 

membahayakan keselamatan negara dan bangsa, sebagian bersumber pada kondisi dan 

posisi negara Indonesia pada jalan silang dunia (posisi silang).  

 

  b.Unsur dasar wawasan nusantara 
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Sebagai dinamika politik kenegaraan dan gejala sosial Wasantara mengandung tiga 

unsur pokok yaitu wadah, isi dan tata laku. 

 

1. Wadah 

Pengertian wadah di sini adalah ruang hidup yang mempunyai batas dan wujud. 

 

 Batas dan Wujud 

Wasantara mewujudkan diri dalam bentuk “Nusantara” yang manunggal secara bulat 

dan utuh. Untuk membahas batas dan wujud ini Anda perlu mengingat kembali asas 

negara kepulauan atau archipelagic state (lihat Kegiatan Belajar 1). 

Dalam konsepsi berpikir atau paradigma Nusantara (negara kepulauan) adalah: 

(a) pulau dan perairannya merupakan satu kesatuan yang utuh. 

(b) lautan diseraki pulau atau perairan sebagai unsur pokok bukan daratan. Jadi 

Nusantara adalah laut yang diseraki atau ditebari pulau-pulau, bukan rangkaian 

pulau-pulau dalam laut. 

 

Batas negara kepulauan adalah: 

a) garis dasar yang menghubungkan titik-titik pulau-pulau terluar, 

b) 12 mil dari garis dasar merupakan laut teritorial, 

c) 200 mil dari garis dasar merupakan zone ekonomi eksklusif 

 

Untuk lebih jelasnya Anda dapat melihatnya pada Gambar 1 Kegiatan Belajar 1. 

Jadi Indonesia mengartikan “Nusantara” sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh yang 

batas-batasnya, didasarkan pada asas megara kepulauan. Dapat dikatakan bahwa 

Wasantara: 

(a) Ke dalam, wujud, sifat dan cirinya Nusantara sebagai satu kesatuan 

wilayah laut, dengan gugusan pulau-pulau di dalamnya, di mana antara pulau 

dan laut merupakan kesatuan yang utuh. 

(b) Ke luar, karena letaknya di antara dua buah benua dan dua buah samudera, 

di tengah-tengah dunia (khatulistiwa) sehingga kedudukan berada di 

persimpangan jalan dunia (posisi silang). 

 

Posisi silang itu ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar terhadad 

kehidupan sosial bangsa yaitu: 

(a) negara-negara besar berusaha menanamkan pengaruh dibidang politik dan 

ideologi.Kalau ini tarjadi,maka akan pecahkan kesatuan dan persatuan 

politikatau ideologi nasional.Kita pernah mengalami hal itu. 

(b) Kekayaan yang melimpah,tenaga kerja yang banyak dan murah,pasaran yang 

luas bagi industri modern yang bagi negara-negara tertentu merupakan daya 

tarik. Bagi indonesia dapat menguntungkan tetepi juga merupakan salah satu 

sumber ancaman. 

(c) Posisi silang menyebabkan Nusantara menjadi lintasan pengaruh sosial budaya 

dari berbagai penjuru.karena sikap terbuka Indonesia terhadap pengaruh luar 
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dan kemampuan adaptasinya yang cepat, pengaruh-pengaruh itu masuk tanpa 

rintangan. 

(d) Hubungan antara bangsa selalu dilandasi kepentingan negara masing-masing. 

Apabila satu negara merasa kepentingannya terancam maka negara yang 

bersangkutan akan mengambil langkah apa saja untuk membela kepentingan 

nasionalnya. Tidak peduli apakah langkah itu akan menimbulkan korban di 

pihak lain. Timbullah ketegangan antarbangsa. Nusantara yang terletak pada 

posisi silang itu secara langsung atau tidak akan menerima akibatnya baik 

bersifat hambatan, gangguan maupun ancaman. Hal ini akan mengganggu dan 

merugikan pembangunan Nasional. 

 

Sehubungan dengan konsekuensi negatif di atas, agar dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, bangsa Indonesia harus cukup kuat lahir dan batin dan harus 

dapat bersikap bebas aktif. Ini berarti bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan untuk 

mengelola, memanfaatkan dan mengendalikan segala kekuatan yang melintasinya. 

 

 Sifat Manunggal Secara Bulat dan Utuh 

 

Sifat pokok Wawasan Nusantara ialah kesatuan dan persatuan di bidang: 

(1) wilayah 

(2) bangsa 

(3) ideologi 

(4) politik 

(5) ekonomi 

(6) sosial, budaya, psikologi, pertahanan keamanan 

 

Di samping itu, Wawasan Nusantara harus berkeseimbangan, artinya berimbang 

dunia-akhirat, antara jiwa-pikiran, antara mental-spiritual serta antara perikehidupan 

darat, laut dan udara. 

 

 Tata Susunan Pokok atau Inti Organisasi 

Tata organisasi negara Indonesia tercantum dalam UUD 1945, yang menyangkut 

bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan dan 

sistem peerwakilan. 

 

1. Tata Kelengkapan Organisasi 

Agar tujuan nasional tercapai diperlukan aparatur negara, kesadaran politik dan 

kesadaran bernegara, pers dan partisipasi rakyat. 

2. Isi  

Cita-cita Wawasan Nusantara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang 

dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan kesadaran akan letak negara pada 

posisi silang. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, 

ketenteraman dan keamanan bagi seluruh bangsa serta turut mewujudkan kebahagiaan 

dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan 
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kesatuan di dalam semua aspek kehidupan nasional, baik yang alamiah maupun yang 

sosial. 

Selanjutnya, kesatuan dan persatuan itu harus dilaksanakan secara serasi dan 

seimbang, sesuai dengan makna Bhineka Tunggal Ika, yang merupakan ciri khas dan 

falsafah Pancasila. Lain dari itu, Wawasan Nusantara harus dapat menciptakan suatu 

kesatuan Nusantara dan bangsa Indonesia yang utuh dan bulat, tidak terpecah-pecah oleh 

kekuatan apapun. Hal-hal di atas menunjukkan bahwa wawasan Nusantara memiliki sifat 

manunggal serta utuh menyeluruh. Cara kerja Wawasan Nusantara berpedoman pada 

Pancasila sebagai kebulatan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, UUD 1945 

memberikan arah mengenai cara mengendalikan hidup bermasyarakat serta cara 

penetapan hak dan kewajiban asasi warga negara. Di dalam Pancasila sebenarnya telah 

terkandung cita-cita, asas-asas, nilai-nilai, serta cara kerja sistem mawas diri, lingkungan 

hidup bangsa yang disebut Wawasan Nusantara. 

Dalam menghadapi pengaruh yang datang dari luar, bangsa Indonesia hendaknya 

selektif dengan tetap berpedoman pada Pancasila. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia 

harus memiliki kemampuan mawas diri dan olah budi. 

Kemampuan mawas diri ini diperlukan karena dewasa ini orang lebih cenderung 

menitikberatkan kehidupan pada segi material, ingin cepat menikmati hasil jerih payah, 

dan kurang menyadari bahwa hasil tersebut hanya memberikan kepuasan lahiriah. 

Kemampuan mawas diri berguna untuk mengatasi dan melawan kekalutan serta 

kekacauan yang timbul sebagai dampak negatif pembangunan. Dalam hal ini bangsa 

Indonesia harus selalu berpegang pada pandangan hidup dan falsafah bangsa. Ini berarti 

bangsa Indonesia baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat, harus 

memahami nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah tersebut, serta bertekad 

menerapkan/melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta 

masyarakat Pancasila yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pelaksanaan falsafah 

menyangkut: 

a) pelaksanaan objektif, yaitu penggunaan falsafah sebagai sumber hukum 

dan sebagai dasar penyelenggaraan negara. 

b) pelaksanaan subjektif, yaitu penggunaan falsafah sebagai sumber dasar dan 

penuntun tindakan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Tata Laku 

Unsur tata laku, Wawasan Nusantara dapat dibedakan sebagai tata laku batiniah dan 

tata laku lahiriah. Tata laku batiniah berwujud sebagai landasan falsafah dan sikap mental 

bangsa serta dipengaruhi juga oelh kondisi lingkungan hidupnya. Tata laku lahiriah terlihat 

pada tata laksana yang mencakup tata perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 

Tata laku tersebut yang berupa penerapan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan 

Wawasan Nusantara melahirkan ketahanan nasional yang tangguh. 

Baik letak dan kondisi geografis maupun pembangunan yang sedang berlangsung 

mengakibatkan perubahan-perubahan yang kerap kali memberikan dampak negatif 

terhadap kehidupan. Perkenalan dengan kebudayaan lain melalui berbagai cara, sering kali 

menimbulkan perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya. Dalam menanggapi pengaruh 

kebudayaan asing itu, seperti kita lihat, masyarakat selama ini kurang selektif, artinya 

kurang dapat membedakan mana yang diperlukan atau cocok dengan kepribadian. Lain 
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dari itu pembangunan yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi mungkin membuat 

manusia menjadi matrialistis dan individualistis. 

 

D.  Wawasan Nusantara sebagai Landasan ketahanan dan Pembangunan Nasional 

Wasantara sebagai landasan Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional. Kenapa 

Wasantara sebagai landasan ketahanan nasional? Apa yang dimaksudkan dengan 

ketahanan nasional? Dan bagaimana hubungannya dengan pembangunan nasional? Serta 

bagaimana menerapkan pola pikir Wawasan Nusantara dalam sikap dan perbuatan kita? 

Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dan dibahas dalam kegiatan belajar ini. 

 

Pada modul diatas , saudara telah pelajari, bagaimana bangsa Indonesia memandang 

diri dan lingkungannya yang kita rumuskan sebagai Wawasan Nusantara (Wasantara). Jadi 

Wawasan Nusantara merupakan Wawasan Nasional bangsa Indonesia. Sebagai Wawasan 

Nasional maka bangsa Indonesia di dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya 

melihat diri sebagai satu kesatuan yang utuh, mencakup aspek fisik geografik dan aspek 

sosial. Jika kita telah memandang bangsa dan ruang hidupnya sebagai satu kesatuan yang 

utuh, maka selanjutnya bagaimana kita memanfaatkan kondisi fisik geografi dan sosial 

dalam lingkungan strategik, untuk kepentingan pembangunan nasional dalam kerangka 

mencapai tujuan dan cita-cita nasional. 

Pemanfaatan itu harus sesuai dengan pemikiran atau ajaran Wasantara. Oleh karena 

itu, Wasantara merupakan konsep geopolitik bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan 

kehidupan nasional. Dengan demikian Wasantara merupakan sumber utama dan landasan 

yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Ketahanan nasional (tannas) 

pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin 

kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara (konsep geostrategik). 

Kemampuan dan ketangguhan bangsa perlu diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara (lihat astagatra) melalui pembangunan nasional. Kemampuan 

dan ketangguhan itu tidak mungkin dapat kita wujudkan, apabila kita tidak berpola pikir 

dan berperilaku yang dilandasi oleh semangat Wasantara (persatuan dan kesatuan). Kita 

tidak pernah bisa membangun dalam suasana perpecahan. Persatuan dan kesatuan 

merupakan prasyarat pembangunan. Dengan demikian Wasantara dapat dikatakan 

landasan ketahanan nasional yang berfungsi menentukan arah perwujudan konsepsi 

Tannas. Dengan kata lain, ketahanan nasionaal (Tannas) merupakan dunia nyata yang 

perlu diwujudkan. 

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari 

segenap aspek kehidupan bangsa. Hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu 

bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan, bangsa dan negara. 

Maka dalam konteks pembangunan nasional, ketahanan nasional menentukan lingkup, 

volume dan ketepatan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu pula, berhasilnya 

pembangunan nasional akan dapat meningkatkan ketahanan nasional dan ketahanan 

nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional. 

Wasantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan 

lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 



PPKN 63 
 

Wawasan Nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam 

menyelenggarakan kehidupan nasional. Dengan kata lain, Wasantara sebagai wawasan 

nasional dan merupakan ketahanan nasional. 

Untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional maka harus dilakukan 

pembangunan nasional, di mana wasantara merupakan pola pikir maupun pola tindak 

dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karenanya, dalam GBHN ditetapkan 

sebagai pola dasar pembangunan nasional. Dengan demikian dalam konteks ini Wasantara 

sebagai wawasan pembangunan Nasional. 

Asas Nusantara juga menetapkan batas-batas wilayah Nusantara atau batas negara 

kepulauan (Archipelagic state). Dengan demikian Wasantara sebagai wawasan wilayah. 

Tata kehidupan berbangsa dan bernegara harus dituangkan ke dalam hukum nasional 

di mana di wilayah Nusantara adanya satu hukum nasional yang mengayomi seluruh 

warga negara bangsa dan pemerintahan penyelenggara negara yang didasarkan pada pola 

pikir Wasantara. Dalam konteks ini maka Wasantara sebagai Wawasan Hukum Nasional. 

Untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia maka perlu 

disusun sistem pertahanan dan keamanan negara yang berpola pikir Wasantara. Dalam 

konteks ini wasantara sebagai wawasan hankam. 

 

Wasantara harus selalu menjadi landasan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan 

pengembangan dalam tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 

1. Wasantara dijadikan pegangan dalam menentukan sikap dan tindakan kehidupan 

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tentang hal ini coba Anda pelajari kembali 

Modul 1 mengenai kerangka dasar kehidupan nasional. 

2. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu 

kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa yang 

menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. 

 

Sehubungan dengan itu, masalah yang paling penting dan mendasar sekarang ini 

adalah bagaimana kita membina, mengamankan dan memanfaatkan kebuatan wilayah 

nasional sebagai satu kesatuan yang utuh. 

Berkaitan dengan masalah tersebut beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

(1) Mencegah masuknya paham atau dieologi yang dapat mempengaruhi cara berpikir 

yang tidak pas dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 

Kendatipun kita semua telah sepakat bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam 

kehidupan kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bukanlah suatu jaminan 

bahwa ideologi lain tidak bisa masuk ke Indonesia. Karena di era globalisasi 

(kesejagatan) makin intensif dan cepatnya komunikasi melalui berbagai media 

maupun komunikasi langsung antarbangsa melalui berbagai aktivitas kerja sama akan 

membawa pengaruh kepada kondisi bangsa. 

 

(2) Mencegah segala bentuk aspirasi politik yang bersifat dan mengarah kepada 

disintegrasi atau separatisme bangsa. Persatuan, dan kesatuan dan kepentingan 

nasional harus diletakkan di atas kepentingan kelompok, golongan atau daerah. 

Aspirasi daerah, kelompok atau golongan boleh berkembang tetapi dalam kerangka 
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persatuan Indonesia atau Wasantara. Pola pikir dua arah (keseimbangan) 

antar-Pemerintah Pusat dan Daerah perlu diterapkan. Sejarah telah memberikan 

pelajaran kepada kita bahwa salah satu alasan munculnya pemberontakan 

PRRI/Permesta misalnya karena kita tidak ada kompromi antara aspirasi Pusat dan 

Daerah. Konsep dan penerapan, pemerataan pembangunan daerah persamaan 

kesempatan dan pemerataan kesempatan dalam pembangunan menunjukkan 

relevansinya. Di sini paradigmanya, pembangunan daerahadalah pembangunan 

nasional. Pembangunan nasional adalah pembangunan daerah. 

 

(3) Karena wilayah Nusantara 2/3 berupa perairan  maka perlu ditumbuhkembangkan 

budaya kelautan di kalangan generasi muda. Penduduk Indonesia orientasi 

kehidupannya kebanyakan di darat. Hanya sedikit yang mencari kehidupan di laut 

(perairan). Padahal potensi kehidupan di darat dipastikan akan terus berkurang, 

sehingga suatu saat tidak dapat memenuhi kebutuhan mayoritas rakyat Indonesia. Di 

sisi lain sumber daya laut, kekayaan nabati hewani mineral, energi tak terhingga 

apabila dapat kita kelola dan lestarikan. Di sinilah relevansinya kita mengembangkan 

budaya kelautan dan jangan sampai lagu “Nenek moyangku orang pelaut” tidak kita 

warisi dan hanya menjadi catatan sejarah. Selain itu sudah waktunya kita menoleh ke 

luar pulau Jawa. Pulau Jawa sudah penuh sesak, dan suatu saat daya dukungnya untuk 

kehidupan akan berkurang. Sedangkan pulau-pulau dengan perairannya yang lain 

sungguh kaya akan potensi sumber alam. Hanya saja tidak ada tenaga terampil yang 

mengelolanya. Di sinilah relevansinya program transmigrasi dan semangat kebaharian 

bagi generasi muda sebagai pewaris masa depan bangsa. 

Lain dari itu, jangan sampai yang membina manfaat lebih besar dari sumber daya laut 

kita adalah bangsa lain. Oleh karena itu, kita perlu menguasai pengetahuna dan 

keterampilan teknologi kelautan. 

 

(4) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang diikat oleh semboyan Bhineka 

Tunggal Ika. Sifat dasar masyarakat majemuk: 

Kebhinekaan itu merupakan kekayaan sekaligus sumber kerawanan. Masalah 

SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan/Aliran) merupakan masalah yang sangat 

peka. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkembangkan kepada seluruh masyarakat 

Indonesia kesadaran hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta budaya 

“Toleransi”. 

Ke mana pun dan di mana pun Anda bekerja untuk menyambung hidup di wilayah 

Nusantara adalah tanah air Anda yang harus dicintai bersama. Namun demikian, perlu 

diingat bahwa di mana kaki dipijakkan di bumi Nusantara, di situ langit dijunjung. Ini 

artinya kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan budaya tempat kita bertugas. 

Budaya daerah (lokal) tersebut juga merupakan aset atau kekayaan bangsa kita. Di sisi 

lain, tidak ada aturan atau hukum di negeri tercinta ini membuat warga negara yang 

menjadi warga negara kelas 1 dan kelas 2 serta seterusnya. 

 

(5) Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, 

tidak ada seorang pun warga negara, pejabat negara, lembaga negara berada di atas 
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hukum nasional. Jadi tidak ada orang yang kebal hukum atau ada warga negara kelas 

satu dan sebagainya. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. 

 

(6) Pembangunan nasional pada hakikatnya untuk menciptakan kemakmuran 

(kesejahteraan) dan ketenangan (keamanan). Sumber-sumber perekonomian harus 

dikelola sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945. tidak ada penguasaan/dominasi 

sumber-sumber perekonomian oleh individu atau suatu kelompok masyarakat. Harus 

diciptakan persamaan kesempatan dan pemerataan kesempatan buat seluruh rakyat. 

Ekonomi dikelola dengan semangat “kekeluargaan”. Kemiskinan dan kebodohan harus 

dilenyapkan. Kalau pengelolaan sumber-sumber perekonomian tidak diatur dengan 

baik (hindarkan etatisme, monopoli, oligopoli dan persaingan bebas, korupsi kolusi 

dan nepotisme), maka akan menjadi sumber konflik yang akan mengarah kepada 

disintegrasi bangsa dan dapat merugikan kita semua sebagai bangsa Indonesia. 

 

(7) Pejabat negara, pejabat pemerintah dan birokrasi harus benar-benar berfungsi 

mengayomi dan melayani masyarakat (ingat mengayomi bukan main kuasa atau 

dilayani). Menciptakan pemerintahan dan birokrasi yang bersih dan berwibawa harus 

sungguh-sungguh ditangani. Konsep “Abdi Negara, Abdi Masyarakat” harus 

benar-benar ditanamkan, dihayati dan diamalkan. Abdi negara, abdi masyarakat pada 

hakikatnya adalah “pelayan” negara dan masyarakat. Pelayan yang bagaimana Anda 

harapkan di rumah? Jawaban Anda itulah kira-kira citra pelayan negara dan 

masyarakat. Itulah beberapa butir-butir yang perlu kita terapkan dalam pengamalan 

Wasantara dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Masih banyak butir-butir penting 

lainnya yang perlu Anda diskusikan dengan teman-teman, atau tutor Anda. 
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LATIHAN 

1. 1.Jelaskan dengan singkat tiga hal yang merupakan dasar pemikiran Wawasan 

Nusantara. 

2. Bagaimana isi ” point to point theori’ ?. 

3. Jelaskan mengapa bangsa Indonesia memerlukan wawasan Nusantara dalam 

usahanya mencapai cita-cita nasional. 

4. Berikan definisi Wawasan Nusantara. 

5. Jelaskan hubungan wawsan Nusantara dengan Pancasila. 

6. Jelaskan apakah tujuan wawasan Nusantara. 

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Negara, bangsa dan masyarakat 

8. bagaimana tahapan-tahapan dalam pembentukan Negara 

9. bagaimana konsep bangsa yang dianut oleh bangsa Indonesia 

10. jelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan 

11. Tunjukan bahwa Wawasan Nusantara juga memberikan tanggung jawab kepada 

bangsa Indonesia untuk turut aerta membina ketertiban dan perdamaian 

dunia.Jelaskan dengan singkat pengertian Nusantara sebagai kesatuan pada bidang 

politik,ekonomi,sosial budaya dan hankam! 
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RANGKUMAN 

Wawasan Nusantara tumbuh dan berkembang sesuai dengan kepentingan nasional 

Indonesia, berangkat dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang rawan perpecahan. 

Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempunyai cara pandang. Cara pandang itu 

melihat kepulauan dan segala aspek kehidupan di dadalamnya menjadi satu kesatuhan 

yang utuh. Cara pandang tersebut disebut sebagai Wawasan Nusantara. 

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan 

lingkungan sesuai denga Pancasila dan UUD 1945 yang dilatarbelakangi oleh keadaan 

geografis negara, serta sejarah yang dialaminya dan lingkungan strategik di sekitarnya. 

Jadi pada dasarnya, Wawasan Nusantara merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila di 

dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Wawasan Nusantara merupakan 

landasan dalam menyusun, meningkatan serta membina ketahanan nasional yang 

perwujudan dilaksanakan melalui pembangunan pada segala bidang kehidupan nasional. 

Landasan hukum Wawasan Nusantara ialah TAP MPR sejak 1973-1993. Tujuan Wawasan 

Nusantara ke dalam ialah mempersatukan bangsa Indonesia dalam semua aspek 

kehidupan nasionalnya dan ke luar, ikut serta dalam upaya penertiban dunia. Unsur dasar 

Wawasan Nusantara meliputi wadah RI yang berwujud Nusantara, isi yang berupa falsafah 

Pancasila, dan tata laku yang tertuang dalam UUD 1945. Ajaran Wawasan Nusantara ialah 

wujud dan isi kepribadian bangsa, yang hendak mewujudkan diri dalam lingkungan 

Nusantara yang sarwa Nusantara menurut cara-cara Indonesia di dalam kehidupan yang 

sarwa pula. Ikhtisar unsur dasar Wawasan Nusantara. 

Wawasan Nusantara merupkan sumber utama dan landasan dalam kehidupan 

nasional..Ini merupakan dunia ideal yang kita tuju dan sebagai landasan dari ketahanan 

nasional. Ketahanan  pada hakekatnya kemampuan dan ketangguhan bangsa,untuk 

menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan Negara.ketahanan 

nasional merupakan dunia nyata yang perlu diwujudkan.  
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KETAHANAN NASIONAL INDONESIA 

DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI 

 

 

 

 

Kata “globalisasi” atau “kesejagatan” dewasa ini menjadi kata sehari-hari yang 

diucapkan di mana-mana. Kata globalisasi tersebut menunjukkan gejala menyatunya 

kehidupan manusia di planet bumi ini tanpa mengenal batas-batas fisik-geografik dan 

social yang kita kenal sekarang ini. 

 Globalisasi ini membawa angin perubahan baru dalam kehidupan kita, baik sebagai 

individu maupun dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Angin 

perubahan sebagai dampak kesejagatan tersebut disatu sisi dapat membawa kemajuan, 

namun disisi lain dikhawatirkan akan menghancurkan atau sekurang-kurangnya mengikis 

negara bangsa (nation state). Hal ini sejalan dengan pemikiran Naisbitt, bahwa 

menyatunnya kehidupan di dunia (globalisasi) dibarengi dengan munculnya berbagai 

paradoks. Di satu pihak ekonomi global  menuju ke satu kesatuan dan di pihak lain 

terjadi kecenderungan (trend) politik lahirnya ratusan negara baru. Sehubungan dengan 

itu, pertanyaan yang menarik untuk dikaji ialah : Apakah “globalisasi” akan menghilangkan 

negara bangsa (nation state). Agar negara bangsa Indonesia tidak tergilas dampak negative 

globalisasi tersebut, maka berbagai transformasi yang membawa perubahan tidak 

dipandang sebagai “ancaman” (threat) tetapi haruslah dipandang sebagai suatu “peluang” 

(opportunity) untuk meningkatkan , mengembangkan dan memperkokohkan diri kita 

sebagi bangsa, agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Untuk itulah 

diperlukan ketahanan nasional yang tangguh bagi bangsa Indonesia di Era Globalisasi. 

 Modul ini mengajak Mahasiswa untuk mengkaji dan melihat globalisasi itu sebagai 

suatu tantangan, agar kita dapat memanfaatkan peluang yang ada di dalam arena. 

Globalisasi tersebut untuk kemajuan dari kesejahteraan bangsa kita. Selain itu, modul ini 

mengajak mahasiswa untuk mengkaji pengaruh globalisasi dan nasionalisme serta 

menganalisisnya berdasarkan paradigma dan metode berpikir Pancasila. Kemudian 

mahasiswa  juga akan mengkaji bagaimana Ketahanan Nasional Indonesia dalam 

menghadap globalisasi, agar tetap survive sebagai bangsa dan negara dalam tatanan 

masyarakat Pancasila yang berdasarkan UUD 1945 untuk mencapai tujuan dan cita-cia 

Nasional. 

 

 Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa  memahami pengaruh globalisasi dalam 

kerangka Ketahanan Nasional Indonesia dan upaya untuk menghadapi, memanipulasi dan 

memanfaatkan pengaruh tersebut untuk meningkatkan Ketahanan Nasional Indonesia. 

 Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu : 

a. mengidentifikasi pengaruh globalisasi terhadap ketahanan nasional Indonesia; 

b. Menganalisis perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi tersebut berdasarkan 

paradigma dan metode berpikir Pancasila; 

MODUL 

V 
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c. Menganalisis kekuatan dan kelemahan bangsa Indonesia untuk dijadikan kekuatan 

dalam menghadapi globalisasi; 

d. Menganalisis faktor-faktor internal yang dapat mengganggu ketahanan nasional 

Indonesia. 
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A.GLOBALISASI SEBAGAI TANTANGAN 

  

Pada prinsipnya, proses globalisasi ada yang bertujuan intensional dan ada pula 

yang impersonal. Proses globalisasi yang intensional dapat dilihat misalnya pada kegiatan 

perdagangan dan pemasaran, sedangkan proses globalisasi yang impersonal dapat kita 

lihat misalnya dalam gerakan fundamentalis, agama dan kecenderungan-kecenderungan 

pasar yang agak sulit untuk dijelaskan sebab-musababnya, misalnya mundurnya mobil 

buatan Amerika di pasar dunia dewasa ini. 

 Kekuatan teknologi tersebut telah mengubah masyarakat dunia termasuk masyarakat 

Indonesia. Masyarakat semakin terbuka dan kini dirasuk oleh nilai-nilai global yang 

menawarkan berbagai citra ideal yang di topang oleh komunikasi yang sangat cepat dan 

kemajuan tenologi yang telah menyatukan kehidupan umat manusia dewasa ini. 

 Dewasa ini kita mengenal “bazaar global”, karena dunia sebenarnya telah merupakan 

pasaran bersama dengan adanya alat-alat komunikasi serta entertainment global melalui 

jaringan TV, internet, film, musik maupun majalah-majalah, maka dunia dewasa ini telah 

merupakan suatu pasar. Yang besar (global cultural bazaar). Bahwa dunia telah menjadi 

satu pasar, dapat kita lihat gejalanya dikota-kota besar di Indonesia, dengan menjamurnya 

mal-mal yang dibanjiri produk luar negeri. Apabila anda datang ke mal-mal tersebut, maka 

dapat Anda temukan, rumah-rumah mode yang berasal dari seluruh dunia, parfum, 

kosmetik dan pakaian-pakaian baik yang asli maupun palsu. Apabila anda berkunjung ke 

kota bandung di tempat penjualan jeans dan pakaian di jalan Cihampelas kita temukan 

bukan hanya para pembeli domestic, tetapi juga banyak turis manca negara di pusat 

pertokoan jalan cihampelas tersebut. Anda juga dapat melihat apa yang terjadi dengan 

proses Mc. Donaldisasi, KFC, CFC, dan fastfood yang telah tersebar hamper diseluruh 

kota-kota besar di Indonesia. Demikian pula Anda lihat citra minuman Coca-cola, Pepsi, 

Seven Up, serta industri entertainment seperti Sony yang dipelopori oleh Akio Morita dari 

Jepang yang merupakan teknologi pengisi waktu yang paling ulung di dunia. Anak-anak 

muda kita dewasa ini terutama golongan menengah tidak asing lagi dengan Wendys, pizza, 

Levi Shop, dan yang disebarkan melalui Philip Moris dengan Malboro Countrynya. 

 Dengan mudahnya transportasi dunia turisme tidak hanya menjadi monopoli 

negara-negara industri maju. Dewasa ini tidak mengherankan apabila kita menemukan 

turis-turis Indonesia berada di mancanegara. Kemajuan turisme bukan hanya 

menunjukkan peningkatan taraf kehidupan manusia tetapi juga berbagai dampak negative 

terhadap budaya setempat. Sehubungan dengan meningkatnya turisme Internasional, 

muncul pula pusat-pusat global seperti pusat rekreasi “Walt Disney” yang bukan hanya ada 

di negeri asalnya Amerika tetapi juga telah berdiri di Paris maupun di Tokyo. Pusat-pusat 

penyebaran citra global ini terus-menerus bertambah dan telah menjadi pengikat umat 

manusia. Baruet dan Cavanagh (1995) dalam bukunya yang sangat terkeal “Global 

Dream’s” menceritakan bahwa impian global (global dream’s) secara berangsur-angsur 

menjadi kenyataan. Kedua pakar diatas menunjukkan 4 jenis proses menyatukan umat 

manusia, yaitu citra global, mal global, tempat kerja global, dan keuangan global.  

 Terbentuknya dan penyebaran citra global dapat dilihat dengan nyata yaitu 

munculnya berbagai pusat perbelanjaan yang mewakili kemajuan bisnis dunia yang 
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merupakan salah satu lokomotif dari bersatunya proses peraturan dunia. Di Jakarta dan 

beberapa kota –kota besar di Indonesia misalnya bermunculan pusat-pusat 

perperbelanjaan yang tidak kalah besar dan isinya menyamai pusat-pusat perbelanjaan di 

kota-kota besar lainya seperti di New York, London, Tokyo, Hongkong, Singapura, dan 

Bangkok. Bisnis produk pertanian juga meningkat melalui jaringan pusat-pusat 

perbelanjaan tersebut. Lihat saja pasar buah-buahan di Indonesia yang dibanjiri oleh 

berbagai buah-buahan impor.  Perusahaan nestle misalnya merupakan  perusahaan 

makanan kedua terbesar di dunia. Sara Lee bukan hanya menjual kue dan kopi tetapi juga 

memiliki pabrik semir sepatu “kiwi” yang dapat dibeli di hampir seluruh toko-toko di 

dunia termasuk Indonesia. H.J. Heinz seorang Irlandia yang mulai dengan  menjual saos 

tomat dinegerinya, sekarang menjual hasil produksinya ke-130 negara termasuk 

Indonesia. Demikian pula halnya kita melihat produk-produk dari berbagai negara 

terbesar di seluruh dunia termasuk produksi tekstil Indonesia yang dapat dibeli di 

took-toko besar baik di Eropa, Amerika, Australia, maupun di New Zealand. 

 Dewasa ini kita juga melihat bahwa suatu produk tidak lagi dihasilkan di satu negara, 

tetapi komponen-komponenya telah dibuat diberbagai negara karena 

pertimbangan-pertimbangan bisnis yang lebih menguntungkan. Produk Boeing, Toyota, 

Mitsubisi, General Motor dan lain-lain merupakan contoh desentralisasi dalam 

produksinya. Sementara itu proses produksi juga berkembang menjadi produksi masal 

(mass production) yang memungkinkan penekanan harga sehingga dapat dijual lebih 

murah. 

 Pesatnya kemajuan bisnis juga didorong oleh apa yang disebut uang global (global 

money) yang biasa juga disebut money without a home. Keungan dunia juga mengalami 

transformasi yang sangat cepat dan tidak mengenal batas-batas negara. Dalam keuangan 

global ini dominasi lembaga keuangan (Bank) Jepang sangat menonjol. Delapan dari 

sepuluh bank yang terbesar di dunia milik Jepang. City Bank misalnya memiliki ranking 

ke-21, Anda dapat melihat pula penggunaan uang plastic atau credit card 20 tahun lalu 

sangat langka, tetapi dewasa ini digunakan secara meluas di dunia. 

 Peranan produsen yang sangat dominant di masa lalu, kini juga sudah mengalir ke 

konsumen sebagaimana diutarakan oleh James Champy penulis terkenal Reenginering The 

Corporation, selera konsumen sangat menentukan dalam transformasi global. 

 Menurut Champy, lingkungan yang mampu menghadapi tantangan masa depan, 

adalah sebagai berikut : 

Pertama, lingkungan yang merangsang, pemikiran majemuk. Lingkungan itu tidak 

mungkin lagi ditentukan oleh produsen, tetapi oleh suatu tim yang sadar akan tujuan yang 

dicapai dan peka terhadap keinginan konsumen. 

Kedua, untuk memenuhi selera pasar “konsumen”, diperlukan manusia-manusia yang 

menguasai ilmu dan keterampilan tertentu serta menjalankan instruksi pimpinan dengan 

penuh tanggung jawab. 

Ketiga, masyarakat masa depan merupakan masyarakat “meritokrasi” yaitu masyarakat 

yang menghormati prestasi daripada statusnya dalam organisasi. 

Keempat, lingkungan yang menghormati seseorang yang dapat menuntaskan pekerjaanya 

dn bukan berdasarkan kedudukanya di dalam organisasi. Inilah transformasi perusahaan 

yang menggambarkan pula transformasi kebudayaan manusia. 
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 Menurut Kartasasmita (1996) tranformasi global ditentukan oleh dua kekuatan besar 

yang saling menunjang yaitu perdagangan dan teknologi. Perdagangan akan berkembang 

begitu cepat dan mengubah pola-pola kehidupan manusia. Pola kehidupan itu ditanggung 

oleh kemajuan teknologi yang telah mengubah bentuk-bentuk hubungan antar manusia 

dengan lebih cepat, lebih intensif dan lebih beragam. 

 Akibat hubungan bisnis yang telah menyatukan umat manusia, maka mulai timbul 

kesadaran yang lebih intens terhadap hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Sejalan 

dengan itu, kehidupan demokrasi semakin marak dan manusia ingin menjauhkan diri dari 

berbagai bentuk penindasan dan kesengsaraan, dictator dan perang. Umat manusia 

dewasa ini mendambakan perdamaian yang lestari agar mereka dapat mengadakan 

komunikasi yang bebas dari ancaman dan paksaan yang memberikan perwujudan akan 

hak asasi manusia termasuk hak-hak politiknya. Emil Salim (1996) mengemukakan bahwa 

liberalisasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan dewasa ini juga menuntut liberalisasi 

dalam bidang politik. Keduanya harus berjalan karena saling menunjang. Liberalisasi 

ekonomi tidak mungkin terjadi tanpa liberalisasi politik. Liberalisasi  politik berarti 

keterbukaan masyarakat di mana setiap warga negara menyadari akan hak-haknya 

sebagai bagian dari umat manusia yang perlu dihormati sebagai wwarga negara dan 

sebagai manusia yang satu di dunia ini.  Perdagangan dunia yang semakin global telah 

melakukan kerjasama yang nasional, regional dan internasional. Manusia ingin saling 

Bantu, saling menguuntungkan dan hidup bersama di dunia. Mereka juga saling bersaing 

satu sama lain menhasilkan produk-produk dan jasa yang semakin baik bagi kehidupan. 

Sejalan dengan proses globaisasi perdagangan dan kemajuan teknologi semakin 

meningkatnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai bagian dari umat manusia 

yang perlu dihormati. Solidaritas umat manusia semakin kental dan semakin bersatu dank 

arena itu menuntut pula pendidikan yang lebih baik, derajat kesehatan yang semakin 

tinggi, penghapusan kemiskinan dan hidup bersama dalam suasana damai. 

 Nilai-nilai positif dari globalisasi mempunyai dimensi-dimensi baru yang tidak kita 

kenal sebelumya seperti kriminalitas internasional, pembajakan dan terorisme 

internasonal ataupun penyakit-penyakit baru yang dengan cepat menyebar ke seantero 

dunia. 

 Transformasi sebagaimana diutarakan di atas bukan berjalan tanpa tantangan. John 

Naisbit mengatakan globalisasi mengandung berbagai paradoks di antaranya : 

1. Budaya global    vs Budaya local 

2. Universsal   vs Individual 

3. Tradisional   vs Modern 

4. Jangka panjang   vs Jangka pendek 

5. Kompetisi   vs  Kesamaan kesempatan 

6. Keterbatasan akal manusia vs Ledakan IPTEK 

7. Spiritual    vs Material 

 

Di satu pihak ekonomi global menuju satu kesatuan, tetapi di pihak lain terjadi tre 

politik seperti pengamatan Naisbit yang melamarkan lahirnya ratusan negara baru. Dalam 

kaitan ini maka timbul paradoks mengenai perkembangan kebudayaan bangsa kita. 
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Apakah di dalam proses globalisasi di dalam munculnya citra global berarti hilangnya 

identitas suatu bangsa? Memang merupakan suatu pertanyaan yang menarik untuk dikaji, 

yang berarti hilangnya nation state dan identitas bangsa. Buah pikiran Kenichi Ohmae 

dalam “Dunia tanpa batas” (Borderless World) bukan dimaksudkan demikian. Apa yang 

dikemukakanya terutama dibidang bisnis memang akan menembus batas-batas mation, 

tetapi tidak dengan sendirinya akan menghilangkan identitas suatu bangsa. 

Globalisasi itu, sebagaimana di utarakan oleh presiden Soeharto bahwa suka atau 

tidak suka ia akan ada atau dating dan tidak bisa kita hindarkan. 

Globalisasi itu bergerak di tiga arena kehidupan manusia yaitu di arena ekonomi, 

politik, dan kebudayaan. Di dalam arena ekonomi proses globalisasi tersebut 

mempengerahui pengaturan-pengaturan social dalam produksi, pertukaran barang, 

distribusi dan konsumsi baik barang maupun pelayanan (service). 

Sehubungan dengan hal tersebut kita melihat adanya standardisasi dalam  

produk-produk, melalui berbagai konsep strategic management. Penerapan Total Quality 

Control Management (TQM) merupakan motor dari produk yang diunggulkan begitu juga 

Quality Control Circle (QCC) Jepang yang merupakan yang salah satu kekuatan produk 

industri Jepang. 

Selanjutnya dalam proses globalisasi ini memunculkan pentingnya kelompok kerja 

desentralisasi manajerial. Dalam ketenagakerjaan ada kecenderungan rekruitmen tenaga 

kerja yang fleksibel (kontrak). Pemanfaatan sumber daya pekerja diadakan rotasi 

tanggung jawab dimana semua potensi sumber daya manusia diberikan peluang untuk 

turut merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakanya. 

Dalam globalisasi politik nampak terlihat berkurangnya peranan pemerintah dan 

membesarnya peran masyarakat (swasta). Kita lihat saja munculnya barisan SATPAM 

sebagai penjaga keamanan di kantor-kantor atau di daerah pemukiman yang eksklusif. 

Dalam bidang komunikasi mempergunakan ekonomi, peran swasta semakin besar menuju 

kegiatan internasional atau kegiatan antar pemerintah. Dalam hal kedaulatan negara, ada 

tendensi atau kecenderungan diserahkan kepada unit-unit  politik yang lebih luas, 

seperti Uni Eropa, ASEAN, APEC, Oraganisasi-Oraganisasi Internasional seperti UN(PBB), 

WTO, IMF, UNESCO merupakan contoh munculnya unit-unti politik yang lebih luas (supra 

nasional). Dalam kaitanya dengan hal tersebut, maka muncul konsep atau ide 

pemerintahan global. Disini kita melihat terjadinya  krisis kekuasaan negara dan 

mendorong terjadinya proses desentralisasi kekuasaan negara. Fokus pemecahan masalah 

senderung mulai diletakkan pada jaringan local global yang semakin berkembang. Dalam 

globalisasi politik ini, isu yang sering dan santer dihembuskan adalah demokrasi dan hak 

asasi manusia menurut ukuran-ukuran barat. Tidak jarang isu politik ini sebagai “alat” 

untuk mendikte negara-negara berkembang agar mengikuti kehendak negara-negara maju 

guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Apabila sebelumya kita mengenal bentuk-bentuk budaya yang terikat pada waktu 

dan tempat, yang beraneka ragam dengan nilai-nilainya yang spesifik dengan adanya 

proses globalisasi ini mengancam keberadaanya. Kontak dengan budaya lain sudah 

merupakan suatu keharusan dan tidak dapat dielakkan karena hubungan komunikasi yang 

tidak mengenal batas-batas negara. Terjadilah relatifisasi  nilai budaya  dan 

memungkinkan munculnya sinkritisme budaya yang sifatnya transnasional. 
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Appadurai (1990) (lihat uraian Malcolm Waters, Globalization, New York, 

Rauntledge, 1996) dalam bukunya Global Culture, mengidentifikasi berbagai jenis lukisan 

(panorama) global sebagai berikut. 

1. Panorama etnik global (Etno Scape) yang diakibatkan oleh makin berkembangnya 

turisme, migrasi dan pengungsi yang disebabkan oleh berbagai factor. Hal ini 

menimbulkan interaksi berbagai etnik di berbagai belahan dunia. 

2. Panorama teknologi global (Techno Scape) mengenai distribusi teknologi di seluruh 

pelosok dunia karena kemampuan-kemampuan teknologi komunikasi serta 

produk-produk teknologi lainya. 

3. Panorama keuangan global (Finance Scape) mengenai distribusi capital yang mengalir 

ke berbagai anggaran dari negara maju ke negara berkembang atau antar negara maju. 

4. Panorama media global (Media Scape) mengenai distribusi nilai-nilai keagamaan. 

5. Panorama sacral global (Sacred Scape) mengenai distribusi nilai-nilai keagamaan. 

6. Panorama idea global (Idea Scape) mengenaidistribusi ide politik, seperti demokrasi 

kemerdekaan da hak asasi. 

 

Globalisai budaya menyangkut berbagai dimensi lukisan global di atas. Dalam etno 

scape terjadi deteritorialisasi dan munculnya kosmopolitanisme serta keanekaragaman 

bangsa di dalam suatu negara. 

Dalam techno dan finance scape terjadi distribusi teknologi dan capital yang cukup 

meluas di dunia. Dalam media scape terlihat distribusi global dari informasi dan citra yang 

ditanggungkan, yang ditayangkan melalui berbagai media (cetak-elektronik). 

Dalam seared scape terjadi proses deteritorialisasi dari mozaik agama. Pusat 

agama atau kepercayaan tidal lagi dianggap milik suatu negara tetapi milik umat manusia. 

Di dalam leisure scape terjadi turisme universal dan mungkin pula karena pengaruh media 

scape membuat turisme hilang, karena adanya kemungkinan melaksanakan turisme 

melalui TV di rumah. 

Melihat keterbatasan “daya dukung” dunia yang hanya satu ini karena 

keterbatasan sumber daya alam dan jumlah penduduk bumi yang terus bertambah secara 

eksponensial serta perusakan bumi oleh manusia itu sendiri, kita bisa berpandangan 

pesimis, namun ada pula yang berpandangan optimis, karena pada dasarnya manusia 

dapat memecahkan masalahnya sendiri karena kemampuan teknologi yang diciptakanya. 

Dalam kondisi ini muncul gagasan yang optimis yaitu hendaknya umat manusia 

membuat suatu “Kampung Global” (global village) tempat manusia secara bersama-sama 

memecahkan masalahnya mengenai dunia yang makmur damai sejahtera. Sejalan dengan 

itu di era kesejagatan ini gagasan pemerintahan global (global government) seperti telah 

diutarakan di atas sangat beralasan karena kekhawatiran umat manusia atas bumi yang 

memerlukan pemeliharaan agar pembangunan dapat berkesinambungan (sustainable 

development). Akbat eksploitasi sumber daya, gaya hidup yang konsumerisme, urbanisasi 

dan pembangunan dengan segala ekses-ekses menjadi bencana bagi umat manusia 

maupun makhluk hidup lainya. Ada dua bahaya yang mengancam punahnya biodiversity di 

dunia yaitu eksploitasi ekonomis dan pengrusakan habitat. Punahnya badak Afrika, badak 

Jawa, Ikan paus, gajah Afrika dan lain-lain karena eksploitasi ekonomimerupakan 

keprihatinan umat manusia. 



PPKN 75 
 

Pengrusakan habitat terjadi juga sebagai akibat urbanisasi, alih fungsi lahan, 

maupun kebakaran hutan yang mempengaruhi iklim dunia dan mengakibatkan polusi 

udara negara tetangga. Penggunaan chloro fluor carbon (CFC) yang banyak digunakan 

dalm kaleng aerosol untuk spray dan lemari pendingin membuat makin menipisnya 

lapisan ozon. Emisi mobil-mobil, pabrik/industri yang menyebabkan polusi udara di 

kota-kota besar dan juga mengakibatkan rusaknya hutan karena hujan asam. Juga dikenal 

green house effect (efek rumah kaca). Semua polutan tersebut diperkirakan akan 

menyebabkan naiknya suhu di bumi, dan pada abad XXI para ahli memperkirakan 2-4,5º C. 

Akibat kenaika temperature bumi tersebut tentu saja es di kutub utara, kutub selatan dan 

puncak-puncak gunung salju akan mencair dan menambah volume air laut ratusan meter. 

Anda dapat bayangkan berapa kota di pinggir pantai dan pulau yang akan tenggelam di 

Indonesia. Pemecahan masalah-masalah local tidk dapat lagi diselesaikan secara mandiri 

tetapi selalu dalam konteks masyarakat global. Dalam hal ini peranan organisasi 

internasional semakin kuat dan dominant mengatasi organisasi nasional. Itulah gelombang 

kehidupan “globalisasi” dengan segala eksesnya yang sedang merobek-robek kehidupan 

manusia. Memang globalisasi itu tidak bisa kita hindarkan dan oleh karena itu kita harus 

melihatnya  sebagai suatu tantangan. Dengan paradigma Pancasila kita menghadapinya 

dan oleh karena itu harus mempersiapkan diri agar tetap eksis sebagai suatu bangsa yang 

sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk “hidup bersama” di dunia yang hanya satu ini. 

Revolusi Triple “T” sebagaimana diutarakan diatas, bersinergi dengan perubahan 

kondisi ideologi politik dan social setelah runtuh komunisme mendorong dan 

berkembangnya isu demokratisasi, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup 

mengarah kepada tatanan dunia baru. Secara ringkas hal ini dapat mahasiswa lihat dalam 

gambar  skets berikut. 

   

 

Runtuhnya 

Neg Komunis 

Blo timur 

ISSUE 

-Demokratisasi 

-HAM 

-Kelestarian Lingkungan 

 Hidup 

Proses Menuju 

Tatanan dunia baru 

TRIPLE ‘T’ 

REVOLUTION 

Kemajuan 

Pesat 

Teknologi 

- Telekomunikasi 

- Transportasi 

- Trade/Liberalisasi Perdagangan 
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B. GLOBALISASI dan NASIONALISME 

 

Globalisasi yang sedang merobek-robek kehidupan manusia berdampak luas 

terhadap kehidupan berbangsa, benegara dan berasyarakat. Karena kemajuan teknologi 

yang begitu pesat menembus batas-batas tradisional (geografi) suatu negara. Tidak ada 

suatu negara pun yang dapat membendungnya. Oleh karena itu sangat tepat dikatakan, 

suka atau tidak suka globalisasi itu dating melanda kita. 

Kedaulatan negara yang dahulu menjadi symbol kekuasaan yang dipegang teguh 

berangsur-angsur menjadi berkurang. Amerika Serikat (USA) yang disebu-sebut sebagai 

negara adijaya, kedaulatan negara atau pemerintahnya banyak dirong-rong oleh MAFIA, 

gerakan Kluk Kluk Kan (3K) dan gerakan-gerakan yang bersifat eksklusif lainya. Jepang 

sebagai negara maju di Asia juga di terror kedaulatanya oleh kelompok Yakuza, Brigade 

Tentara Merah dan lain-lain. Kelompok-kelompok eksklusif yang merong-rong kedaulatan 

negara atau pemerintah ini juga sudah bersifat mengglobal dalam operasinya, seperti 

pembajakan, terorisme internasional, karena ledakan teknologi dalam triple ‘T’ tersebut. 

Perusakan ekosistem bumi sebagai akibat eksploitasi yang berlebihan dan 

kehidupan yang konsumerisme, mendorong penyelamatan bumi ini dari kepunahan 

biodiversity. Tidak ada suatu negara pun yang dapat menyelesaikan masalah lingkungan 

tersebut secara tersendiri, dan tidak ada sjaminan negara lain untuk terhindar dari 

dampak perusakan lingkungan di suatu negara (lihat kebakaran hutan, emisi transportasi, 

industrialisasi penggunaan CFC yang dapat meningkatkan suhu buni dan berkurangnya 

lapisan ozon yang menyelimuti bumi. Dalam pada itu muncul ide tentang pemerintahan 

global (global government) untuk menyelesaikan masalah-masalah bumi. 

Gejala yang menunjukkan munculnya suatu yang supranasionalistik pada saat ini 

memang masih dipertanyakan. Namun dalam hal kedaulatan negara nampak adanya 

kecenderungan untuk menyerahkanya atau untuk diambil kepada unit-unit politik yang 

lebih luas (pengaturan bersama) seperti Uni eropa, PBB, ASEAN, OPEC, dan 

organisasi-organisasi internasional lainnya. 

Transformasi yang terjadi di era globalisasi ini sebagaimana dijelaskan oleh J. 

Naisbitt mengandung berbagai pendapat sebagaimana yang diamati oleh Paul Kennedy 

bahwa proses globalisasi membuat tabrakan antara trend politik dan trend ekonomi. 

Di satu pihak ekonomi global menuju ke satu kesatuan tetapi di pihak lain terjadi 

trend poltik seperti pengamatan J. Naisbittt yang meramalkan lahirnya ratusan negara 

baru. 

Dalam kaitan ini timbul paradoks mengenai perkembangan kebudayaan bangsa 

kita. Apakah di dalam proses globalisasi, di dalam munculnya citra global berarti hilangnya 

identitas suatu bangssa. Apakah hal ini berarti hilangnya budaya suatu bangsa? Demikian  

pula di dalam berbagai bentuk kerja sama regional dan internasional akan muncul 

paradoks antara kepentingan global dan kepentingan nasional. Memang merupakan suatu 

pertanyaan yang menarik bahkan menantang apakah di dalam proses globalisasi berarti 

hilangnya nation state (Negara Bangsa) dan identitas suatu bangsa? 

Globalisasi memang sering diyakini oleh sebagian pengamat sebagai ancaman 

memudarnya nasionalisme. Buah pikiran Kenichi Ohmae “Dunia Tanpa Batas” bukan 
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dimaksudkan demikian. Apa yang dikemukakanya terutama dalam bidang bisnis memang 

akan menembus batas-batas negara, tetapi apakah dengan demikian akan menghilangkan 

negara bangsa dan identitas suatu bangsa? 

Globalisasi yang dipercepat dengan pertumbuhan luar biasa dari media massa 

melalui media telekomunikasi dianggap akan menghilangkan batas geografi suatu negara. 

Akibatnya nasionalisme akan kehilangan wujud aslinya dan berganti menjadi 

universalisme atau globalisme di mana orang akan menjadi warga dunia bukan warga 

suatu negara tidak akan terhapus oleh globalisasi karena itu perbincangan mengenai 

nasionalisme tetap relevan. Perkembangan dunia hingga saat ini tampaknya masih 

memperkuat pendapat terakhir. Hal ini mengingat bahwa : 

1. Manusia itu sendiri bukanlah semata-mata sekadar suatu mass produc tetapi 

sebagai makhluk yang berakal, berperasaan dan berbudaya. Berbeda dengan 

komoditi perdagangan yang merupakan hasil cipta, karsa, rasa dari umat manusia. 

Oleh karena itu, budaya umat manusia yang beraneka ragam yang lahir dari hakikat 

manusia itu sendiri tidak akan dikorbankan dalam proses globalisasi, bahkan 

keanekaragaman budaya merupakan asset bagi kelangsungan proses globalisasi 

yang semakin marak, semakin kaya dan makin menarik. Karena kalau tidak demikian 

maka kehidupan manusia akan menjadi begitu hambar, tanpa seni, tanpa gaya, dan 

tanpa sentuhan kemanusiaan (human touch). Bangsa Indonesia mempunyai konsep 

tentang perkembangan kebudayaan ini. Puncak-puncak kebudayaan daerah menjadi 

kebudayaan nasional. Jika analog ini diterapkan, maka puncak-puncak kebudayaan 

nasional menjadi kebudayaan global. Bukankah bangsa Indonesia, gamelan, tari, dari 

Indonesia banyak digemari di manca negara. 

 

2. Fitrah manusia sebagai makhluk social, yang bergolong-golongan,maka globalisasi 

tersebut tampaknya tidak akan menhilangkan perasaan kebangsaan. Manusia 

dilahirkan dengan naluri untuk berkumpul dengan golonganya dan dengan demikian 

dimulai dengan perasaan primordial. Primordialisme yang kemudian meluas kea rah 

nasionalime. Nasionalisme tidak akan lenyap karena saat ini manusia di satu tempat 

sudah dengan mudah melakukan komunikasi demngan manusia lain di belahan bumi 

yang lain dalam waktu yang relatif singkat. Komunikasi hanya memperpendek jarak 

dan mempersingkat waktu, tetapi tidak akan menghilangkan rasa kebangsaan atau 

keterikatan seseorang pada suatu negara. Walaupun begitu, harus diakui pula, bahwa 

perpindahan kewarganegaraan memang dipermudah di era globalisasi ini. Hal ini 

bukan karena mudahnya komunikasi antarnegara melainkan pula karena mudahnya 

transportasi dan mudahnya prosedur administrasi kependudukan yang serba 

computerized. Tetapi hal itu tidak dapat diartikan bahwa semua orang lalu dengan 

mudah memiliki keinginan untuk menukar kewarganegaraanya dan mengganti 

kesetiaanya kepada negara lain. Sejauh ini para pemuda kita (Indonesia) yang belajar 

di luar negeri setelah menyelesaikan studinya merreka yang kembali ke tanah air 

sangat jauh lebih besar dari pada yang menetap di negara lain. Hal ini berbeda sekali 

dengan orang-orang dari asia selatan ini diduga karena sulitnya kehidupan ekonomi 

di tanah air mereka. Kecenderungan orang Asia Selatan ini diduga karena sulitnya 

kehidupan ekonomi di tanah air mereka. Dengan demikian factor ekonomi (kesulitan 
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ekonomi) bisa menjadi pendorong migrasi. Faktor sulitnya ekonomi itu bisa bersatu 

dengan ketidakpastian politik dalam memperkuat keputusan orang untuk 

meninggalkan tanah air mereka. Kenyataan ini dapat Anda temukan contohnya 

seperti gelombang manusia perahu (Boatpeple) dari Vietnam, pengungsi Irak, konflik 

di negara-negar Arab dan lain-lain. 

 

3. Proses Globalisasi tidak akan berjalan secara mekanistik, pada akhirnya proses 

tersebut diciptakan dan dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu manusia harus 

dipersiapkan untuk menghayati dan menanggulangi serta melaksanakan proses 

tersebut agar terkendali. 

Dengan demikian, bukanlah globalisasi yang merupakan ancaman eksternal 

nasionalisme. Ancaman bagi nasionalisme di suatu negara melainkan dari situasi ekonomi, 

social dan politik dalam negeri. Dampak dari situasi ekonomi dalam negeri dapat dilihat 

contohnya pada semakin banyaknya tenaga kerja kita yang mencari nafkah ke luar negeri 

terutama di kawasan ASEAN. Untunglah bahwa membanjirnya TKI ke manca negara lebih 

disebabkan oleh situasi ekonomi, bukan oleh situasi politik, sehingga kalaupun terjadi 

pengalihan kewarganegaraan itu masih terjadi secara sangat terbatas. Karena itu, kita 

harus terus berupaya agar perekonomian kita tetap berkembang dengan baik seraya harus 

dijaga pula agar situasi politik kita tetap kondusif bagi stabilitas dan keamanan dalam 

negeri. 

Masih dari segi ekonomi, ancaman bagi nasionalisme dapat berasal dari adanya 

kesenjangan ekonomi dan social. Bagi kita, ancaman ini diperburuk oleh perbedaan asal 

keturunan antara pribumi yang mayoritas miskin  dengan keturunan Cina yang sebagian 

besar relatif hidup berkecukupan. Karena itu, kebijakan pemerintah dan himbauan 

Presiden untuk segera mengurangi kesenjangan ini melalui antara lain kebijakan IDT dan 

himbauan agar pengusaha memberikan dua persen dari keuntungan bersihnya bagi upaya 

pengentasan kemiskinan, harus segera diterapkan. Sebab akibat dari keterlambatan untuk 

menyelesaikan kesenjangan ekonomi ini akan sungguh mengerikan. Pejabat di pusat dan 

daerah mestilah memperhatikan masalah ini secara serius, sebab kegagalan dalam 

program dan himbauan ini memicu kerusuhan rasial yang berdarah. 

Tidak perlu malu bagi kita untuk belajar bagaimana Malaysia berhasil mengurangi 

konflik antarkaum melalui kebijakan ekonomi baru mereka. Dalam jangka dua dasa warsa, 

pemerintah Malaysia bertekad untuk menaikkan saham pribumi menjadi 30% dalam ‘kue’ 

ekonomi nasional. Semua upaya dikerahkan untuk mewujudkan kebijakan tersebut karena 

mereka menyadari bahwa prestasi yang meluas dalam peristiwa rasial 19 Mei 1969. 

Kebijakan ini berhasil dengan baik dan ternyata memang kerukunan antar kaum bisa 

dipelihara. Sudah tentu hal itu tidak bisa didasarkan hanya kepada himbauan melainkan 

harus disertai tindakan nyata dalam perpajakan, kebijakan ekonomi ynag mengutamakan 

pribumi, tindakan hukum yang tegas bagi yang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme. 

Dan tak kalah pentingnya adalah kesadaran terus-menerus dikalangan pejabat pusat dan 

daerah akan bahaya dari keresahan social tersebut. 

Perilaku birokrasi dapat pula menimbulkn keresahan social. Yang disoroti 

terutama adalah sikap kurang tanggap dari sebagian aparat birokrasi terhadap 

kepentingan rakyat baik dalam bentuk tindakan yang bertentangan dengan kehendak 
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rakyat maupun dalam pelayanan birokrasi. Sikap kurang tanggap (unresponsiveness) ini 

apabila terjadi didaerah yang rawan akan gejolak anti Indonesia (seperti Timtim, Aceh dan 

Irian Jaya), akan memicu perasaan anti Indonesia yang semakin dalam salh satunya adalah 

Timor Timur yang telah lepas dari NKRI akibat kekurangtanggapan sebagian birokrat. Hal 

ini bisa diamati dalam berbagai tulisan di media masa mengenai  pelanggaran hak ulayat 

atas tanah, penggusuran rumah dan tanah penduduk dengan alas an kepentingan umum 

padahal kenyataanya adalah untuk kepentingan swasta tertentu. Sikap oknum ABRI untuk 

selalu diprioritaskan dalam segala hal, sikap pemuka peradilan yang kadang-kadang 

cenderung memenangkan pihak yang lebih kuat  dalam posisi maupun kekayaan fasilitas 

public (misalnya jalan lingkungan, air PAM, listirk dan sebagainya) yang tidak memadai 

dan tidak dipelihara. Pelayanan kantor pemerintah, sejak dari kelurahan hingga 

departemen tertentu memerlukan uang pelican sudah banyak diketahui masyarakat dan 

berbagai contoh. Dalam jangka pendek, frustasi penduduk memang tidak terasa tetapi 

lambat laun, arogansi birokrasi seperti itu akan mengurangi wibawa bahkan mengurangi 

legitimasi pemerintah di mata masyarakat Tanda-tanda menurunya wibawa aparat 

birokrasi pemerintah ini sudah terasa sejak beberapa waktu yang lalu. Misalnya, 

pengemudi mobil tidak takut lagi untuk melanggar larangan dan jika kesadaranya 

dihentika, mereka dengan sinis melemparkan  korek api atau sambil tersenyum 

menyelipkan ‘sesuatu’. Semakin banyak pencari keadilan yang berani menyoraki malahan 

melempar hakim atau jaksa, pelajar sekolah dan mahasiswa di kota-kota besar semakin 

mampu untuk menyalurkan hobi berkelahinya yang kadang-kadang disertai pembunuhan. 

Semakin banyak instrusi pemerintah pusat yang tidak dipatuhi oleh pejabat daerah, 

semakin jumlah mereka yang tidak mematuhi disiplin baik disiplin kerja maupun disiplin 

belajar. 

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa dewasa ini nasionalisme kita, dan 

umumnya di kalangan-kalangan negara berkembang, memiliki objek yang lain jika 

dibandingkkan dengan nasionalisme sesama penjajahan. Dim as penjajahan, objek bagi 

nasionalisme adalah penjajah yang ditampilkan dalam bentuk kesediaan berjuang 

melawan penjajah tanpa meluhat metode apa yang digunakan apakah cara radikal dan non 

kooperatif terhadap penjajah ataukah menggunakan cara kooperatif. Yang penting, mereka 

anti penjajah, maka disebutlah mereka sebagai golongan nasionalis. 

Setelah merdeka, nasionalisme baru memiliki objek negara dan bangsa sendiri 

sebagai penentu kadar nasionalisme seseorang. Dengan demikian, nasionalisme baru 

dewasa ini sesungguhnya berkembang dari persepsi individu warga negara terhadap 

negaranya. Jika mereka tetap memperoleh persepsi yang baik, maka kecintaan terhadap 

bangsa dan negaranya akan tetap tejaga atau sebaliknya. 

Kesalahan yang umum terjadi di dalam memahami kadar nasionalisme suatu 

bangsa adalah upaya secara tidak sadar untuk mencampurkan persepsi pribadi terhadap 

orang lain dengan persepsi individu terhadap bangsa dan negaranya. Yang dimaksudkan 

dengan hal ini adalah adanya anggapan bahkan tuduhan dari kalangan tua terhadap 

generasi muda bahwa yang berakhir ini dinyatakan berkurang kadar nasionalismenya. 

Anggapan tersebut tampaknya dibuat atas dasar pandangan pribadi terhadap sikap dan 

tingkah laku generasi muda dalamm kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya, bahwa 

sebagian generasi muda tidak lagi santun dalam menghadapi orang tua, suka mengeritik, 
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suka kehidupan perkotaan yang hangar binger, dan menyukai makanan serta musik asing. 

Semua itu adalah hal baru dalam pengalaman hidup generai tua, sehngga akibatnya timbul 

kekuatiran bahwa pengaruh asing tersebut akan mencabut nilai-nilai tradisional bangsa 

‘yang luhur’. Kekuatiran ini merupakan kekuatiran yang keliru, karena hal itu sama sekali 

tidak berkaitan dengan masalah nasionalisme. Generasi muda yang menyukai makanan 

dan musik asing serta meniru tingkah laku kebarat-baratan tidak dapat seluruhnya 

dianggap tidak mencintai lagi bangsa dan negaranya. Dalam pandangan ini, semua itu 

hanyalah kecenderungan atau mode sesaat yang akan berubah apabila mereka semakin 

tua. 

Dalam negara demokrasi perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar dan 

merupakan karakter dari demokrasi itu. Menghargai pendapat orang lain merupakan salah 

satu cirri dari demokrasi tersebut. Karena itu orang yang mengkritik suatu keadaan atau 

suatu system belum tentu didorong oleh rasa bencinya terhadap bangsa dan negara, bahkan 

mungkin kritik tersebut disebabkan oleh rasa cintanyauntuk meluruskan sesuatu yang 

dianggapnya bisa merusak kehidupan bangsa dan negaranya. Terkesuali apabila kritik 

tersebut hanya dibuat atas dasar kepentingan dirinya atau kelompoknya tanpa kaitan 

sama sekali dengan kepentingan seluruh bangsa, dilakukan dengan tidak mengindahkan 

sopan santun serata diupayakan melalui gangguan terhadap keamanan dan stabilitas. Jiak 

hal ini dilakukan sudah sewjarnya apabila dilakukan dengan tindakan yang tegas terhadap 

mereka. Oleh karena nasionalisme berkaitan dengan persepsi individu, maka dengan 

sendirinya perlu ada upaya terus-menerus untuk mempertahankan agar persepsi individu 

terhadap bangsa dan negaranya tetap positif. Tantangan utama adalah mempertahankan 

nasionalisme, dengan demikian tidak lagi ditentukan semata-mata olehadanya tantangan 

dari luar melainkan tantangan dari dalam. Secara lebih konkret tantangan tersebut 

berwujud pada upaya untuk menjaga citra bangsa dan negara agar selalu positif dan 

demikian dengan menjadi kebanggaan bagi seluruh warga negara yang bersangkutan. 

 

Dari negara tetangga kita memperoleh pelajaran bagaimana Malaysia berhsil 

meningkatna nasionalisme bangsanya dari suatu bangsa yang ragu akan kemampuannya 

menjadi bangsa yang bangga akan pencapaian ekonomi dan politiknya. Dari suatu bangsa 

yang rendah diri menjadi suatu bangsa yang mampu membusungkan dada dan menyebut 

diri sebagai bangsa Malaysia. Singapura juga memiliki kecenderungan yang sama yakni 

berhasil menumbuhkan kebanggaan nasional sebagi bansa singapura yang walaupun kecil 

tetapi secara ekonomi disegani. Yang dicapai oleh Malaysia dan Singapura adalah taraf 

kesejahteraan yang tinggi bagi penduduknya sehingga dengan itu mereka merasa mampu 

untuk berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain yang telah lebih dulu maju. Malaysia 

mencapai kemajuan antara lain melalui upaya untuk mencerdaskan dan memakmurkan 

pribumi Melayu sehinga dengan demikian negara itu, seperti telah ditulis di atas, mampu 

mengurangi secara drstis potensi konflik antarkaum yang bisa mengganggu stabilitas 

negeri itu. Singapura menanamkan citra sebagai negara yang bersih (clean) dan efisien 

dalam manajemen negerinya. Walaupun kita tahu bahwa demokrasi kurang berkembang 

di dua negara tetangga tersebut, tetapi rata-rata warganya merasa bangga dengan sebutan 

negara berkembang yang maju, bersih dan efisien sehingga masuk dalam jajaran ‘macan 

Asia’. 
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Adanya pengakuan dari negar-negara lain, terutama dari negara maju terhadap 

kemampuan SDM dan kemajuan ekonomi Malaysia dan Singapura, telah pula menambah 

kebanggaan warga negara. Proses ini tampaknya memiliki kemiripan dengan yang terjadi 

di Jepang, Korea Selatan dan Thailand. Proses kerja keras dan kejujuran yang menjadi 

salah satu factor kemajuan ekonomi dan iptek mereka, telah membangkitkan kebanggaan 

luar biasa bagi warga tiga negara tersebut. 

Tidak berarti bahwa dinegara mereka tidak ada korupsi, suap dan kriminalitas. 

Tetapi semua aparat negara tampaknya bekerja secara professional untuk menangani 

masalah-masalah tersebut termasuk pola pertanggungjawaban individu yang 

mengesankan. Kita selalu mendengar pertanggungjawaban individu yang mengesankan. 

Kita selalu mendengar pertanggungjawaban dari pejabat mereka yang tidak jarang  

dilakukan dengan jalan mengundurkan diri dari jabatan, bahkan ada yang bunuh diri 

sebagai pernyataan rasa malu atas kegagalan dalam melaksanakan tugas. Etika 

kemimpinan telah berhasil mereka timbulkan. 

Memprlajari perkembangan nasionalisme  baru di berbagai negara tadi, maka 

pencananga tersebut harus diartikan sebagai pengupayaan terwujudnya etika social yang 

berlandaskan tiga hal : jujur, kerja keras, dan hemat. 

Tiga hal tersebu merupakan landasan bagi terwujudnya negara dan masyarakat 

Indonesia yang modern dan yang mampu menumbuhkan kebanggaan bagi warga 

negaranya. Semuanya sudah mengetahu dan menyadari bahwa tidak akan terwujudnya 

upaya pembangunan yang berhasil tanpa adanya kejujuran dari para pemikir dan 

pelaksana pembangunan tersebut. Terjadinya penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi 

dan nepotisme (ekonomi biaya tinggi) merupakan tanda bagi adanya keharusan untuk 

menanamkan kejujuran ini terhadap semua individu. 

Tidak ada pembangunan yang berakselerasi tinggi tanpa adanya sikap dan 

kemauan untuk bekerja keras. Sikap santai dan suka menerabas adalah dua sikap negative 

yang harus dihindari. Bukanlah hal yang mudah untuk menanamkan sifat dan kemauan 

bekerja keras di tengah kebiasan santai dan suka menerabas. Sebab bangsa-bangsa yang 

maju dikenal sebagai bangsa yang kerja keras, hemat, dalam hal membelanjakan uangnya 

hanya untuk hal yang paling perlu. 

Sesungguhnya dari segi kecerdasan dan kemauan untuk maju, bangsa kiita tidak 

kalah dari bangsa-bangsa yng lain. Di bidang iptek, dalam dua dasa warsa terakhir ini kita 

telah mampu membanggakan pesawat terbang produk IPTN dan kapal laut produk PT PAL 

Kita juga telah melempar ke pasar internasional berbagai produk iptek, seperti 

kamera Fuji dan barang-barang nonmigas. Namun produk-produk tersebut masih perlu 

ditambah dan ditingkatkan kualitasnya sehingga suatu saat nanti, akan mapu membawa 

nama Indonesia di arena Internasional. Prestasi olahraga, seperti catur, bridge dan 

bulutangkis telah berhasil meningkatkan citra Indonesia di mata Internasional. Demikian 

pula prestasi ABRI dalam membebaskan sandera adalah contoh lain dari suatu peristiwa 

yang mampu menaikan rasa kebanggaan sebagai bangsa apalagi ketika negara lain 

kemudian menyatakan bahwa ABRI merupakan angkatan bersenjata ketiga terhebat di 

dunia dalam hal penyalamatan sandera. Pencapaian seperti itu pasti akan menumbuhkan 

rasa bangga sebagai warga negara Indonesia sehingga tidak perlu lagi ada orang yang 

merasa rendah diri untuk mengakui dirinya sebagai orng Indonesia. 
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Sudah tentu rasa bangga terhadap bangsa dan negara tidak hanya ditimbulkan oleh 

produk iptek tetapi juga dari factor-faktor lain, seperti kondidi ekonomi dan citra birokrasi 

kita. Tingkat hidup rendah akan menyumbang bagi tumbuhnya rasa rendah diri. Birokrasi 

yang tidak efisien dan korup juga menimbulkan rasa malu warga negara apabila bertemu 

dengan warga negara lain. Bayangkan saja, kalau ada sementara orang mengatakan bahwa 

pembangunan nasional ini seperti atau bagaikan kita membawa es batu dari Jakarta ke 

Irian tanpa pendinginan (frezer). Kualitas kurang baik SDM kita adalah factor yang ikut 

menumbuhkan rasa rendah diri bangsa. KArena itu menjadi tugas utama kita walaupun 

berat agar semua pihak bersedia untuk menangani dan sekalihus mengurangi semua 

keadaan negative tersebut. Saya sendiri tetap optimis bahwa semakin lama, Indonesia 

akansemakin dapa diandalkan dan dibanggakan sehingga benih-benih diintegrasi bisa 

dihilangkan sama sekali. 
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C. PARADIGMA PANCASILA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI 

Di dalam menghadapi, era globalisasi sebagai suatu tantangan dan sekaligus 

peluang yang harus diraih berpijak pada budaya bangsa yaitu Pancasila. Budaya 

Pancasila itulah yang menjadi jati diri bangsa Indonesia yang menentukan cara 

berpikir, cara bersikap dan cara berbuat, kita dalam kehidupan 

bermasyarakat,berbangsa dan bernegara dalam menghadapi tantangan tersebut 

(globalisasi). Isu globalisasi seperti demokratisasi, hak asasi manusia (human right) 

dan lingkunga hidup harus dilihat dan dikaji bertitik tolak dari paradigma (sudut 

pandang) Pancasila. 

Kebudayaan Indonesia merupakan proses pemanusiaan diri dalam bentuk 

keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup. Oleh para pemikir bangsa 

dirumuskan secara ringkas dan padat dalam Pancasila (Ideologi Pancasila). Para ahli 

falsafah telah menunjuk bahwa sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah dasar 

dari segala sila (Notonegoro 1959. 106-107). Dengan mengacu pada pemikiran 

tersebut, maka manusia Indonesia dengan kebudayaanya sebagai proses pemanusiaan 

dirinya dapat digambarkan menjadi sebuah “segi tiga sama sisi” (gambar teoritis 

sekadar untuk menunjukkan perbedaan pandangan sudut pandang) dengan 

puncaknya sebagai sila-1 (ketuhanan Yang Maha Esa), sedangkan kedua sudut 

dasarnya sila ke-2 (kemanusiaan yang adil dan beradab) di sisi kiri, sila ke-3 

(Persatuan Indonesia), sila ke-4 (Kerakyatan yang dipimpin ioleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) dan sila-5 (Keadilan social bagi 

seluruh rakyat Indonesia) di sisi kanan (lihat gambar 12). 

. 

 

Variasi gambaran menurut aliran liberalisme misalnya sangat mengutamakan 

“Aku” dengan mengorbankan kepentingan sosialitas dan kepentingan kerohanian 

keagamaan. Dengan demikian wujud dari HAM akan mengutamakan “Aku” yang egois. 

Sistem sosial dan budaya dikembangkan justru untuk mendukung aku manusia yang 

“mandireng pribadi”. Baik unsure sosialitas dan religiositas hanya diperhatikan sejauh 

dianggap mendukung perkembangan kepentingan dan keseimbangan harkat dan 

martabat “Aku” manusia.  
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Variasi gambaran fundamentalisme agama sangat menonjolkan kepentingan 

agama dengan mengabaikan manusia sebagai unsure “Aku” dan sosialitas masyarakat. 

Kedua unsure ini hanya diperhatikan sejauh mana dianggap membantu keluhuran dan 

kemurnian hidup dalam keagungan. Konsep HAM tentu juga akan menekankan 

sentralitas kemurnian hidup keagamaan sehingga “Aku” manusia dan sosialitas 

dianggap berfungsi apabila menghayati dan mencerminkan kemurnian hidup rokhani 

keagamaan tersebut. (lihat gambar 14). 

 

 

Gambaran manusia menurut aliran sosialis komunis titik sentralisasinya adalah 

sosialitas manusia, segalanya adalah untuk rakyat. 

 

 

Istilah rakyat dalam  system sosialis komunis adalah agregasi manusia paling 

sempurna sehingga hanya sebagai rakyat itulah manusia menemukan nilainya, bukan 

keakuan, kemanusiaan dengan harkat maupun martabatnya. Singkatnya manusia 

adalah untuk rakyat. Kehidupan rohani dianggap sebagai dongengan yang merupakan 

racun bagi kehidupan rakyat. Dalam system di mana rakyat adalah identik dengan 
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kekuasaan dan negara berlakulah semboyan “ manusia untuk rakyat berarti manusia 

untuk negara”. Dan  karena roda mesin ideolgi maka berlakulah manusia untuk 

ideology. Keakuan dan kerohanian diperangi dan dikikis habis, dianggap sebagai 

penyakit borjois dan racun kehidupan rakyat. Konsep HAM adalah konsep subversi 

borjuis kerdil kekanak-kanakan yang masih mementingkan karierime dan 

penumpukan harta. Perjuangan HAM adalah tindakan pembangkangan dan 

pengkhianatan. 

Ideolgi itulah yang membimbing cara berpikir kita (metode berpikir). Secara 

umum pengertian metode berpikir ialah proses kejiwaan manusia dalam menanggapi 

objek. Metode berpikir dari setiap ideology selalu bereferensi pada pandangan 

ideology yang bersangkutan mengenai “Siapa itu manusia”. 

 

1. Individualisme 

Manusia dilahirkan “bebas” dan dibekali oleh penciptanya dengan sejumlah 

hak  asasi. Dalam hal ini yang terpokok adalah “freedom” (kebebasan”. 

Berdasarkan nilai kebebasan ini maka metode berpikirnya berwatak individualistic 

dan dinamai metode dan beroikir liberal. 

 

2. Ideologi Komunis 

Berdasarkan pada premis, bahwa semua materi berkembang mengetahui 

hukum, kontradiksi dengan menempyh proses “dialektik”. Manusia itu 

mengembangkan diri dengan bertindak keluar melalui kerja dan kegiatan dengan 

demikian saling berpengaruh secara kontradiktif dengan lingkungannya dengan 

kemungkinan dikuasai oleh lingkungannya. Ciri dari konsep dilektik tentang 

manusia ialah bahwa tidak terdapat sifat permanent pada diri manusia. Namun 

demikian itu terdapat suatu keteraturan tertentu yaitu : Kontradiksi terhadap 

lingkungan selalu menghasilkan perubahan yang menentukan pada diri manusia. 

Berdasarkan pada perkembangan dialektik diri manusia, maka masyarakat dan 

sejarah berkembang secara dialektik pula dan apabila diterapkan pada sejarah 

kehidupan sosial disebut matrerialisme historik.  

 

3. Pancasila 

Konsep manusia menrut ideology Pancasila ialah manusia makhluk 

individu serentak makhluk sosial. Moodualisme ini adalah kodrati, tidak sekadar 

empiric. Secara kodrati manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri, manusia yang 

satu memerlukan manusia yang lain. Hakikat dari konsep manusia menurut 

Pancasila adalah “Saling tergantung antar manusia”. Saling tergantung 

mempersyaratkan interaksi “Saling memberi. Antara manusia dalam masyarakat 

dan negara. Saling memberi inti isi dari nilai “kekeluargaan” Pasangan saling 

berhubungan, saling ketergantungan, saling memberi adalah cirri pokok dari 

kondisi “integrasi”. 

 Tiap ideoligi dengan sendirinya memiliki konsep dasar beserta sejumlah konsep 

kunci yang taat Asas dan bertautan dengan konsep dasar dari ideology. 

Individualisme ialah : Hak Asasi manusia yang melekat sejak manusia dilahirkan 



PPKN 86 
 

dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, kecuali dengan persetujuannya. 

Konsep dasar ini terumus dalam dua buah nilai interistik yaitu “Kebebasan dan 

kepentingan diri” (freedom and self interest). Konsep dasar ini melahirkan sejumlah 

konsep kunci : Pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya melahirkan konsep 

kunci, development, market power, economic power, Individualisme, Self achiement, 

Competitif, Conflict, the greates happiness for the greatest number, dan sebagainya. 

 Dalam Ideologi komunis manusia sebagai individu dipandang tidak memiliki arti, 

oleh karena ideology ini kontradiksi terhadap kapitalisme. Maka dengan sendirinya 

konsepdasarnya ialah : Memberntas nilai lebih yang dihisap oleh para kapitalisme 

melalui perjuangan. Perjuangan ini dirangkai oleh konsep dasar. Pertentangan 

kelas oleh karena itu konsep kuncinya ialah : Revolusi sebagai metode sekaligus 

arena untuk menyelesaikan pertentangan kelas. Pertentangan kelas ini mengikuti 

hukum kontradiksi. 

 Konsep kunci yang tidak kalah penting adalah : Keharusan sejarah, menanganinya 

kaum proletar karena adanya keharusan, sejauh itu. Maka konsep kunci yang 

langsung mempercepat kemenangan proletar ialah “tujuan menghalalkan cara”. 

Pandangan Pancasila serba intregalitas. Segala sesuatu dialam semesta  ini saling 

berkaitan satu sama lain. Saling berkaitan itu berwujud saling memberi. 

Masyarakat sebagi suartu keseluruhan tersusun oleh interaksi saling memberi 

antara individu dan warganya yang tetap memiliki kepribadian penuh. Demikian 

pula dengan semua konsep selalu dimulai dari keseluruhan dan dengan tersusunya 

suatu keseluruhan maka tiap bagian (Individu Manusia) yang ada didalamnya, 

bergerak dan bekerja demi tercapainya tujuan untuk keseluruhan. Konsep 

dasarnya adalah : Kemahaesaan Tuhan, manusia adalah makhluk individu serentak 

sebagai makhluk sosial “Intregalisme”. Beberapa konsep kuncinya adalah : 

keselarasan keserasian dan keseimbangan, saling memberi (kekeluargaan) 

dinamika alami. Dengan demikian jika kita berbicara pada tataran implementasi 

(Dassein) tentang hak asasi maka karena perbedaan tersebut (katakanlah 

perbedaan budaya) dengan sendirinya akan berbeda pemahaman kita dengan 

paham komunisme dan paradigma dan metode berpikir Pancasila di atas dalam 

menghadapi tantangan, meraih peluang dan menghancurkan ancaman yang 

mungkin timbul di era kesejagatan ini (globalisasi). 

 Denga paradigma dan cara berpikir Pancasila itu kita memilih mana yang tepat 

untuk bangsa Indonesia agar identitas dan intregritas tetap lestari. Dengan 

paradigma dan cara berpikir Pancasila itu kita mengarungi era kesejagatan itu, 

meraih segala peluang, untuk membangun bangsa agar kelangsungan hidup bangsa 

ini tetap terpelihara dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional Dengan 

kata lainnya di era kesejagatan ini kita harus siap menghadapinya dengan landasan 

dan cara berpikir Pancasila untuk meningkatkan ketahanan nasional Indonesia. 
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A. BELA NEGARA 

Kelangsungan hidup bangsa dan negara (national survival) merupakan tanggung 

jawab (hak dan kewajiban) setiap warga negara dan bangsa. Tidak ada suatu negara dan 

bangsa (nation state) yang akan langgeng kalau tidak setiap unsur bangsanya turut 

membelanya, dan tidak mungkin kita akan meminta bangsa lain membela bangsa dan 

negara kita tanpa pamrih di belakangnya. 

Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi dalam bela negara bagi setiap warga 

negara sangat penting dan tidak hanya merupakan hak dan kewajiban tetapi sekaligus 

merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. 

Untuk memahami masalah ini Anda harus mengkaji dan memahami sejarah 

perjuangan bangsa Indonesia. Landasan yuridis dan wujud bela negara bagi bangsa 

Indonesia. 

Sebelum diproklamasikan kemerdekaan RI telah dipikirkan masalah bela negara ini 

(cq Pertahanan Negara) yang dicantumkan dalam UUD 1945 Bab XII pasal 30. Inilah 

yang menjadi landasan hukum bela negara. 

Pada pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD 1945 berbunyi: 

(1) Tiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara 

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan negara  diatur dengan Undang-undang 

Ayat 1 tersebut memberikan makna bahwa dalam upaya bela negara kekuatannya 

berada pada seluruh warga negara (rakyat) yang digunakan untuk menangkal setiap 

ancaman. Konsep inilah yang melahirkan gagasan seluruh rakyat menjadi tentara untuk 

membela kepentingan dan tujuan bangsa sekaligus sebagai pencerminan tanggung jawab 

warga negara dalam pembelaan negara. Pada ayat 2, menjelaskan pengaturan 

persyaratan bela negara tersebut dengan Undang-undang. Selain itu, pada pasal 10 UUD 

1945 berisikan presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Konsep bela negara di sini diartikan dalam 

pengertian yang sempit yaitu bidang Hankam Negara. 

Atas dasar pasal 30 ayat 2 UUD 1945, maka telah diundangkan UU no. 20 tahun 

1982 yaitu tentang pertahanan dan keamanan negara yang disempurnakan sekarang 

dengan UU No. 3 Tahun 2002. Dalam pengalaman sejarah bangsa Indonesia peraturan 

perundang-undangan tentang pertahanan dan keamanan negara ini telah diatur. Sejak 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 maka pada tahun 

1948 telah diundangkan UU no. 3 tahun 1948 tentang pertahanan dan Keamanan 

Negara. 

Perubahan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Republik 

Indonesia Serikat memberlakukan Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat, 

1949). Di dalam Konstitusi RIS dituangkan tentang Pertahanan dan Keamanan 

MODUL 

VI 
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Negara yaitu pada Bab VI, pasal 179-185 disebut dengan judul Pertahanan 

Kebangsaan dan Keamanan Umum. Selanjutnya dengan perubahan negara Indonesia 

Serikat kembali ke negara kesatuan berdasarkan UUD. Sementara (UUDS tahun 

1950), masalah pertahanan dan keamanan negara pada UUDS ditentukan pada Bab 

VI pasal 124-130 dengan judul Pertahanan Negara dan Keamanan Umum. Atas dasar 

Bab VI tentang pertahanan negara dan keamanan umum tersebut maka pada tahun 

1954 telah diundangkan UU No. 29 tahun 1954 tentang pertahanan dan keamanan 

negara. 

 

B. LANDASAN HUKUM DAN WUJUD BELA NEGARA 

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan 

kemerdekaan bukan oleh suatu kelompok masyarakat atau rakyat, tetapi oleh seluruh 

rakyat Indonesia, dengan mengerahkan segala potensi kemampuan dan kekuatan yang 

dimilikinya. Tantangan yang dihadapi di masa lalu tentu sangat berbeda dengan tantangan 

yang kita hadapi di masa sekarang. Di masa lalu kita harus merebut dan mempertahankan 

kemerdekaan. Di masa sekarang kita harus mengisi kemerdekaan dengan pembangunan 

nasional untuk mensejajarkan diri dengan negara bangsa (nation state) yang telah maju. 

Dalam pembangunan nasional (bangnas) tersebut kita harus berupaya dan mampu 

mengembangkan potensi sumber daya alam termasuk kedudukan dan kondisi geografi 

Indonesia, sumber daya manusia Indonesia (dalam sistem Tannas disebut Trigatra) dan 

sumber daya ciptaan (teknologi). Untuk menjadi kekuatan dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan keamanan agar kita bisa sejajar dengan negara bangsa yang telah maju. 

Oleh karena itu sangat tepat sekali strategi pembangunan nasional Indonesia 

dititikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi tanpa mengesampingkan 

bidang-bidang lainnya. Sementara itu, invasi (perang) antar negara bangsa dewasa ini 

tidak populer. Hubungan antarbangsa dan negara diletakkan pada landasan kerja sama 

untuk membangun kesejahteraan bersama. Kendatipun demikian kita tidak boleh lengah, 

karena ancaman terhadap identitas dan integritas bangsa dan negara. Indonesia tidak 

hanya datang dari sisi militer, tetapi juga dapat dari sisi ideologi politik, ekonomi dan 

sosial budaya. 

Dimensi perang juga sudah berubah dimana tidak harus dengan invasi bersenjata 

(hankam) tetapi juga dapat dilihat dari invasi, ideologi, politik, ekonomi dan sosial 

budaya. Oleh karena itu konteks bela negara juga harus mencakup semua bidang 

kehidupan tersebut (panca gatra) yang menjadi tanggung jawab setiap warga negara. 

Pada bagian ini Anda akan mengkaji bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela 

negara dalam arti yang lebih sempit yaitu Hankam. Untuk itu Anda diharapkan terlebih 

dahulu memahami dan menghayati pengertian Hankam itu sendiri pada bagian terdahulu 

dan landasan hukumnya berikut ini. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu UU No. 29 tahun 1954 

tentang Pertahanan Negara, wujud bela negara dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. PPPR (P3R) atau Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat 

2. Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) 

3. Rakyat Terlatih (Ratih) 

4. Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) 
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5. Cadangan Angkatan Perang Republik Indonesia. 

Berdasarkan UU RI No. 29 tersebut di sekolah-sekolah dan di tempat-tempat 

pendidikan lainnya. Kemudian dengan keputusan bersama Wampa Hankam dan Menteri 

PTIP No. M/A/19/63 tahun 1963. Mata pelajaran Hankam negara merupakan bagian dari 

kurikulum pendidikan tinggi dan sekolah dasar, dan sekolah lanjutan serta pramuka. 

Selanjutnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas memelihara keamanan 

dan ketertiban di dalam negeri, maka dengan UU No. 13 tahun 1961 kedudukannya yang 

semula berada di bawah naungan Departemen Dalam Negeri ditarik ke dalam naungan 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). 

Kemudian di bawah payung UU RI No. 14 tahun 1962, dikeluarkan Keputusan 

Presiden (Kepres) No. 55 Tahun 1972 dan No. 56 Tahun 1972 tentang pembentukan 

Pertahanan Sipil dan Perlawanan Rakyat (Hansip/Wanra), yang kemudian diperbarui 

dengan UU No. 20 tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Di dalam UU 

RI No. 20 Tahun 1982 Pertahanan dan Keamanan Negara. Komponen - komponen bela 

negara terdiri atas: 

1. P3TR berdasarkan UU RI No. 29 Tahun 1954 berubah menjadi Pendidikan 

Pendahuluan Bela Negara yang diintegrasikan ke dalam kurikulum Pendidikan 

Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Di perguruan tinggi diwujudkan dalam 

bentuk mata kuliah Kewiraan. 

2. Wajib Latih Mahasiswa (UU RI No. 29/1954), Hansip/Wanra (UU RI No. 14 Tahun 

1962) digabungkan ke dalam rakyat terlatih (Ratih) yang mempunyai fungsi: 

ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat (lihat 

Kegiatan Belajar 3 Polstra Hankam tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan 

Nasional). 

3. APRI (UU RI No. 29/1954) berubah menjadi ABRI, yang terdiri atas TNI dan POLRI. 

4. Cadangan APRI (UU RI No. 29/1954) berubah menjadi Cadangan ABRI. 

5. Perlindungan Masyarakat (LINMAS) 

Merupakan komponen khusus yang tidak digabungkan dalam Komponen Rakyat 

Terlatih, ABRI, Cadangan Nasional. 

Linmas adalah warga negara yang memilih lingkungan ini sebagai tempat berbaktinya 

yang berfungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam dan bencana 

lainnya. 

 

Namun demikian sejalan dengan perkembangan kemajuan bangsa dan aspirasi 

masyarakat dewasa ini mempersoalkan kedudukan POLRI yang dimasukkan ke dalam 

ABRI. Karena ABRI dalam hal ini Angkatan Darat, Laut dan Udara berbeda tugas dan 

fungsinya dengan Kepolisian. Angkatan Darat, Laut dan Udara bertugas menghadapi atau 

menghancurkan musuh negara (pertahanan). Sedangkan Kepolisian sebagai aparat 

pengegak hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Memasukkan 

Kepolisian ke dalam ABRI membuat peringainya berubah seperti angkatan-angkatan 

perang di atas dan tidak selayaknya sebagai aparat penegak hukum serta tidak otonomi 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena keterikatannya pada birokrasi ABRI 

komentar berbagai kalangan. 
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Oleh karena itu ada kecenderungan tuntutan masyarakat untuk memisahkan 

Kepolisian dari Komponen ABRI. Dalam Pemisahan ini apakah Kepolisian kelak akan 

berdiri sendiri di bawah Presiden (menjadi satu kementrian/departemen) atau berada di 

bawah Departemen Kehakiman atau bisa pula di bawah Departemen Dalam Negeri. 

Semuanya ini perlu pengkajian dan tergantung pada aspirasi rakyat Indonesia sendiri 

(DPR). Jika dipisahkan Kepolisian dari ABRI, maka berarti pula UU RI No. 20/1982 

tentang Pertahanan Keamanan Negara perlu disempurnakan lagi. 

Apa yang diutarakan di atas adalah pengalaman masa lalu kita sebagai bangsa 

Indonesia dalam penyelenggaraan ”bela negara”. Prediksi pada saat ditulis modul ini 1997 

menjadi kenyataan. Undang-undang No. 20 tahun 1982 tentang Pertahanan dan 

Keamanan Negara disempurnakan dengan UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara dan merupakan wilayah kewenangan Tentara Nasional Indonesia. 

UU RI No. 28 tahun 1997 Jo. UU RI No.13 tahun 1961 yang masih mengacu kepada 

UU RI No. 20 tahun 1982 tentang Kepolisian Negara Indonesia disempurnakan dengan 

UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dengan demikian pada awal tahun 2002 ABRI dilikuidasi menjadi TNI dan 

kepolisian Negara Indonesia dan masing-masing berdiri sendiri dengan dasar hukum yang 

berbeda pula. Permasalahan ini sebagai upaya dalam menjalankan amanat MPR yang 

dituangkan dalam Ketetapan MPR No.VI/MPR/2002 tentang pemisahan Tentara 

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia, dan Ketetapan MPR No. 

VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Indonesia. 

Dengan demikian perihal bela negara mengacu kepada UU RI No. 3 tahun 2002 

tentang Pertahanan Negara. Dalam pasal 9 ayat (1) dinyatakan setiap warga negara berhak 

dan wajib ikut serta dalam upaya ”bela negara” yang diwujudkan dalam penyelenggaraan 

Pertahanan Negara. Ayat (2) Keikutsertaan Warga Negara dalam upaya ”bela negara” 

sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diselenggarakan melalui; 

 Pendidikan Kewarganegaraan 

 Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib 

 Pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib 

 Pengabdian sesuai dengan profesi 

 

Jadi apabila Mahasiswa sekarang mempelajari modul Kewarganegaraan ini adalah 

dalam upaya ”bela negara”, jika Mahasiswa melaksanakan dasr kemerdekaan atau 

mengabdi sebagai prajurit TNI baik secara wajib atau suka rela, juga upaya Anda dalam 

bela negara. Bahkan jika Anda mengabdi dalam profesi Anda serta meletakkan 

kepentingan bangsa dan negara lebih utama maka Anda termasuk telah berpartisipasi 

dalam ”bela negara”. 

Secara sederhana dapat digambarkan wujud keikutsertaan warga negara dalam bela 

negara sebagai berikut: 
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Wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara (UU No.3/2002) 

PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN 

LATIHAN DASAR 

KEMILITERAN 

PRAJURIT TNI 

PENGABDIAN DALAM 

PROFESI 

BELA NEGARA 
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LATIHAN  : 

 

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai materi di atas, silahkan 

saudara  mengerjakan latihan berikut ini! 

 

1) Faktor-faktor apa yang memacu timbulnya globalisasi (kesejagatan)? 

2) Bagaimana pendapat Champy, tentang lingkungan yang mampu menghadapi masa 

depan? 

3) Globalisasi yang terjasi sekarang ini berjalan dengan menghadapi tantangan berbagai 

paradoks sebagaimana dikatakan oleh J. Naisbitt. 

a. Budaya global. 

b. Universal. 

c. Tradisional. 

d. Keterbatasan akal manusia. 

e. Spiritual. 

4) Sebutkan di bidang apa tempat bergeraknya globalisasi tersebut? 

5) Berikan contoh-contoh kecenderungan terjadinya globalisasi di bidang penggunaan 

tenaga kerja! 

6) apa yang memotivasi Keterlibatan Rakyat bersama-sama dengan kekuatan lainnya dalam 

mengusir penjajah? 

7) Bagaimana pengertian bela negara pada periode 1945 – 1949? 

8) Bagaimana persepsi atau pemahaman bela negara di masa sekarang? 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

1) Faktor yang memicu dan memacu timbulnya globalisasi ialah triple “T” Revolution 

dalam bidang 

a. Kemajuan teknologi di sector Telekomunikasi/Informasi. 

b. Transportasi. 

c. Trade (liberalisasi perdagangan). 

2) Menurut Champy lingkungan yang mampu menghadapi masa depan adalah 

a. Lingkungan yang merangsang pemikiran majemuk. 

b. Manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan berketerampilan serta tanggung 

jawab. 

c. Masyarakat yang menghormati prestasi dari pada statusnya. 

d. Menghargai orang yang menyelesaikan pekerjaan bukan berdasarkan 

kedudukannya dalam organisasi. 

3) Paradoxial 

a. Budaya global vs budaya lolak. 

b. Universal vs Individual. 

c. Tradisional vs modern. 

d. Keterbatasan akal manusia vs ledakan IPTEK. 

e. Spiritual vs material. 

4) Bidang tempat bergerak globalisasi (arena) yaitu 
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a. Ekonomi. 

b. Politik. 

c. Kebudayaan. 

5) Contoh kecenderungan penggunaan tenaga kerja di era globalisasi sebagai berikut : 

a. Manajemen terpusat bergerak kea rah desentralisasi. 

b. Tenaga kerja tetap bergerak kea rah tenaga kerja kontrak. 

c. Pemanfaatan sunber daya pekerja dengan system rotasi tanggung jawab.  
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RANGKUMAN 

 Globalisasi yang dipercepat dengan pertumbuhan luar biasa dari media massa melalui 

media telekomunikasi dianggap akan menghilangkan batas geografi suatu negara. 

Akibatnya nasionalisme akan kehoilangan wujud aslinya dan berganti menjadi 

univeralisme atau globalisme, dimana orang akan menjadi warga dunia, bukan warga 

suatu negara yang batas-batas geografiknya sudah jelas. 

 Pemikiran ini berangkat dari buah pikiran Kenichi Ohmae yaitu, “Dunia Tanpa Batas”. 

Apa yang diutarakanya terutama dalam bidang-bidang bisnis, telekomunikasi atau 

informasi maupun transportasi akan menembus batas-batas negara, tetapi tidak dengan 

sendirinya akan menghilangkan negara, bangsa dan identitas suatu bangsa. Nasionalisme 

tetap ada dan relevan dibicarakan mengingat : 

1. Manusia bukanlah sekadar  mass product  tetapi makhluk yang berakal, 

berperasaan dan berbudaya. 

2. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tergolong-golong (primordial). 

Primordialisme akan meluas kea rah nasionalisme. Oleh karena itu, nasionalisme tidak 

akan lenyap karena saat ini dengan mudah melakukan komunikasi dengan manusia 

lain di belahan bumi lain dalam waktu yang relatif singkat. 

3. Proses globalisasi tidak akan berjalan secara mekanistik dan pada akhirnya proses 

tersebut diciptakan dan dikendalikan oleh manusia. 

Ancaman bagi nasionalisme bukanlah dari globalisasi (eksternal) melainkan banyak 

ditentukan dari masalah-masalah internal yaitu dari situasi ekonomi, sosial, politik dan 

keamanan di dalam negeri. 

Nasionalisme dewasa mempunyai objek yang berbeda jika dibandingkan dengan 

nasionalisme di masa penjajahan. Di masa penjajahan, objek bagi nasionalisme adalah 

“penjajah”. Setelah merdeka, nasionalisme mempunyai objek “negara dan bangsa” sendiri 

sebagai penentu kadar nasionalisme seseorang. Dengan demikian nasionalisme dewasa ini 

berkembang dari persepsi individu warga negara terhadap negaranya karena penjajah 

sudah pergi. 

Jika mereka tetap memperoleh persepsi yang baik terhadap “negara dan bangsanya”, 

maka kecintaan terhadap bangsa dan negaranya akan tetap terjaga dan jika persepsinya 

jelek, maka kecintaan terhadap bangsa dan negara akan turun atau hilang sama sekali. 

Kesalahan umum yang sering terjadi di dalam memahami kadar nasionalisme suatu 

bangsa, adalah upaya secara tidak sadar untuk mencampuradukkan persepsi pribadi 

terhadap orang lain, dengan persepsi individu terhadap bangsa dan negaranya. 

Dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat adalah suatu yang wajar bahkan 

merupakan karakter dari demokrasi itu. Menghargai pendapat orang lain adalah salah satu 

cirri dari demokrasi tersebut. Oleh karena itu, orang yang mengkritik suatu keadaan atau 

system belum tentu di dorong oleh rasa bencinya terhadap bangsa dan negaranya, tetapi 

mungkin karena rasa cintanya terhadap bangsa dan negaranya untuk meluruskan sesuatu 

yang dianggapnya bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Tantangan utama dalam mempertahankan nasionalisme tidak ditentukan semata-mata 

oleh tantangan dari luar, melainkan tantangan tersebut dapat berwujud upaya untuk 

menjaga citra bangsa dan negara agar selalu positif dan dengan demikian menjadi 
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kebanggaan bagi seluruh warga negara. Belajar dari pengalaman pembangunan di 

negara-negara tetangga yang dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap bangsa dan 

negara, maka harus ditumbuhkan etika kepemimpian dan etika sosial yang berlandaskan 

kejujuran, kerjakeras dan hemat dalam upaya menuju masyarakat Indonesia yang modern. 

Sebagaimana yang diwasiatkan oleh pendiri Republik ini. Soekarno, bahwa kebesaran 

bangsa dan kemakmuran tidak pernah jatuh gratis dari langit, tetapi selalu 

merupakankristalisasi keringat (kerja keras). 

Sementara itu dalam era globalisasi ini di mana derasnya isu demokratisasi, hak asasi 

manusia dan lingkungan yang melanda dunia, sebagai bangsa Indonesia, kita dapat 

menerima dan mengkajinya dengan arif berdasarkan paradigma (sudut pandang) dan 

metode berpikir Pancasila. 

Mengkaji suatu permasalahan dan perspektif liberal, sosialis komunis, maupun 

fundamentalis agama pasti akan menghasilkan produk dan manusia yang lain yang tidak 

seiring bahkan bertentangan dengan akar budaya kita “Pancasila” yang menganut paham 

keseimbangan, keselarasandan keserasian hubungan antara Engkau yang abadi (Tuhan 

Yang Maha Esa, sila 1), aku (manusia dalam konsep abstrak, sila 2) dan sosialitas manusia 

(sila 3,4, dan 5). Konsep dasarnya ialah Kemahaesaan Tuhan, manusia adalah makhluk 

individu serentak sebagai makhluk sosial “integralisme”. 

Globalisasi adalah gejala menyatunya kehidupan manusia di dunia tanpa, mengenal 

batas-batas fisik-geografik dan social. Ia dipicu dan di pacu oleh kemajuan pesat dalam 

bidang teknologi yang dikenal dengan istilah Triple ‘T’ Revolution yaitu perkembangan 

kemajuan di sector teknologi komunikasi informasi, transportasi dan trade (liberalisasi 

perdagangan). 

Terdapat empat jenis proses yang menyatukan kehidupan manusia yaitu citra 

global, mal global, tempat kerja global dan keuangan global. 

Globalisasi merupakan tantangan, dan menurut Champy, lingkungan yang mampu 

menghadapi tantangan masa depan itu yaitu lingkungan yang merangsang pemikiran 

majemuk. Lingkungan itu tidak mungkin lagi ditentukan oleh produsen, tetapi oleh suatu 

tim yang sadar akan tujuan yang dicapai dan peka terhadap keingian konsumen. Untuk 

memenuhi selera pasar “konsumen” diperlukan manusia-manusia yang menguasai ilmu 

dan ketermpilan tertentu serta menjalankan instruksi pimpinan dengan penuh tanggung 

jawab. Masyarakat masa depan merupakan masyarakat “meritokrasi” yaitu masyarakat 

yang menghormati prestasi dari pada statusnya dalam organisasi. Selain itu lingkungan 

yang menghormati seseorang yang dapat menuntaskan pekerjaanya dan bukan 

berdasarkan kedudukanya di dalam organisasi. 

Akibat hubungan bisnis (perdagangan) yang telah menyatukan kehidupan 

manusia, maka timbul kesadaran yang lebih intern terhadap hak-hak dan kewajiban asasi 

manusia. Sejalan dengan itu kehidupan demokrasi semakin marak dan manusia ingin 

menjauhkan diri dari berbagaiii bentuk penindasan, kesengsaraan, dictator dan perang. 

Oleh karena itu, liberalisasi dalam bidang ekonomi ini menuntut liberalisasi dalam bidang 

politik. Di mana keduanya harus berjalan seiring dan saling menunjang. 

Manusia ingin hidup bersama, saling Bantu, saling menguntungkan di dunia. 

Solidaritas umat manusia semakin kental dan semakin bersatu dank arena itu menuntut 

pula pendidikan yang lebih baik, derajat kesehatan yang lebih tinggi (peningkatan kualitas 
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sumber daya manusia), penghapusan kemiskinan dan hidup bersama dalam suasana 

damai. Nilai-nilai positif dari globalisasi (kesejagatan) ini mempunyai dimensi-dimensi 

baru yang tidak dikenal sebelumnya seperti kriminalitas internasional, pembajakan dan 

terorisme internasional, penyakit baru yang dengan cepat menyebar ke seantero dunia. 

Transformasi ini berjalan dengan menghadapi tantangan sebagaimana dikatakan oleh John 

Naisbitt, globalisasi mengandung berbagai paradoks. 

Di sati pihak, ekonomi global menuju satu kesatuan, tetapi di pihak lain terjadi 

trend politik lahirnya ratusan negara baru. Dalam kaitan ini, apakah globalisasi itu  akan 

menghilangkan nation state (negara bangsa) dan ientitas bangsa. Buah pikiran Kenechi 

Ohmae dalam “Dunia tanpa batas” bukan dimaksudkan demikian. Apa yang 

dikemukakannya terutama dalam bidang bisnis komunikasi dan informasi memang akan 

menebus batas-batas nation, tetapi tidak dengan sendirinya menghilangkan identitas suatu 

bangsa. 

Apabila kita mengenal bentuk-bentuk budaya yang terikat pada waktu dan pada 

tempat yang beraneka ragam dengan kekhasanya, kini dengan proses globalisasi menjadi 

ancamanya. Kontak budaya tidak terelakkan akibat komunikasi yang semakin lancar. 

Terjadilah relatifisasi nilai budaya dan memungkinkan munculnya sinkritisme budaya 

yang sifatnya transnational. 

Di sisi lain kita melihat akibat desploitasi sumber daya, gaya hidup yang 

konsumerisme, urbanisasi dan pembangunan yang ekstensif dan intensif dengan segala 

eksesnya menjadi bencana bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi 

yang hanya satu ini. 

Di sisi lain kita melihat keterbatasan daya dukung planet bumi karena terbatasnya 

sumber daya alam dan jumlah penduduk yang terus bertambah secara eksponensial serta 

perusakan bumi oleh manusia itu sendiri. Melihat hal ini kita bisa berpandangan pesimis, 

namun ada juga yang berpandangan optimis, karena pada dasarnya manusia dapat 

memecahkan masalahnya sendiri, akbat dari kemampuan teknologi yang diciptakannya. 

Dalam kondisi ini muncul gagasan yang optimis yaitu hendaknya umat manusia 

membuat suatu “Kampung Global” (global village) tempat hidup manusia bersama-sama 

memecahkan masalahnya mengenai dunia yang makmur, damai dan sejahtera. Sejalan 

dengan itu gagasan pemerintahan global (global government) diutarakan, karena 

kekhawatiran umat manusia atas bumi yang memerlukam pemeliharaan, agar 

pembangunan dapat berkesinambungan (sustainable development). 

Kelangsungan hidup bangsa dan negara (national survival) merupakan tanggung jawab 

(hak, kewajiban dan kehormatan) setiap warga negara dan bangsa. Untuk itu diperlukan 

pembinaan kesadaran, dan partisipasi setiap warga negara dalam upaya bela negara. 

Persepsi tentang bela negara dihadapkan kepada tantangan/ancaman yang dihadapi 

secara kontekstual dalam periode waktu tertentu. Pada periode tahun 1945 – 1949 bela 

negara dipersepsikan identik dengan perang kemerdekaan. Hal ini berarti bahwa wujud 

partisipasi warga negara dalam pembelaan negara adalah keikutsertaannya dalam perang 

kemerdekaan baik secara bersenjata maupun tidak bersenjata. 

Pada periode 1950 – 1965, bela negara dipersepsikan identik dengan upaya 

pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan melalui komponen-komponen hankam 

seperti ABRI, HANSIP, PERLA, SUKWAN/SUKAWATI. Hal ini sejalan dengan kondisi 
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tantangan dan ancaman yang kita hadapi pada periode itu yaitu menghadapi 

pemberontakan di dalam negeri, peperangan Trikora, membebaskan Irian Barat (sekarang 

Irian Jaya) dan Dwikora. 

Pada periode Orde Baru ATHG yang dihadapi lebih kompleks dan lebih luas daripada 

periode sebelumnya. ATHG tersebut dapat muncul dari segenap aspek kehidupan bangsa 

(ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam). Oleh karena itu dalam konteksi ini 

bela negara dapat dilakukan dalam bidang-bidang kehidupan nasional tersebut dalam 

upaya mencapai tujuan nasional. Untuk itu dikembangkan konsepsi ketahanan nasional. 

Dalam hal ini bela negara dapat dikatakan pula sebagai partisipasi warga negara dalam 

menciptakan dan membangun Ketahanan Nasional di segenap aspek kehidupan bangsa. 

Upaya bela negara sebagaimana dipersepsikan di atas merupakan pengertian atau 

penafsiran yang cukup luas (segal aspek kehidupan bangsa). Dalam pengertian yang lebih 

sempit diartikan sebagai upaya pertahanan dan keamanan yang dilandasi oleh dasar 

negara Pancasila, UUD 1945 (Pasal 30 ayat 1 dan 2) dan UU No. 20 Tahun 1982 tentang 

Pertahanan dan Keamanan Negara disempurnakan dengan UU No. 3 Tahun 2000 tentang 

Pertahanan Negara. 

Wujud upaya bela negara dilakukan melalui pemberian kesadaran bela negara yang 

dilakukan sejak dini di sekolah dasar dan berlanjut sampai perguruan tinggi dan di luar 

sekolah melalui kegiatan pramuka dan organisasi sosial kemasyarakatan. 

Di sekolah dilakukan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), yang 

diintegrasikan ke dalam kurikulum; Pendidikan dasar dan menengah, sedangkan di 

pendidikan tinggi diwujudkan dalam mata kuliah Kewiraan. Di luar Pendidikan 

Pendahuluan Bela Negara wujud bela negara dibakukan dalam bentuk Rakyat Terlatih, 

ABRI, Cadangan ABRI, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang merupakan komponen 

khusus dalam Pertahanan dan Keamanan Negara. 
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